SALINAN

FRESIDEM
REPLELIK IMDOQHMESIA

PERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDIOMNES|A

NOMOR 21 TAHUMN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN FENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TIIHANM YANG MAHA ESA

PRESIDEN EEPUBLIK INOONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melshsanakan ketentuan Pasal 17 angka 3,
angka 4, angka 7, angka 9, angka 10, angka 20, angks 21.
Pasal 18 angka 3, angka 21, Pasal 1% angka 4, angka 6,
angka 10, dan Pasal 185 haral b Undang-Undang Nomer 11
Tahurn 2020 tentang Cipta Kerja, perlu  meoetaplan

Feraturan Pemerintah temrarg Penyelenpgaraan Penataan
Ruang;

Meng@ngat : 1.

SK No 087066 A

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar MWegara
FEepublik Indonesia;

Undang-Undang Momor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran  BNegara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomer BB, Tambahan
Lembaran Negara Eepublik Indonesia Nomor 47 25);

Undang-Undang NMomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelelaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207
Nomer 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 473%, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Uodang Momar 1 Tahun 2014
tentang Perzbahan Ataz Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau  Hecil (Lembaran  Negara Republik
Indonecsia Tahun 2014 Noamor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noomor 5400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tenlang
EKelautan |Lembaran Negara Beopublik  Indonesia
Tahun 2014 Nomer 2494, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor S603);

2. Uncdang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Homor 11 Tahun 2020 watang Cipta
Kerja (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2040 Nomor 243, Tambaban Lembaran MNepara
Republik I'ndonesia Nomoer 6573}

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FPERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
FENATAAN RUANG.

EAR |
KETENTUAN DpdLIM

Pazal 1

Dalam Feraturan Pemenntah in yang dimatsud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
riang lant, dan ruang udary, termasuk ruang di
aalam bumi sebagai satu kesatuan wilavah, tempat
miiusia  den mekhluk  lain hidup, melalukan
kegiatan, don emmelhara kelangsungan hiduptiya.

2.  Tata Ruang adalab wuud Struktur Ruang dan Fola
Ruang. -

3. Struktur  Ruoang  adalabh susunan  pusat-prasat
permukiman dan sistem jaringan prasarana dan
sarana yeng berfungsi sehagal pendokung kegiatat
sosiul ekonomi Masyarakat wvarg azcara hierarkis
ntemiliks ubungan fungsicel

4. Pold Hwang adalah distribusi peruntukan cuang
dalum sualu wilayah yang meliputi peruntukan raang
dntull lunpsl lindung dan pepastukan ruane antuk
fungs: budi' daya. '

3. Rencana Tata Rvang vang selanjutnya disingkat F1R
adalah hasil perencanaan rata ruang,

6. Rencana Deinil Tata Ruang vang  =elanjuinya
disingkat RDTR i:lalah rencana secara tisperinci
tentang tata ruang wilavah kabupzten/kota yanp
diiengkasi dengan peraturan #ntasi Hakupaten, kota,

7. Rencang . .,

SH Mo (A1 A



SK Mal935|7 A

10,

11.

12

13,

L}

13

PRE-SIDEN
REPUBLIFE JHDOMES|L

-5-

Rencana Detatl Tata Fuang Kawasan Peorhatasar
Hegara yang selariuinya disingkat RDTR KPN adalah
rENCANA secara terpennci tentang tata ruang wilayah
negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas
wilayah [Indonesia dengan negara lain.

Penataan Kuang adalsh sualu  sistern proses
Perencanaan Tata REuang, Pemanilaatan Ruang, dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

Penvelengparasan Penataan Huang adalah  kegiatan
vang meliputt pengaturan, pembinaan, pelaksanaar,
dan pengawasan Fenataan Ruang.

Pengaturan  Penataan  Ruang  adalah upsya
pembentukan  landasan hukum bag Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah, den Masyarakat dalam
Penataan Ruang. '

Permnbittaan Penatzan Ruang adalah upaya unmk
menmngkatkan  kinerja  Penataan  Roang  yang
diselerggarakan oleh Femernintah Puzat, Pemerinlah
Draerah, tvian Maxsyarakat.

Pelaksanaan Penataan FEuang adalah  upaya
percapaian . tyuwan  Fenataan  Ruang  melalwi
pelaksanaan Percncanasn Tata Ruoang, Pemanlaatan
Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

Perencanaan Tata Ruang adalab suatu proses untuls
menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang
meliputi penyusunat daty penstapan RTR.
Pemanfaatan Ruang  adalah upaya untk
maevujudban Strukiur Ruang dan Pola Ruang sesnai
dengan ETR melalul penyusunan dan pelaksanaan
program neserta pemblayaar 1yva,

FPrngerdalian Pemanfaatan Ruang  adelah upayas
unluk mevuyudkan tertib Tata Ruang.

Fengawasan Penataan Ruang edalah upsya agar
FPenyelenpoearaan Perfatpan Ruang dapat diwwjodkan

sesual dengsn  kKefentuan  peraturan  perundang.
undangan.

17, Kesesuaian . ., .
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Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah
kesesugian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan KTR.

Konlirmasi Eescsualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan Kesesvaian antara
rencana kegiatan Femanfaatan Ruang dengaa RDTR,

Persemyjuan Kesesuaian Keziatan Pemanfaatan Ruang
adalah dolumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencang Kegiatan Pemanfasian Ruang dengan RTE
selain RDTR.

Eekumendasi Kesesualian Kegietann  Pemanlaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kescsusaian
rencana kegiatan  Pemanfastan Euang  yang
didazarkan pada kKebijakan nasional yang bersifat
strategnrs  dan belum  diatuwr  dalamn RTR dengan
mempertimbangkan 3805 dan tuidan
Penyelenggaraan Penataan Ruang,

Wilayah adalah ruang y#ng merupakan kesstuan
geografiz beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya dilentukan berdasarkan  aspek
adrinistratif dan/atan aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah vang memiliki fungsi utama
lindung atan budi daya

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan  fungsi  utama  mélindungl kcclestarian
lingkunpan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber dave buatan.

Kawagzan Buch Deya adalah wiloyah vang ditetaplan
dengan fungsi utama untuk  dibmigidsyakan  atas
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber day: alam derpan susunan fungsi kawasat
sebagai tempat permukiman perdesaan, peiayanan
iasa pemerintehan, polayvanan sosial, dan kegiatan
ekonami.

26. Kawasan . ..
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Kawasan Perkotaan adalah wilayah yvang mempunyal
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan zebapal  tempat  permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemenntahan, pelayanan  sosial, dan  kegiatan
elonomi.

Kawasan Strategis Nazional yang selanjuatnya
dizsingkat KBN eadalzh wilayah Yang penatazn
ruangnya diprioritaskan kirena — mempunyai
pengarih sangat pentng $écara nasional terhadap
kedauvlatan negara, pertahanan dan  keamanan
ncgara, ckonomi, sosial, budava, dan/atau
lingkungan, termasuls wilayah yang telah ditetapkan
sebagal warisan dunia.

Kaewagan 3Sirategs Provinst adalah wilayah vang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengarahl sangat pentmp dalam  lingkup provinsi
tethadap ckonomi, sosial, budaya, danfatan
lingkungan  serta  merupakan  hagian - tidak
terpizahkan dari rencana tata tuang wilayah provinsi.
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilavah
vang penataatt rdangnya  dipniontaskan  karena
memplnval pengaruh sangar penting dalam lingkup
kahupaten/ kota terhadap ekenomi, sosial, budaya,
dan/atay hngkungan serta merupakan bagian tidak
terpisshkan  dari  rencana  tata  ruang wilayah
kabupaten/ kota.

Femangku Kepentingan adalah Crang atau pihak
yang memiliki Kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penatasan Ruang vang meliputi Pernerintah  Pusat,
Pemenntah Dasrah  provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaiea/kota, dan Masyaraliar,

Urang =2dalah  orang persecrangan  dan/atay
korporasi.

Pemerntah Pusat adalah Presiden Eepublik Ilndonesia
yang memegang Kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undane-

Undang Daser MNepera Republik Indonesia Tahui
1ad5n.

33 Pemenntah . . .
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Pererintan Dacrah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyclenggara pemenintahan  daeraly vang
memumpin pelaksanaan urusan petnerintaban yang
menjadi kewenangan daeral otonom.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompeok
{Jrang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi,
dan fatay Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain
dalam Penyelenggaiaan Penataan Ruang.

Menter: adalabh nenten yvang menyelenggaralkan
urusan pemenntahan di bidang penatasn ruang,

Forum Fenataan Ruang sdalah wadah di tingkat
pusat dan daerah yang bertugas untuk membapin
Pemnerintahh Pusat dan Pemerintah Daerah dengun
metnlberikan pertimbangan dalam  Penvelenggataan
Penataan Fuang.

Konsultast Publik adalak partisipasi aktl Masyarakac
untuk mendapatkan masukan, tanggasan, atau

zaran perbaikar dalam penyusunan RTR.

Badan Bank Tanali yang sclanjutnya dizebur Bank
Tanah adalah badan khusus {swi generis) yang
metypakan badan hukum indonesia vang dibentuk
uleh  Pemerintah  Pusat yang diberi Kkewenangan
khusus untuk mengelola tanah.

Pelalou Usaha adaleh orang perscorenpan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/fatay legiatan
pada bidang tertentu,

Usaha Mikro dap Kech yang selanjutnya disingkat
UMK adalah wusaha mikrp dan  usaha  kecil
sebagaimana dimaksud  dalam  Undanz-Undang
tentang Usaha Mikru, Kecil, dan Mencengah.

KAawasan Hutan adalab  wilayah tertentu  yang
ditunjuk danfatau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
untuk dipertahankan keberadeannya sebapgai hutan
tetap.

Baias Dasrah adalah batas daerah antarprovinsi
dan/atau kabupaten/kota.

4% Launt. ..



SKE Mo Q93521 A

43.

a4,

4.

48,

47,

8.

43

PREIDEN
REPLALIM INDOMESIA

-7 -

Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang
menghubungkan  daratan  dengan  daracan  dan
bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan
kesatuan geografis dan ekelogis bestrta scgenap
unsur terkait, dan yang bates dan  sistemnya
dilentukan oleh peraturan perundang-undangan dan
hukum intemaszional.

Perencanaan Ruang Lagt adalah suat proses untuk
menghasilkan Rencana Tata Roang Laut dan/atau
Rencana Zonasi untuk menentukan Struktur Ruang
Lave dan Pola Ruang Lant.

Fencana Tata Ruang Laut vang selanjutnyva disinglkat
RTEL adalah hasil dari proscs Perencanaan Tata
Ruang Laut.

Struktur  Ruang  Lawt  adalah  susunen  pusat
pertumbuban kelautan  dan  sistem jaringan
prasarana dan sarana Laut vang Derfungsi sebaga
pendulung kegiatan sosial ekongmi Masyarakat yang
aceara hicrarkis memilili hbubunpan fungsional.

Fola Ruang Leut adalah distribusi peruntukan miang
Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.

Rencana  Zonasi yang  selanjutniya  disingkat REZ
acalal rencana yang meneniukan arah penggunaat
sumber daya setiap satuen perencanaan  disertad
dengan penetapan Struktur Ruang dan Pola Euang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
vang boleh ditakukan den tidak boleh dilakukan serta
kematan  yang hanya dspat  dilakukan  setelah
mempergleh Fersetujuan Kesesuaian  Legiatan
Pemanlaatan Ruang Laut, konhrmasi kesesuaian
ruang laul, dan Penzinan Berusaha pemanfaatan di
L=ut.

Kawasan Antarwilayah adalah kawesan laut yang
melipuli dua provinsi atau lebih yang dapat berupa
teluk, selat, dan Lauat.

20, Kawasan . . .
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Kewasan  Strotegis Nagional Tertentu  yang
selanjutnyva disingkal KSHT adalah kawasan yvang
terkait dengan  kedaulatan negara, pengendalizn
linglkungan hidoup, dan/atau situs warsan dunia,
YEng pengembangannya diprioritaskan bapi
kepentingan nasional.

REencang Zonasi Kawasan Strategis Nasional vane
selanjutnys disinghat B2 KSN adalabh rencana yvang
disusun untuk menentukan arghan Pemanfatan
FEuang Laut di1 KSN.

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu
vang selanjutnya disingtat RZ KSNT adalah rencana
vang  disusun  untuk  menentokan  arahan
Pemanlaatan Ruang Laut di KSNT.

Eencana  Zonasi  Kawasan  Antarwilayah vang
stlanjuinya disingkat BZ KAW adalah rencana vang
dizusun untuk menentukan atraban Pemanfaztan
Ruang Laut di Kawasan Antarwilayah,

Rencana Zooasl Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan
Kecil yang selanplinya disingkat RZWP-3.K adalah
rencana yang menentukan arah penggunaan sumhber
daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang
pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan
vang beleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah
metnpetaleh iZin.

Petrairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan
daratan meliputi perairan sejauh 12 [dua belas) mil
Laut dmkur dari garis pantad, perairan yang
menghubungkan pantai dan pulau-pulaw, estuari,
teluk, perairan dangkal, ruws payau, dan laguna.

Pulau-Pulay Kecil Terluar yang selanjutnye disiaghat
FPKT adelah pulau-pulau kecil yang memiliki k-
titik dasar keordinat geografis yang menghubungksn

gans pangkal Laut kepulavan sesval dengan hukum
intermasional dan nasional.

a7, Kawasan . . .
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Kawasan Pemaniazian Umum adalah bbgian dan
Laut yang diletapkan peruntukannya bagi berbagas
sekror keglatan.

Kawasan  Konservasi sdalah  kawasan  yany
mempunyai ciri khas tertertu sebapgai sam Kesahran
zkozsistem  yang dilindungi, dilestarikan, dan
dinenlaatkan secara berkelanjutan.

Alur Laut adalan perairan yang dimanfaatkan, antara
lam, untuk ahur pelayaran, pipa dan/atau kabel
bawah laut, dar, migrasi biota laut.

Masyarakat Lakal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasatltan
kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai
yang berlaku umum, tetgpi  tidak  gepenuhnya
bergantung pada sumber daya pesimir dan pulau-
pulau kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adal-b Masyarakat perikanan
tradisional vang masith diakui hak tradisionalnya
dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau
Legiaraty lamnya yang sah di daergh tertentua VATIE
berada dalam peraizan kepulavan sesual dengan
kaidah hukum laut internasional.

Lambaga pengelola dan penyelenggara Online Single
Submission yang sclanjutnya disebut Lembaga 033
adalah lembaga pemerintabh nonkementerian yang
menyelenggarakan urnsan pemerintzhan di bidang
Penanaman modal.

Feoizinan Berusaha adalah legalitss yang dibarikan
kepada Pelakun TUsaha untuk memulsi  dan
menjalankan vsahe dan/atau kegiatannya.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekrronik
gt Onbne Stmgle Submission yang selanjuinya
disingkat 88 adalah Perizinan Berusaha yang
diterbitkan oleh Lembaga 055 untuk dan atas nama
menteri, pimpinan  lembaga, gubomur, atau
bupati fwali kata kepada Pelaku Usaha melalui sistem
elekironik yang terinregrasi.

Haii adalah hari Kerja.
Pasal 2. ..
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Fasal 2
Pengaturan Penaraan Ruang diselengpgatakan intuk:

a.  mewyjuidkan ketertiban dalam Penvelenggraraan
Penataan Fuang;

b. membenkan kepastian hukam  bagi  seluruh
Prmangku Kcpentingan dalam melaksanakan rugas
dan tanpgung jawab serta hak dan kewajibannva
dalam Penyelenggaraan Penatasn Ruang; dan

c. mcwujudkan  keadilan  bagl  scluruh Pemangku
kepentingan  dalam  Penyelenggaraan  Penataan
Euang.

Pasal 3

Penpaturan Penataan  Ruang  dilakukan mweclalm
penyusunan  dan penctapan  podoman y8NE  INCIUAL
norThy, standar, prosedur, dan kntena bidang Penataan
Ruang.

Pazal 4

Peratiiran  Pemerintaby it mengatur Penyelengegaraan
Penataan Ruang yvane meliput

& Prerencanaan Tata Ruang;

b.  Pemanfaatan Ruang,

. Penpendalian Permeanfaatan Ruang;
d. Pengawasan Penalasn Ruang;

]

Pembinaan Penataan Ruang; dan

L]

keletmbagaan Penataan Boang.

BAET. ..
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BAR I
PERENCANAAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pazal &

Perencanaan Tata  Ruang dilalukan untuk
menghasilkan:

A, TCNCana unmum taty ruang; dan

b. rencana ringi tata raang.

Rencana umum fata ruang sebagaimana dimalksued
pada ayat (1] huwratf & secara hierarkis terdin atas:

a. PRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

b. rencana tata ruang wilayah provinasi;

c.  rencana tata ruapng wilayah kabupaten; dan

d. rencana tata ruang wilayah kota.

Rencana tinci tata ruang sebagaimana dimaksud
prada ayal 1] nuruf b verdiri atas:

4. RTR pulau/kepulavan, ETR KSN, RZ KSNT, RZ
EAW, dan EDTR KPN acbagai rencana rinci dari
Rencana Taia Ruang Wilayah Nasional,

b. RDTR ksbupaten =ebagai rencana ninci dan
Tencana tata ruang wilayah kabupaten; dan

. RDTRE kota sebagai rencana rinci dari rencans
tata ruang wilayvah kota,

P'asal !

Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuad dengan kerentuan peraturan
perundang-undangan,

Peryusunan RTRE  sebagaimana  dimaksud  pada
aval (1) terdin atas:

A. PEAYISUNAED . . .
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&  PEnyUsSHNAT [ENCANA Umum tata ruang; dan
b.  penyusunan rencana rinci tata ruang,

Penetapan RTRE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdin atas:

£. penelapan réncansa umum tata ruang; dan
b.  penstapan rencana rinch tacy nuang,

Pemenntah Pusat dan  Pemerintah  Daerah  wajib
menyusun  dan  menyediakan RTE  vang  telah
ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar
vang ditetapkan oleh Pemerintab Pusar.

FPenyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagmmana dimaksud pada  ayat {4
dimaksudkan agar dapat diekses dengan mudzh oleh
Masgyarakat untuk mendapatian informasi menpgenai
kescsuman  rencana  lokasi  kegatan  dan/atag
usahanya Jdengan RTR.

Pasal 7

Fenyusunan RTR sebagaimana dimalisud  dalam
Pasal & gyat (2} dilakukan melalui tahapan:

4. persigpan penyusunan RTR;

b, pengumpulan dats;

c.  pengolahan dan analisis data;

d.  perumusan koazepsi RTR; dan

e, PENyUSUNAN rancangan peraturan tentang RTR.

Penyusunan RTE sebagaimana chimaksud pada ayat
(1) menghasilkan dokumen:

a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
F2Z KAW: dan

b. rancangsn peraluran tentang RTR, rRRCAnga
peraturan ientang RZ KEKT, dan tancangan
peraluran tentang RZ KAW,

(3 Peppyisanan . .
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Fetiyusunan ETR  sebagaimana  dimaksud  pada
aval (1) mehbatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnva melahu Konsultasi Publik.

Penyusutiatth RTR  stbagaimana dimaksud pada
avat {1) dapat menpgrunakan inovasi teknulogl,

Ectentuan lebih lanjur mengenal  tata cara
peoyusunan  ETE sebagannana  dimaksud  pada
ayat (2} diatur denwan Peraturan: Meoterd.

Ketentuan  lebih  lapjut  mengenai  tata  cara
penyustnan RE KSENT dan RE KAW =ebapaimena
dimaksnd pada ayat {3} diator dengan peraturan
menteri YALE menyelenggarakan urlsan
pemenntahan di bidang kelautan.

Fazal &

ETE sehagan hasil dan Perencanazn Tata Ruang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oayar (1)
meérupakan acuan bagi:

a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang,

. Pemanlaatan Ruang ontuk selumubh kegiatan
pembangunan  sektoral dan  pengembuangan
Wilayah dan Kawaran yang memerlukan Ruang;
dan

c.  penerbitan Ferizinan Berusaha terkait
pemanfantan di Laut serta pemberian hak atas
tariah dan bak pengelolaan.

Pemberian hak atas tanzh dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud @ sada Aayat {1} bumf ¢
didasarkan pada peruntukan ruang srsuai RTR.

Fembsrian halc atas tangh sebagaimana dimaksud
pada awvat (1) huruf ¢ pada roang atas tanah
didasarken pada kochisien dasar bangunan, keefisien
lantai Dangunan, s:ria koefizien Pemanfaaten Ruang
lamnya yang mervpskan baglan dari BTR.

{4} Permbenan . ..
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4] Pemberian hak atas tanah sebapaimana dimaksud
pada ayat (1] burul c© pada ruang bewah tanah
memperhatikan ketentuan Petnanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam ETE.

Bagan Kedua

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang

Parapral |
Lhnium

Pasal 9
11} Fenyusunan rencana umum tata ruang melipit:
&, penyvosunan Rencana Tata  Ruang  Wilayah
Masional:
b.  penyusunan rcncana  tata  roang wilayah
provinsi,
C. penyusunan  rencana  tata roang wilayah
kabupaten; dan
d. penyusunan rencana tate ruang wilayah kota,
2l Jangka waktu penyusunsan dan penetapan rencana
umum  (ata niang sebagaimana  dimaksod  pada
ayat (1} paling lama 18 (delepan belas) Bulan

terhitung sejak pelaksanasn penyusunan rencana
umum tata tuang.

Paragraf

Fenyusunan Rencana Tata Buang Wilayali Nasional

Pasal 10

(1}  Penyusunen Rencana Tata RBuang Wilayah Nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ avar 1) huanal a
dilaksanakan oleh Menteri.

|2] Rencana . _ .
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Fencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencalogp
ruang darat, rdang wdara, dan ruang laut vang
meliputi wilayah perairan dan wilayah vurisdilesi.
Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] doumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menten yang menyelenggaralian urasan
pemerintaban di bulang kelautan.

Fazal 1]

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatilcan:

a.  rencana pembangunan jangka panjang nasional.

b. roocana pembangunan jangka meneneah
nasional;

wawasanh riurantara dan ketahanan nasional;
ketentuan hukum Laut internasional;
perjanjian mternasional,

=g

perkembangan  permasalahan regional  dan
klobal scrta hasil pengkajian implikasi penataan
rlang nasional;

g upava pEmerataan pembangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

h.  Keselarasan aspirazi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

1. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
J- kondisi dan potensi sosial Masyarakat;

k. pemanfaatan rozng daral, ruang laat, dan ruang
udara, termasuk ruang ¢h dalam bumi;

L kebijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategis; dan

m. réencana tata ruang wilayah provinsl, rencana
tala  ruang wilayah kabupaten, danfaran
rencana tata mang wilayan kota,

(2] Rencana . . .
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Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional paling sedikit
memualk;

=

br.

T® o™

tujuan, kebijakan, dan stratepi Penataan Ruang
wilayal nasional;

rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
meliputi rencana sigtemn pusat permukiman dan
FENCana SISIEM JATINEND Prasarana;

réncanda Poly Ruang wilayah nasional  yang
meliputl Bawzzan Lindung vang memiliki nilz
strategis nasional ermasuk Kawasan Konscrvasi
di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
nilai  strategis nasional termasuk  Kawasan
Pemanfaatan Umum;

alur migrasi biota laut,

penctaparn lokasi KB,

penetapan lokas KSNT;

penetapan: 'ekes: Kavwasan Antarxilayah;

arahan Pemanfaatan Ruang vang berisi indikasi
program ukamsa jangka menengah lima tahunan;

strategd kebiyakan pengembangan K3N,

strategi kebijakan pengeribangan pulau, kepulavan;
strategi Kebijakan pengembangan KBNT,

strategi  Kebijakan pongembanpgan  Kewasan
Antarwilayah;

arahan  Pengendalian  Pemanfaatan Ruang
wilayah wnasional vang bedsi indikasi arahan
EZHtAsl  sisiem  nacional, arahan  Kesesuaian
Fegiatann Pemonlaatan Ruang, arahan insentf
dan disinscntf, serta arahan sanksi; dan

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
sempadan pantal, sungai, sity, danau, embung,
waduk, dan mata mir, -

{3} Rencana _ . .
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FEecncana Tata Ruang Wilaysh Nasional menjadi acuan

untuk:

a. penyusunan RTR pulau/ kepulavan;

b. peonyusunan RTR KSN;

c. penyusunan RZ KSNT;

d. pervusunan RZ KAW,;

e,  penvuasunan RODTHR KPN;

{. peoyusunan  tencana  tata ruang  wilavah
Provingi;

- penyusunan rencana  tata  roang  wilayah
kabupaten dan rencana tata rang wilayah kota;

h. penyosunan rencana pembengunan  janpka
panjang nasional,

i.  penvusunan  rencana  pembangunan  jangka
menengah nasional;

). Pemanfatan  Ruang dan  Penpendalian
Pemanlaaran Ruang di wilayah nasional; dan

k. perwvujudan  keterpaduan, leterkaitan, dan

kesteimbangan  perkembangan antarwilayah
Provinsi, =erta keserasian anlarscktor,

Eencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditnangkan ke

dalam peta  dengan  tingkat  ketelitian  skala
110043, 010,

Pasal 12

Penyusunan Rencana Tata Buang Wilayah Nasional
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huraf a
meliputi:

.

proses penyusunan Réncana Tata Ruzng Wilayah
Mazicnal; :

pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional

dalam penyusunan Rencang Tald Ruang Wilayah
Masivnal, dan

<. pembahasan . .
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pembahasan rancanganh Rencana Tata Ruang
Wilayvah Nasional oleh Pemangku Eepeontingan <
timgkal nasional.

Proses penyusunan Rencana Tata Euang Wilaeah
Masional sebhapaimana dimaksud pada  ayat (1)
huruf a dilakukan melalul rahapan:

a.

pcreiapan ponyusunan mecliputi

1.  penvusunan kerangka acuan kKerja;, dan
4. penetapan metsdologi vang dijunakan.
petgumpllan date paling sedilat:

1. dala wilgyah adminisirasi;

data dan infermasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan,;
data dan informasi kebencanaan,

data dan informasi kelautan; dan

Fown ke

pela dasar dan pela lemalik yang
dibuluhkan,

pengnlahan data dan analizis paling sedikit:

1. anahsis polens] dan permasalahan regionsl
dan global; dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup vang terintegrasi dengan
kajian hngkungan hidup stratepis.

perumilsan Konseps: Fencana Tala Ruang
Wilayah Masional, dan

PERYUsSUNAn rancangan Peraturan Femerintah
tentang Eencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pela dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2
huraf b angka & merupakan peta rupabuin Indonesia
fdanfacau pera dasar lainnya.

(4] Peta . . .
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Peta rupabumi Indonecsia  sebapaimana  dimaksud
pada ayart (3} merupakan peta termnutakiur dan telah
ditetapkan cleh kepaia badan yang menyelengearakan
uruzan pemerintahan di hdang informas) geospasial,

Kelenluan  letah lanjul mengenal taty cara
pelaksanaan inlegrast kajian Iimgkungan dup
stralegiy dalam penyusunan Eoncana Tata Ruang
Wilavah MNasional scbagaimana dimaksud pada
ayat [2) huruf ¢ angka 2 diatur dengan Peraturan
Menter.

Paragraf 3

Penvuasunan Rencana Tata Fuang Wilayah Provins

1]

{2)

3]

i%]

(1]

I'a=zal 13

Pemvusunan rencana tawa mgang wilayah  poovins
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 9 aval [1)
huaruft b dilaksanakan oleh Pemenntak Dacrah
Rravinst,

Ecncana tata ruang wilayah provinsi sebapaimana
dimaksud pada ayat (1} mencakup muacan
pengaturan Perairan Pesisir.

Muatan pengaturan Perairan Pesisir  sehagaimans
dimaksud pada ayat (2} dirumusken berdasarkan
materl tekms vang disusun olebh perangkat dacrah
provinsi vang metyelenpgarakan LAMLLSHT
pemerintahan di hiclang kelaulan.

Penyusunan meneana tata ruang wilayah provins:
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual dengan norma, standar, prosedor, dan kriteria
vang diatur dengan Peraturan Menteri.

Fasal 14

Mareni tckius muatan Peroiran Pesisie sebagrimana
dimaksud dalam  Pasal 13 ava1 [3) haruy
mendapatkan persetujuan teknis dari menrer yvang
menyclengearakan urasan pemerintahan i bidang
kelautan.

{2} Ketentuan . . .
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Kerentuan  lebih langut mengenal  tata  cara
penyusunai maten teknis dan prosedur pemberian
perzetujuan  teknis sebagaimana  dimalksud  pada
avat {1} datyr depgan  peraturan mentenl YaRg
menyelengrarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan.

Paszal 15
Reticana ata mlang wilayah provins: mengacu pada:
. Renvana Tata Ruang Wilayah Wasional,
b. RTR pulau/ kepulanan,

c. RETRE KSN,;
d. RZKAW; dan
e.  RZKSNT.

Eencana tata ruang wilavah provinsi memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;

b. rencana pembangunan jaogka —menengah
nasional;

c. rencana pembangunan jangka panjang provinsi

d. rencana pembangunan  jangka menengah
provinsi;

€. rencahi lata ruang wilayah provinsi, rencana
tata nuang walayah kabupaten, dan/atau rencana
tata ruang wilzyah kota vang berbatazan;

L wawasan nusantara dan ketahar.an nasional;

- perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nASINA;

b. upara pemerataon pembanginan dan
pertumbirhan serts stabilitas eleonomi,

L keselarasan aspirasi pembangunan nasionzal dan
pembanginen dasrah;

) daya .
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daya dukung dan daya tampung linpkunpan
hidug:

kendigr dan potens: sosial Masyarakat,

pemanfaatan mang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termaszuk roang di dalam bums; dan

kebijakarn pembangunon nasional yang bersilat
Srategns,

Fencana tata ruang wilayah provins: paling sedikat
mermuat:

b,

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah provinsi,

rencans Straktur Buang wilavah provims vang
mecliputl rencana sistem pusat permukiman dan
rcncana siztem larngan prasarana;

rencana Pola Ruang wilayah provinsi yang
meliputi Kawasan Lindung vane memiliki nilad
strategis provinsl termasuk Kawasan Konservasl
di Laut, dan Kawasan Budi Daya yvang memiliki
nilai stratepiz  provinsl  termasul Kawasan
Pemanfaatan Umum,;

alur migrass biota lat;

arahan Pemanlaatan Ruang wilaveh provins
vang berisi indikasi program utama  jangka
mensngah lima tabunan;

arahan Penpgendalian  Pemanfaatan  Ruang
wilayall provins: vang beosi indikasi atahan
zonasl #stem  provinsy, arahan Kesesuaan
Keglatan Pemanfzatan Ruang, arahan insentd
dan disinzentifl, setta arahan sanlsi:

kebijakan  pengembangan  Kawwsan  Strateqs
Priovins;

arahan kebigakan pengenibangan wilayah
kabupaten /kota; dan

arahan I-:Ebijaknﬁ peruntukan ruang pada
sempadan pantal, sunpgai, situ, danau, embung,
waduk, can mata air.

(4] Bendana . .
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Ecneana tata ruang wilayah provinsl menjadi acuan
untulks:

a.  penyusunen  rencana  tata mgang wilayah

K-

kabupaten,

PerUsSUREAn rencang taa rmiang walayah lkora;
peoyusunan rencana pocmbangunan janpka
panjang daesrah provinsi;

petyusunan  rencana pembangunan jangka
menengah dasrah provins,

Permanfaatan Ruang dan Penpgendalian
Pcmanlaatan Ruang dalam wilayah provins,

perwujudan  keterpaduan, keterkaitan, dan
keseimbangan  perkembangan  antarwilayah
kabupaten/fkata, seria kescrasian antarsekror;
dan

penctapan  lokas. dan fungst ruang untok
investasi.

Eencana tata reang wilayah provinsi ditnangkea ke
dalam peta dengan tinpkat ketelitian skala 1:250.000,

Pazal 16

Penyusunan rencana tata raang wilayah provins
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (1)
huruf b meliputi;

.

Droscs peliyusungi Tencana tata ruang wilayah
Provinsi;

pelibalan peran Masvarakat di provinst delam
pemylsunan rencang fata ruang wilayah
provins; dan

pemibahasan tancangan rencane  late  moang
wilayah proving oleh Pemangku Kepenbngan di
PICYIOSEL,

12} Proses | | .
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Preses  Penyusunan  réndans  1ata raang  wilayah
provins sebagairnans dimaksud pada aval (1) huraf &
dilakukan melaha tahapan:

a.

perslapan poiyusunan meliputi

1. penyusunan kerangke acuan kerja; dan
2. penetapan metgdalogn yang diganakan.
penpumpulan date paling sedhli:

1. datla wilayah admimistras;

data dan informas kependudukan,
data dan informasi bidang perranahan;

data dan informasi kebencanaan:

L

data dan inlormasi kelautan; dan

fr. peta flasar  dan pera wemalk yang
ditmatibkan.

pengeolahan data dan analisis pahng sedikat:

1. analizsis potensi dan permasalahan regiomnal
dan plobal, dan

2. analisis daya dukung dan dava tampung
lingkungan hidop yvang ferintegrasi dengan
leajian linpkunpan hidup strategis.

PErImLEan Bonse s rercand Tald raang wilayah
provingi; dan

PeonlSUnan ratcangan peratuaran tentang
rencana tata Tuang wilayah prowins
dilaksanakan =es1lal dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peta dasar sehagaimana dimaksud pada ayvar ()
huruf b angka & merupakan peta rupabumi Indonezia
dan/atay pefa dasar lainnya,

Feta rupahbumi Indonesia  sebapaimana dimalesud
pada avat (3) mecrupakan pety termiltakhir dan telab
ditetapkan uleh kepala badan vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informas gecapasial

(3] Ketentuan ..
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Ketentuan lebih  lanjut  mengenei  tata  cara
pelaksanaan  integrasi  kajian  Hngkungan hidup
strategis dalam  penyusunan repcana tata ruang
wilayah provinsi scbagaimana dimaksuad pada ayat (2}
hurul ¢ z2ngka 2 diatur dengan Peraturan Menten.

Paragral <

Permyusunan Rencana Tawa Buang Wilayah Kabupaten

2

{1}

(£

Pazal 17

Penpasunan rencana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hural ¢
dilaksanakan olch Femerintah Daeral kabupaten.

Penyusunan rencana bata roang wilayah kKabapaten
schagaimana dimaksued pada avat (1) dilaksanakan
seslal dengan normmna, standar, prosedur, dan kritena
vang diatur dengan Peraturan Menteri.

Fazal 18

Fencana tam ruang wilavah kabupaten pading sodikar
mengacy pada;

a- Rencana Tata Ruang Wilayah Naszional,
2. RTR pulau/kepulauan;

. RTR KEM: dan

d.  rencana tata ruang wilayal peovinsi

Eencana [ata rMIANg wilayah kabupaten
memperhatikan

a.  retncana pembacgunsm jJangks panjang daercah

ProyviLsl;

b.  retcana pembanpgunan jangka menengah daerah
DIOVIDS],

£.  rencana pembangunen jangka pamang dacrah
kabuparen;

d. teneana . . .
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reficana pembangunan jangka mencngah dacrah
kabupaten,;

perkembengan permasalahan regional dan global
setta hasil pengkapan implikasi penataan ruang
kabupaten;

upaya pemerataan pemnbangunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;

keselarasan aspirasi pombangunan nasional dan
pembangunan dacrah;

daya dukunz dan daya tampung lingkungan
hidup;

kendisl dan potensi sosial Masyarakeat,

neraca penatagunaan tanabh  dan  neraca
penatagunaan sumber days 2T,

pemaniaatan mang darat, ruang laut, dan ruang
uclara, termasuk ruang di dalam bumi; dan

kebjynakan pembangunan nasional vang bersifat
strategis.

i3] Rencana tata ruang wilayah kubupaten paling sedikit
menmat:

o -

b,

SK No (3550 A

twyuen, kebjakan, dan strategi Penataan RFuang
wilayah kabupaten;

rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten yvang

meliputi rencana sistermn pusat permukiman dan
TENCANA 3i5tem jaringan prasarans;

rencana Pola Ruang wilayah kabupaten yang
meliputt Kawasan Lindung hkabupaten dan
Kawasan Budi Daya kabupaten, tertmasuk
rencana penyedisan ruang terbuka higau  di
Kawasan perkotaan;

arahan Femanfaatan Ruang wilayah kabupaten
vang berisi indikasi program  uwama jangka
menengah lima tahunsn;

€. keteniuan |
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ketentusn  Pengendalian Pemanfaatan  Ruoang
wilavah kabupaten yang berizi ketentuan vmnm
ZONAS], ketentuan Kezesuaian Kegatan
Femaniaatan Ruang, kerentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan sanksi;

kebijakan pengembangan kawasan  strategis
kabupaten;

kebijakan pengembanpan wilayah kabupaten;
dan

peruntukan rmang pada  sempadan pantai,
sungai, situ, danau, emmbunge, waduk, dan mata
air,

Kencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi
acuatn untuk:

a.
L.

penyusunan ROTR kabupaten;

penyusunan  réncana  pembangunan  jangka
panjang daerah kabupaten;

penyusunan  rencana  pembangunan  jangka
tnenengah dasrah kabupaten,

Femanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pecmanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;

pervujudan  keterpaduan,  Keterkaitan, dan
keseimbangan antarseklor; dan

penetapan  lokasi dan  lunpgsi rang untok
investasi.

Eencana tata ruang wilayah kabupaten dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat Ketelitian skala 1:50.000,

Fasal 19

Penyusunan repncana tata ruang wilayah kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Fazal @ ayac {1] huruf ¢
meliputi:

A, pIOsES | |
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Proses penyusunsn rencand tata ruang wilavah
kabupatern,

pelibatan peran Masyarakat di kabupaten dalam
penyusunAan reEncana tata  ruang  wilayah
kabupaten,; dan

pembahasan rancangan rencena tata Tuang
wilavah lkabupaten oleh Permangku Kepentingan
ch kabupaten,

Proses penyusunan rencana tata ruang  wilayah
kabupaten sebapaimana dimaksud pade avat (1}
huruf a dilafukan melalui tahapan:

=

Fersiapan penyusunan melipuiei:

l. penyusunan kérangka acuan kerja;, dan
2. penelapan metodologl yang dipunakan.
pengumpllan data pating sedikit:

). data wilayah adminiztrasi;

data dan informasi kependudukan;
data dan informasi bidang pertanahan;

data dan mformasi kebencanaan; dan

okl b

peta dasar dan peta tematik vang
dibutuhkan.

pengolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan glabal, dan

2. anahsis daya dukung dan dava tampung
lingkungan hidup yang terintegrasi dengan
kajian linglungan hidup strategis.

perumusan konsepsi rencana tata muang wilayah

kabupaten; dan

PENYUSULNAN  FANCANEAT  pEraturan tentang
rencana tata rlang  wilayah  kabupaten
dilaksanakan SEELIAL dengan ketentuan
peratuyran perindang-undangan,

i3 Peta ., .



SKONao D877 A

(4]

(H

=

PRESIDERM
REPUHLIKE IMDOMNFI1A

28

Peta dasar sebagamana dimnakoud  pada ayar [2)
hund B angks & merupakan peta cupebumi Indonesia
dan/atau peta dasar lammnya.

Peta rupabumn  Indonesia sebagaimana dimaksud
pada avat (3) merupakan peta termatakhie dan telab
diretapkan aleh Kepala badan yang menvelenpgaralian
urusan pemenntahan di mdang informas: geospasial,

Ketentuan Ielih lanpt mengenal rEata cara
pelaksanddan  imtegras]  kajan lopkuangan hidup
strategis dalam penyusunan rencana tata ruang
wilayah kabupaten scbagaimana dimaksud pada
avat {2] huruf ¢ angka 2 diatur dengan Peraturan
Mentari.

Paragral o

Penyusunan Eencana Tata Fuang Wilavah Kota

(1

(2

(1)

Pasal 2

FenyusunaAn  rencAna tara ruang wilryah kota
sehagammana  dirmakesud dalame Pasal 9 ayar (1)
hurul d diaksanakan oleh Pemenntah Daerab kata.

Penyusunan  remeana lala ruany wilayabh kola
sehapamana dimaksud pada svat [1] dilaksanaloan
scsUal dengan norma, standar, proscedar, dan kritena
vang diatur dengan Peraturan Menter.

Pasal 21

Rencana reta ruang witayah kota paling sedikit
menpgact) pada:

4.  Henecanae Tala Huang Wilayah Masional,
k.  RTR pulau;kepulauan;
z. ETRE K3N; dan

rencana LEld ruang wilayvah provinst.

() Reneana ..
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Rencana tata muang wilavah kota memperhatikan:

a.

b.

rencana pembangunan jangka panjang daerah
PIOVINSI;

rencana pembangunan jangka menengah daerah
provinsi,

rencana pembangunan jangka panjang dasrah
koA

rencana pembangunan jangka menengah daerah
kota;

perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan maang
horla,;

upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan zerta stabilitas elkonami;
keszelarazan aspirasi pembangunan nasional dan
pembanganan daerah;

daya dukung dan dayza tampung lingkungan
hidup;

kondisi dan potensi sostal Masyarakad;

neraca pehatapgunaan  tanalh dan  neraca
pecnatagunaan sumber daya air;

pemanfaatan ruang darat, raang laut, dan maang
udara, tertmasulk ruang di dalam bumi; dan

kelijakan pembangunan nasional yang bersifat
strategs,

Rencana tata rmuang wilayah kota  paling  sedikit
ITETIUAL

.

b

tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Fuang
wilavah kota,

rencana Struktur Buang walayah kota yang
tneliputl rencana aistem pusat pelavanan dan
TenNCANA SIStem jaringan prasarana;

rencana Pola Ruang wilayah kota vang meliputi
Kawasan Lindung dan Kawssen Budi Daya,
termaguk réncana penyédiaan ruang terbuka
hijaly;

d. arahan . . .
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arahan Pemanlaatan Ruang wilayah kota yvang
beris indikasl program utama jangka menesngah
lima tahunan;

ketentuan FPengendalian Pemanfaatzn Ruang
wilayaht kota yang  berisi ketentuan  Lmlm
Zonasi, Ketentilan Kestsvaan Kepnatan
Femanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan
disinsentif, serta arahan zanksi

kebijakan pengembangan  kawasan  strategis
ota,
kebijakan pengembangan wilayah kota;

peruntukan ruang pada  sempadan  pantai,

sungai, sitn, danan, embung, wadak, dan mata

air, dam

refcana penyediasn dan pemaniaatan;

1. muang terbuka  hiyan  publik  dan
pendistribusiannya;

2. ruang terbuka hijau privat,

3. tuang terbuksa nonbmaw;

4,  prasarana dan sarana jarngan pejalan kaks,
angkutan umum, kegiatan sektor inforrmal;
damn

oo taang evakuasi bencana.

Rencana tata ruang wilayah keta menjadi acuan
untuk:

a.

b.

penyusunan ROTE kora,

PENYUSUNAN  rencansa  péembanglinan jangka
panjang dacrah kolw;

PeA¥UsUNAn  Tencana  pembangunan jangka
menengah daecrah kots;

Pemanfaatan Euang dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang di wilayah lota,

e. perwujudan . . .
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¢.  perwlgudan keterpaduan,  keterkaitan,  dan
keseimbangan antarsektor; dan

f. penetapan lokasi dan (ungsi ang  untuk
Lnvestasi.

Fencana tata roang wilayash kota dituangkan ke
dalam peta dengan tingkat kotelidan skala 1:25 000,

Pasal 22

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 21 ayat (3] hurof ¢ diatir dengan ketentuan
sehagal berikut:

4. rencana penycdiaan dan  pemanfaatan roang
terbuka hijau publik dalam rencana rata ruang
wilayah kota paling sedikit 20% {dua puluh
persen) dar: has wilayah kota;

b.  rencana penyediaan dan pemanfaatan mang
terbuka hijau privat dalam rencana tata ruang
wilayah kota paling sedikit 1G% {sepuluh persen)
dari luas wilayah kota, dan

c. apabila luas ruang terbuka hijau, sebapaimana
dimaksud pada hurof a dan horal B memilile
total Juas lebih besar dari 30% jtiga puluh
persen), proparsi o tersebut harus  telap
dipertahankan keberadaannya.

Ketentuan lebikh lanjut mengensi penyediaan dan
pemanfaatan raang terbuka hijau diatur dengan
Peraturan Menter:,

Pasal 23

Fenyusunan rencana  tata rwang  wilayah kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat |1
hurut d mehputi

@A, PIO3Cs peuyusunan rencana tate maang wilayeh
kota;

L. pelibatan _ . .
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pclibatan  peran  Masyarakat i Kota  dalam
PEOYUSUNAN TEncana tata fatg wilavah kota;
dan

pembahasan tancangan rencana  tata roang
wilayah kota olch Pemangku Kepentingan di
kota,

Proses penyusunan rencana tata ruang wilavah keta
sebagaimana dimaksud puda ayat (1) humaf a
dilakukan melalui tahapan:

a.

persiapan penyusunan meliputi:

1. peoyusunan kerangka acuan kerja; dan
2. penstapan metodologi vang dipanakan,
pengumpulan dats paling sedikit;

1. data wilayah administrasi;

data dan informasi kependodukan;
data dan informasi bidang pertanahan;
data dan informasi Kebencanasn; dan

oA oM

peta desar  dan peta tematk  vang
diburuhkan,

pengolahan data dan analisis paling sedukit:

1. analisis potensi dan permasalahan regional
dan glabal;, dan

2. analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang tenntegrasi dengan
kajian inpkungan hidup strategis,

perumusan konsepsi rencana tara ruang wilayah

keota: dan

penyusunan  rancangen poraturan oenkang
rencana rata riang wilayah kota dilaksanalcan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undarngan,

[3) Peta . ..
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Peta dasar sebapimmana dimaksud pada ayvat {2}
hurul b anghka 3 merupakan pota rupabumi Indonesia
dan/stau peta dasar lainnya.

Pria rupabumi [ndonesia  sebagaimana dimaksud
pada ayat [3] merupakan peta termulakhir dan telah
ditetapkan oleh kepaly badan yang menyclenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Eetentuan  lebihh lanjut mengenai  tata  carg
pelaksanaan intcgrasi kajian lingkungan  hidup
strategis dalam  penyusunan rencana tata roang
wilayah kota ‘scbagaimana dimaksud pada ayal (2)
huruf c angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri,

Bagian Ketiga

Fenvusunan Rencana Rinci Tata Fuang

(1}

{2)

Faragral 1
Umum

Pasal 24
Penyusunan rencana rincl tata ruang melipuatt:
a.  penyusenan ETR pulau/kepulavan;
I, penyusunan RTRE KSN;
. peoywsunan BE KaW.
d. peoyusunan RE KEMT;
&  pernyusuhan EOTR KPN; dan
. periyusunan ROTR kabuapaten | kota.

Jangka waktu penyusanan dan penctapan ETR
pulau/kepulatian sehagdimana dimaksud pada avat
(1] huma! 2, BRTE KSN scbagrumana dimaksud pada
avat (1] huaruf b, RZ KAW schapaimana dimaksad
pada ayzl (1] hurul o, RZ KSNT sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurat 4, dan EDTE KPN
scbapaimana dimaksud pada avat (1) huoul € paling
lama 24 [dua puluh empat| bulan sejak dimulainyg
penrusunan KIR pulau/kepulavan, RTR RSN, RZ
KAW, B2 KENT, atau RDTR KPN vang dimnaksued.

(3) Jangka . . .
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Jangka wakm peryusunan dan penetapan ROTR
kabupaten /kota sebagaimana dimalksud padsa ayat [1)
huruf f paling lama 12 {dua belas] bulan terhitung
sejak dimulaimys prlaksanaan peryusunan RDTR
kabupaten [ Rota.

Paragraf 2

Penisunan Rencana Tata Ruang Pulan, Kepulauan

(1)

(<]

{3

{4}

{5}

{1]

{2]

Pasal 23

Penyusunan RTR  pulauskepulavan  sebagaimans
dirneksld dalam  Pasal 24 ayat (1) huntd a
dilaksanakan oleh Menteri.

Fulau/kepulavan . sebagaimana dimaksud pada
ayat [1} meliputi pulau-pulan besar dan guguzan
kepulavat yang memiliki satu kesatuan ekosisterm.

Pulau-pulan  besar sebagaimans  dimaksud pada
avat {2] meliputs Pulaun Sumaters, Pulau Jawa-Bali,
Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.

Gugusan kepulauan sebapaimana dimaksud pada
ayat [2) meliputi gugusan Kepulauan Maluku dan
gugusan Kepulayan Musa Tengepara

Perpyvusunan RTR  pulau/kepulauan  dilaksanalian
sesudl dengan norma, standar, prosedur, dan kriiteria
yang diatur dengan Peraturan Menterd.

Fasal 26

ETE pulav/kepulavan mengacu pada Rencena Tata
Euvang Wilayah Nasional.

ETE pulau/kepulavan memperhatikan:
4.  tencana pembangunan jangks panjang nasional,

L. rencana pembangunan  jangka  menengah
nasional;

C. rencatnsg oL,
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rencana pembangunan jangka panjang provinsi
yvang menjadi bagian pulau/kepulavian;

rencana pembangunan jangka | menengalh
provinsi yang menjadi bagian pulau/kepulauan;

wawasan nusantara dan ketahanan nasional:

perkembangan permasalahan regicnal dan global
serla hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional,

upays pemerataan pemnbungunan dan
pertumbilhan serta stabilitas ekonomi;

keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daeral,

optimasi pemanfaatan ruang daral, ruang laut,
dan ruang udara, tormasuk ruang di dalam
bumi:

RTR KSN;
RZ KSNT;
RZ KAW; dan

réneana  tata  fang  wilayah provingl  yang
menjadi bagian pulau/kepulavan.

ETE pulau/kepulavan paling sedikit memuat:

a.

b.

tjuan, kebyakan, dan strategi Penataan Ruang
ilauf kepulauan,

rencana Strukiur Buang pulauy kepulavan vang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
recana sistem Janmngan prasarang,

rencana Fola Ruang pulau/kepulauan yang
meliputi Kawasan Lindung pulaa,/ kepulauan dan
Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis
nasional,

araban Pemanlzatan Ruang yang berisi indikagi
propram utama jangka menengah lims tabunan;

stratcg kebijalan pengembangan pulay, kepulauan;

[. arahan . ..
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arahan Pengendalian Pemaniaatan Ruang
palau kepulavan yang bensi wndikasi arahan
somasl  sistermn nasional, arahan  Kesessualan
Kegatan Pemanfzatan Ruang, araban insentif
dan disinsenti, serta arahan sanksi:

arahan kebijakan peruntukan ruang pada
semnpadan pantal, sangal, sitw, danaw, embung,
wadulk, can mata air; dan

penetapan kecukupan luas Kawasan Hutan dan
penutupan hutan pada sctiap daerah  aliran
sungai di pulan/kepulauan dalam  rangka
pelestarian  lingkungan hidup sesuai dengan
kondisi biogeohsik, Klim, Kependudukan, dan
S05i8] ekononu wilayah pulaw/Kepulauan,

ETE pulau/ kepulauan menjadi acuan untuk:

a
b.

penyusunan RTR K3HN;

permyusunan  repcana tata  ruang wilayah
Provins;

PEMYLSUNEN  TERCanAa ata ruang wilayah
kabupaten;

pciyusunan rencana tata ruang wilayah kota;
penyusunan rencana  pembangunan jangka
parnjang nasicnal;

pennlsuiian . rencana penbanguanan jangka
mensnigah nasional;

Pemanlaatan Ruang dan Pengendalian
Pemanlaatan Ruang di wilayah nasional;

persjudan keterpaduan,  leterkaitan,  dan
keseimbatgan perketnbangan antarwilayah
provingt, danfatau keserasiagn antarselttor; don

penetapan  lokasi cdan fungsi raang untak
myveEsLa s

ETR pulau/kepulauan dituangkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1:50{0.000.

Pasal 27 . ..
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Fasal 27

Penyvusunan RTR  pulau/Kepuladan  sehagaimana
dirmekisud dalam Pasal 24 ayat {1) hurnaf a meliputi:

A  proses penyusunan BTE pulau/ kepulauan;

k. pelibatan peran Masvarakat regicnal
pulaukepulavan dalarm pemyasunan RTR
pulau/kepulauan; dan

.  pembahasan rancanegan RETRE pulaw/lkepulauvan
oleh Pemangka Kepentingan di tingkat regional
pulalfkepullanan.

Proses PCOVLISLNGN FETH pulav/kepulauan
scbapaimana dimaksud pada ayat (1] huaf o a
dilakukan melalui rahapan:

f.  porsiapan penyusunan meliputi:
1. penvusunan keratgka acuan kerjs; dan
2. penslapan metedolopl vang dipunakan.
L. pengumpulan data paling scdikit:
1 data wilayah administrasi;
data dan informasi Kepencdadukan,
data dan informast bhidang perianahan;
data dan informagi kebencanaan; dan

B b

peta clasar dan peta tematik yanp
dibulvuhkan,

. prrneolahan data dan analisis paling sedikit:

1. analisis potenst dan permasalahan regional
dan plobal; dan

2. analisis dava dukung dan daya tampung
lingkungan hidup vang terinteprasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis.

d. perumusan kensepsi RTR pulau/ kepulauzn, dan

£, pERVUSUNAR  FADCANZAN  persluran presiden
tentane BTR pulaw/ kepulavan.,

(3) Peta . ..
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Peta dasar sebapsimana dimaksud pada ayat {2
huruf b angka 5 merupakan peta rapabumi Indonesia
dan/atan peta dasar lainnya.

Peta rupabumi Indonesia  sebagaimana Jdicmakoad
pada ayat (3] merupakan peta termutakhir dan telah
tlitetapk=n oleh kepaly badan yang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang informasi geospasial.

Ketentuan  lebih lanjut rmengenal lala carg
pelaksanaan  integrasi  kajian lingkungan  hidup
strategs dalam penyusunan RTR palaygkepulavan
selapaimana dimaksud pada ayal (2) buruf © angka 2
diatur dengan Peraruran Menteri.

Poragral 2

Penyusunan Rencana Tata Faang Kawasan Stratepis Nasional

oK MNo 03702 A

(L)

(2]

(3]

(4

(3}

Pasal 26

Pentrusunan ETR K5N sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 24 avat (1) huruf b dilaksanakan oleh bMenrer.

FETR K3MN dapat mencakup riang perairan sampai
batas luasan tertentu sesuai kebutuben danfalan
sudut kepentingan Kawasar.

Substansi RTR KSN di ruang perairan sehagaimans
dimaksud pada ayat [2) dirumusksn berdasarkan
matcrl  tekmis  yang  disuzun aleh menten vang
menyelengegarakan urusan pemeriniahan 4i bidang
kelautan.

Eetenfuan  lebth  lanjut mengenal  prosedur
pETyusunan maten teknis roang perairan
sebapaimana dimaksad pada ayat 3] diatur dengan
peraturan menten yang menyelenggarakan urusan
pemetintaban di bidang kelautan.

Pernvrusunan KTR KEN dilaksanakan sesual dengan
norma, standar, peosechur, dan kriteriz yang diatur
dengan Peraturan blenteri.

(G} Penyusunan . . .
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Pecnvusunan RTE KEN sebapaimana dimalkaud peda
avat (1] dilaksanakan untuk mengembangkat,
melestarikan, mebndungi dan fatag mengintecmsikan
pembangunan dan pengelelaan Kawasan vang bernilai
strategis nagional dalam mendukung penalaan ruang
wilayah tiasienal,

Hasal 249

Penyusunan RTR KEN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat [1} hural 1r dilaksanakan pada Kawasan
yang mempunyal milan strategiz nasienal.

Kawpsan yang mempunyal nlar stratcgis nasional

sebapaimana dimaksad pada ayvat (1) melipati;

4. kawapan  strategis dan sudut  keopentingan
perlahanan dan keamanan;

b kawazan strategs darld sudut kepentingan
pertumbuhan ckonomi;

.  kawasan strategis dan sudul kepentingan siosial
dan budays;

d.  kawasan  strategis Jdarl sudul  kepentingan
pendayagunaan  sumber daya alam dan/fataun
teknclog ttngel; danfatau

. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung hngkungan hidup.

Pasal 30

ESM dari sudut kepentingan pertabanan dan keamanan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2% ayat {2} huruf a
ditctapkan dengan kniteria:

.

kawasan dengan peruntukan  bagl  kependiogsn
pemeltharaan  pertahanan dan  keamanan  negara
Lerdasarkan geostraleg ndsional;

kKawasan dengan perintubkan bag panglkalan tiliter
atau kesatrian, daerah latihan  miiter,  instalas
ruliler, dasrah wil coba peralatan dan persenjataan
roaliter, claerah penyimpanan barang cksplosi] dan
berbahaya lainnya, dacrah disposal amunisi dan
peralatan pertahanan berbahaya lainnya, objek wital
nazional  vyang  bersifat  strotegis, kepentingan
portahianan udara,  kawasan  industri sistem
pertahanan, dan aset-azet pertahanan lainnya,
dan/atau

c. wilayah . ..
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c.  wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk
kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar
PPKT yang Werbatasan langsung denpan negara
tetangea dan/atau laut lepas.

Pasal 3]

KSN dan sudut kepentingan pertumbuhan  ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 29 avat {2) hurof b
ditetapkan dengan kritera:

A.-  kawasan yang memihki sektor ungpulan yang dapat
menggerakkan pertumbuhan ebonomi nasional;

b, kawasan wang memiliki potensi ekonomi  copat
tumbuh  dan memberikan kontribusi  signifikan
terhadap ¢konomi nasional;

¢, kawasan yang memiliki potensi ekspor;

d.  hkawaszan yang memiliki karaktenstik  perkotaan
besar/metropalitan vang berfungsi sebagal simpul
logistik, pelayanan perdagangan dan jasa, budaya,
pendidikan, nset, dan/atau pengembangan teknolog;

£,  kawasan yang memiliki kegiatan ekonomi yang
memanfaatkan teknologi tinggi;

. kawasan yang berlungsi penting dalam mevujudkan
ketahanan pangan nasional; dan/atan

B Kewasan Yang berfungsi penting dalam mewngpadkan
ketahanan cnergl nasional.

Fazal 32

KSN dan  sudut  VWepentingsn  sosial dan  budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) horul ¢
ditetapkan dengan kriteria;

A-  kawdsan pelestarian dan pengembangan adat istiadart
atau budaya,

b, kawasan prioritas dalam peningkatan koalitas sosial
dan budaya;

¢ hawasan .. .
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kawaszan perlindungan dan pelestapian aset budaya;
kawazan perlindungan peninggalan buadays;

kawagan yvang membenkan perbndungan terhadap
keanckaragaman budaya, danfatau

kawasan vang memilild potensi kerawanan terhadap
konflik: sasial.

Pasal 33

KEN dan sudut kepentingan pendavagunaan sumber daye
alam dan/atau teknologi tnggi sehagaimana dimnskaud
dalam Pasal 29 ayat (2] hunyd d ditetapkan dengan

kritena;

a, kawasan yang memilibi lungs penpembangan ilmu
pengetahuan dan teknolegi,

b. Lkawasan yang memiliki sumber daya alarm stratepis;
kawasan yang memiliki fungsi  sebagai  pusat
pemanfeatan dan  pengembangan  tocknologi  dan
industn kedirgantaraan/ kelautan;

d. kawasan wvang memiliki fongsi  sebagai  pusat
pengendalian tenaga atom dan nuklir; dan/atau

e.  kewasan yang memikn fungsl sebagar lokasi dan

PS5 geoprahs PEILEEUNAAr teknologi
kedirgantaraan/kelautan dan  tebnologi  tinggi
strategis lainnya.

Pasal 34

KEN datt sudut Kepentingan fungst dan daya dukung
hngkungan hidup scbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
avat [2) humal e diterapkan dengan kriteria:

A
b.

kawaszn perlindungan keanekaragaman hayati,

kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan
ekosistern, {lora, fauna, dan/atau biata laut vang
hampir punah atau chiperkirakan akan punah vang
harus dilmdung: dan/atan dilestarikan;

o Kawasan . ..
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kawazan ¥ang memberikat perlindungan
Keseimbangan tata pguna  qir yang sctiap tahun
berpeluang menimbmlian kerupian;

kawasan vang memberikan perlindungan terhadap
kessimbangan iklim makro;

kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan
kualitas lingkungan hidup;

kawasan rawan bencana alam;
kawasan yang berupa taman bumi; dan/atau

kawasan yang sangal menentukan dalam perubahan
rena alam dan mempunyai dampak luas techadap
kelangsungan Kehidupan.

Fasal 35
ETRE KSN mengacy pada:
a. Retcana Tala Ruang Wilavah Nasional,
b.  ETE pulau/kepulavan, dan
¢. RZKAW.
ETE K5N memperhatikan:
A,  rencana pembangunen jangka panjang nasional,

b. rencana pembangunan  jangka menengah
nasional;

¢. wawasan nusantara dan Kelahanan nasional;

d. perkembangan permasalahan regional dan global
serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang
nasional,

e, Upaya pemerataan pembangunan dan
pertumbuhan scrta stabilitas ekonomi;

f.  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;

k. kondisi dan potensi sosial Magsyarakat:

h. neraca . ..
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neraca pénatagunaan tanah  dan petaca
peEnatapunasan sumber daya air;

optimasi pemanfaatan ruang darat, ruang laur,
dan rang udera, ermasuk ruang di dalam
Eumi: dan

rencana lata ruang wilayah provinsi, rencana
tata miang wilayah kabupaten, danfatau réncana
tata ruang wilayah kota teckait.

i3 RTR KSN paling sedikit memuat

o

b.

tujuan, kebijaken, dan stratcgl Penataan Ruang
K3,

rencana Struktur Ruang KEN yang meliputi
rencana sistem pusat permvukiman dan rencana
sixtem Janngan prasarana;

rencana Pola Ruang KSN vang meliputi Kawasan
Lindung yang memiliki nilai strategis nasional
ermastk Kawasan Kenservasi di Lauat, dan
Kawzasan Budi Daya vang memiliki nilai sirategis
nasional  termasuk  Kawasan  Pemanfagtan
L'noam;

ahar migrasi biota laut;

arahan Pemaniaatan Euang veng berisi indikasi
priograam utama jangka menengah lima tahunan:

strategi kebijakan pengembangan KSN;

arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang KSN
vang Dberisi indikasi arahan zaonasi  sistem
nasional, arahan Kegesilaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, arshan  insentif dan
disinsentil, serta arahan sanksi; dan

arahan kebijakan peruntukan reang pada
scmpadan pantai, sungai, situ, danau, embung,
waduk, dan mata air,

4 RTR K3N menjadi acuan untuk:

a.

PETFUSUNAN  rencana  tafa  reang  wilayah
PravIns];

b. penyusunan |, |
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b,  penyusunan  rencana  lala ruang  wilavah
kabupaten;

. pEnyUIUnan rencana tata ruang wilayah kota,

d. penyusunan rencana  pembangunan jangka
pPATang nasonal;

. penjusunan  rencang  pembangunan jangka
menengah nasicnal;

. Pemanfaatan Ruang  dan Pengendalian
Pemanlaatan Ruang di wilayah nasional:

g perwujudan  keterpaduan, keterkmitan, dan
keseimbangan  perhembangan antarwilayah
provinsi, dan/atal keserasian antarsektor;, dan

h- penetapan  lekasi dan fungsi roeng untak
investast,

{3) ETR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tinghat
ketelitian slwala 1:50.000,

{6} Dralam hal K3M merupakan kewasan perkotaan yang
diamanatkan «¢leh peraturan perundang-undangan,
maka RTR dimaksud dituangkan ke dalam peta
dengan tingkat ketelitian skala 1:25.000,

Pasal 36

{1} Penyusunan ETR KSM sebapaimansa dimaksasud dalam
Pasal 24 ayat (1) burl b meliput:

. proses penyusunan RTRE KSN;

b. peclibatan peran Masyarakat dalam penvusunan
RTR K3H; dan

. pembahasan  rancangan  RTR K3N oleh
Pemangku Kepentingan.

{2} Proses penyusunan RTR KBN selagnimana dimaksud
pada ayat (1) hurul a dilakulktan melalui tahapan:

4. persiapan penyusunan mehputi:
1. penyusunan kerangka acuan kerja; dan
2.  penstapan metodologi vang diginakan.

b. pengumpulan . ..

Sk Mo QYW3S53 A
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k. pengumpulan data paline sedilat:
data wilavah adminislras:;
data dan informasi kependudulan;

data dan informas: bidang pertanahan;

N

data dan snformasi kehencanaan;

data dan mlormasi kelaucan; dan

o

o

pcta  dasar dan  peta tematik yang
dibutuhkan.
c. pengolahan data dan apslisis paliog sedilit:;

1. analisis potenzi dan permasalahan repivnal
dan glohal; dan

2. anabzis dava dukung «Jdan days tEMpUng
lingkungan hidup yvang leriniegrasi dengan
kajian lingkungan hidup strategis,

¢.  perumusan kenseps BETR KESM, dan

. Penvusunan rancangan  Peraturan Presiden

tentang TR KSN.

Peta dasar sebagaimana Jdimaksad pada avat (2)
hurul Iy angka 6 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/ atay peta dasar lainnya.

Fela Rupabumi [ndonesiz sebagaimnana dimaksud
pada ayat (3 merupakan peta termutakhir dan telah
ditetapkan olch kepala badan yvang menvelengparakan
urusan pemcrintahan di bidang informasi peospasial.

Feta dasar sebagaimana dimaksud pada ayar (3]
mencantumkan garizs pantai yang terdirl atas:

4. pgaris pantai vang ditetapkan oleh bhadan yang
menyelengrarakan  Urussn pemernofahan g
bidang informasi geospasial, dan

b paris pantai sesuai kebwimuhan BTR yvang
digambarkan dengan simbol danfataly wamas
lhilsus.

{6] Ketentuan . ..
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Ketentuan lebibh lanjul moengensl tata cara
pelaksanaan integrasi  kajian  lingkungan hidup
strateges dalam penyusunan RTR KSN scbagaimana
dimaksud pada ayal (2] bural ¢ angka 2 diarr
denpan Peraturan Menterd.

Faragral 4

Fernyuasunan Rencans Zonas Kewssan Antarwilayah

[1}

{2]

(3]

f4]

[}

Fusal 37

Penyuwsunan EZ KAW sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ dilaksanaltan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kclautan.

RZ KAW meliputi:

a.  rencana zonas teluk;

b rencang conasl selal dan
€. remcana zonasl Laut,

Teluk, sclat, dan Laut sebagaimana dimaksaed pada
ayat {Z] merupakan kawasan vang berada padg
perairan pedalaman yaog bemupa Laut pedalaman,
perairan kepulavan, danfatag Laol teritorial vang
berada di wilavab linfas provinsi,

Penamasn dan letak poograhs wcbuk, sclat, dan Laut
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesual dengan
ketentlan  yang telah ditetapkan pada peta Lauar
[ndonesia dan/atau peta rupabumi Indonesia.

Feta Rupabumi [ndonesia sebagaimana  dimaksud
pada avat {44 mcrapakan pota tcrmutakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelengparakan
urisan pemenntahan di bidang mformasi peospasial.

Wilayah perencanaan EZ KAW meliputi satu kesatuan
wilayah tcluk, sclat, atau Laut.

Pasal 35 ..



Sk Mo (K300 A

1)

2]

(3]

@

PRESIDEM
RFFUALIE INOCMNESIA

- 47 -

Pasal 38

Penyusunan EZ KAW mengacy pada Fencana Tata
Ruang Wilayah Nasional.

Fenyusunan B2 KAW paling sedikit memperhatikan:

i,
.

k.

rencana painbangunan jangka panjang nasional;
rencansa pembangunan jangka  menengah
nasional,;

RTR pulaun/kepulanan,

RTR LSN,

RZ KE2NT,

TENCana tata ruang wilayah provinsy

kawasan, zona, dan/atan Alur Laut yang telah
ditetapkan sesuai dengan keterntuan peraluran
perundang-undangan;

ruang penghidupan dan akses nelayan kecil,
nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan keci!
sesual dengan ketenluan peraturan perundang-
Undangan,

wilayah masyarakat hukum adat;
data dan imformasi kebencanaan: dan

ketentuan hukum laut mternasional.

FZ KAW paling sedikit memuat;

|,

tiyuan, kebjgakan, dan strategi Penataan Ruang
Lauat;

rencana Struktur Ruang Lavt:
rencana Pola Fuang Laut;

arahan Pemanfaatan Ruang yang bensi indikasi
program wlama jangka mencngah ma tahunan;

strategl Kebijakan pengembangan Kawasan,; dan
arahan Pengendalian Pernanfaatan Euang Lant.

(4) RZ KAW . . .
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(4 RZ KAW menyadi acuan untuk:

a.
b

E.

penvusunan RTR KSI,

penyusunan  rencana  tata ruang  whlayvah
ProOvingd,

penyusunan  Tencana pembanglnan jangka
panjang nasional;

penvusunan Toncana pembangunan  janghka
menengzah nasional;

Pemanfaztan Ruang dan Pengendalian
Pemanfaatan Fuang di Kawasan Antarwilavah;
pervujudan  keterpaduan,  keterkaitan, dan
heseimbangan  perkembangan antarwilavah
provinsi, danfatau keseraszian antarsektor; dan

penetapan lokasi dan fungsi ruang lauag untuk
investasi,

5] RZ KAW ditvangkan ke dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala paling kecil 1,500,000,

Pazal 19

(1] EZ KAW disusun denpan tahapan:

e an TP

pengumpulan dan pengolahan data,
pernyusunan dobumen awal RZ KAW,
Konzultasi Publil; pertama,
peryusunan dokumnen antara RE KEAW,;
Konsultas: Publik kedugs; dan
penyusunan dokumen final KL AW

(2} Pengumpulan dan pengolahan data  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) hurufl a berupa data sekunder
yang palinp sedikit terdiri atas:

a.

SK No IEFASAZ A

pcta dasar, vang paling sedikit memyat unsuar:
1. paris pantai;

2. hipsograli; dan

3. batas wilayah.

b. data . . .
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b. data tematik, vang berlpa:

1. sisletn jarngan prasarsna Laul alau allditas
Laut,

baneunan dan instalasi di Lant;
pscanogralt;

ekosistern pesisir dan pulad-pulau keeil,
wilayah perlahianan laul;

sumber daya ikan;

e B

Pemanfaatan Ruang pesisir dan/atau Laut
vang telah ada dan rencana pemaniaatan
pesisir danfatau Laut; dan

8.  data dan informasi kelwencanasan.

Peta dasar sebagaimana dimaksud padz ayar (2)
hurmal a  merapaken pola rupabumi Indonesia
dan/arau pela dasar Tainnya.

Peta REupabumi Indonesia schapaimana dimaksud
prda ayal [(J) merupakan peta termuatakhir dan telah
diteiapkan oleh kepala badan vang menyelenggarakan
urusan pcrnerintahan di bidang informasi geospasaal.

Penvusunan dokumen awal REZ KAW sehagaimana
dimaksud peda avat (1) buruf b dilaksanakan melalu
tahapan analisis data sckunder dan/atau data hasil
survel lapanpgan vang menghasilkan peta temauk dan
deskripsi potensl, dan kegiatan pemanfaatan sumber
dava laut kawasan Antarwiiayah.

Ronsultast Publik pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huraf o dilaksanakan untuk
mendapatkan masukan, tanggapan, atau  saran
perbaikan taerhadap delumen awal FZ KAW.

Dokumen antara RZ2 KAW sebagaimana dimaksod
pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perbaikan
dokumen awal REY EAW  berdasarkan masukan,
tanggapan, dan saran perbaikan yang diperoleh
dalam Konsultasi Publik pertama.

(8} Konsullast . ..
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(3] Kaonsultasi Publik kedua sebapaimana dimnabeugd pada
avat {1] huruf ¢ dilaksanakan uotuk mendapatkan
masukan, tanggapan Afau saran perbaikan erhadap
dokumen antara RZ KaWw.

() Dokumen hnal RZ KAW scbagaimana dimaksud pada
aval {1] huruf [ merupakan hasil perbaikan dokumen
antara herdasarkan masukan, tanggapan, arau saran
perbaitkan Konsultas Publile kedua.

(10) Bokuroen linal RZ KAW sebapaimana dimaksud pada
ayat Q) mergpalktan babkan untuk  penyusunan
rancangan perefuran presiden tontang K2 KaWw.

Fazal 40

Dalam hal data schander sebagaimmana dimaksad dalam
Fasal 39 avat (2} belum memenuhi standac kualitas dan
kuantitas yvang dilengkapi cderngan metadata, menterl vang
menyelenggarakan  urusan  pemerinlahan dil bidang
kelautan dapat melakulan penpumpulan data primer
melalul suevei lapacgan.

Fazal 41

{l] Dalam proses penyusunen dokumen antara B KAW
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1}
hurut d paling sedikit dilakukan analisis tumpang
susun peta dan analisis kescsuaian perailran untuk
menghasilkan usulan rencana Struktur Fuang Laut
dan rencana Fola Buang Laut.

{2] Berdasarkan usulan rencana SBoruktur Roang Lauc
dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimeana dimaksued
pada awat {1] selanjutnya dilakunkan penyusunan
doekumen antara REZ2 KAW  vang mermuat  hasil
penentuan  Heawasan Pemanfaatan Umum  vang
dijabarkan dalam zong, Kawasan Konservasi di Laut
dan/atau Alur Laut.

{3] Dokumen . .
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(3p  Dobkumen antara B2 KAW  dituangkan dalam
sistematiles vang pahng sedikit terdicl atas:

a. latar belakang penyusunan RZ AW veng
memoat  dasar  huakum, profil wilayah, iy
strategis, dan peta walavah perencanaan;

b. deskripsi potens sumber daya dan  kepiatan
pemanfaatan sumber  daya  di Kawasan
Antarwilayah;

rencana Struktur Buang Laut dan rencana Pola
Euang Laut;

fr

d. rocncana Pemanfaatan Buang Laut;
rencana pengelolaan sumber dayy;
. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;

g lampiran peta lemalik, pela rencana Strukoar
Fuang Lavut dan rencana Fola Ruang Laut; dan

h. konseps rancangan peraturan presiden tentang
K7 KaW,

Pasal 42

Ketentuan mengenai proses penyvusunan RZ KAW sesuai
dengan rahapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1] diatar 1ebih lanjul dalam peraturan menteri vang
menyelenggarakan urusan  pemenntabhan  di 0 badang
kelautan,

Puarapraft o

Petyusunan Bencana Zonasi Kewasan Siwrategis Nasional Tertentu

SK No {87126 A

Pa=zal 43

(1l Peovusunan RE KSENT sebapaimana dimaksud dalam
Fasul 24 ayat {1] buraf d dilalesanakan oleh menter

vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.

(2] RE KSNT . ..
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RZ ESNT disusun pada:

a. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di
Laut; dan/ataw

b.  perairan di  sckitar kawasan pengendalian
lingkungan hidup,

RZ KSNT pada perairan di sekitar sitgs watisan dunia
alami di Laut sebagaimana dimalksud pada ayat (2
huruf a ditetapkan dengan kriterja:

a. memiliki Gtur fisik Jdan formasi bolopl atau
gabungan keduanya yang hernilal universal luar
biasa i Laut dan sudut pandang keindahan
Aataw dmu pengetahuan;

b. memlibk fitur geclogis dan formasi {isiograhs
dalam area tertentu sebagai habitat biota Laut
langka yang bernilai universal luar biasa di Laat
dari sudut pandang lmu pengetshuan dan
konservas:; dan/atal

e Dbetrupa gifus alami atau area tertentu yang
bernilal universal luar biasa di Laut dari sudut

pandang 1lmu  pengetabhuan, konservasi, dan
keindahan alamiah,

RZ HKSNMT pada perairan i sekitar  kewasan

pengendalian  lingkungan  hidup  sebagaimana

dimaksud pada ayat [2] hurul b ditctapkan dengan

keriteria:

a, kawasan yang merupakan daerah cadangan
karbon biru; dan/atau

b,  kawazan yang signifikan secara ekologis dan
biologis.

Pasal 44

Penyuaunan RZ KENT mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional,

{2} Penyusunan . . .
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Pemyusunan RZ KSNT paling sedikit memperhatikarn:

SHLIRIE N

k.
l

m.

ETR pulaw/ Kepulauan;

RTR KSN;

TEneuna tata ruang wilayah provinsi;

Tencana tata ruang wilayah kebupaten;

rencana tata ruang wilayah kota;

rencana pembangunan jangks panjang nasional,

rencana  pembangunan jangka menengah
nasional;

keterkaitan  antara  ekosistem  darat  dan
ckosistem laut dalam satu bentang alam ekologs
{biockorepion);

kawasan, zona, dan/atau Alur Laut yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

ruang penghrdupan dan akses nelavan kecil,
nelavan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil
sesual dengan ketentuan peraturan perandang-
undangan;

wilayah masyarakat hukum adat;

data dan informasi kebencanaan; dan

kerentuan hubkum laut internasional.

RZ KSNT paling sedikit memuat;

A

- o

latar  belakang penyusunan REZ KSNT  yang
memtat  dasar  bukum, profil wilayah, isu
stratepis, dan peta wilayah perencanaan;

desknpsi potenszi sumber daya dan kegiatan
pemeanfaatan sumber dayva i KSNT;

15u-isu strategis wilavah;
rencatia Stuktur Euang Laut dan rencana Pola
Fuang Laut,

rencana Pemanfaatan Ruang,
FPengendalian Pemanfaatan Ruang;
rencana pengelelaan sumber daya;

I, lampiran . . .
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lampiran peta tematih dan peta encana zonasi;
dan

konszepsl rancangan Peraturan Presiden tentang
RZ KENT.

EZ KSNT menjadi aruan untulk rencana tata ruang
wilayah provinsi.

RZ KSNT dituangkan ke dzlam pera dengan tingkat
ketehtian shala 1:20,000,

Paszal 43

FPenyusunan RZ KSNT dilaksanakan denpan tahapan:

N A

pengumpulan dan pengolahan data;
penvusunan dokumen awal RZ KSNT;
Konsultas: Pubhk pertama;
pemyusunan dokumen antara RE KSNT;
Eonsultas Publik kedua; dan
penvusunan dokumen nal BE KSENT.

Pengumpulan dan pengolahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat {1] hurif a berupa data sekunder
yang paling sedikit terdiri atas:

a.

peta dasar, yang paling sediKit ermlat unsur:
1. garis pantai;

2.  hipscgrali; dan

3.  batas wilayah,

data tematik, vanp berupas:

1. sistem jarinpgan prasarana Laut ateu utilitas
Laut;

bangunan dan instalast di Laut;

oseanografi;

ekosistem pesisir dan pulav-pulay kecil;
wilayah pertahanan laut;

! & b

A, sumber . _ .
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o,  sumber daya ikan; dan

7. Pemanfaatan Ruang peszisir dan/atau Laut
vang telah ada dan rencans pemanfaatan
pesisir danfaran Laut.

Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat {2
haraf & memapaktan Peta  Rupabumi  Indonecsia
danfatau peta dasar lainnya,

Peta Rupabumi Indonesia scbagaimana dunaksud
padz ayat [3] merepakan peta termuatakhir dan telah
ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Penyusunan dokumen awal RZ KINT sebagaimans
dimalksud pada avat [1) huruf b dilaksanakan melaha
tahapan hasil anahsis data sckunder dan/atau data
hasil surve] lapangan yang menghasilkan peta
tematik  dann  desknpsi potensi, dan kegiatan
pemaniaatan sumber daya laut KSNT.

Konsultasy Publik pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} humf ¢ dilaksanakan uwntuk
mendapatkan masukan, tanggepan, atell saran
perbaikan terhadap doumen awal RZ KSNT.

Dokumen antara RZ KSNT sebagaimana dimaksud
pada avat (1} burdl d merupakan hasil perbaikan
dokumen awal K2 KENT berdasarkan masukan,
tanggapan, dan saran perbaikan yang dipercleh
dalam Kensultasi Publik pertarma.

Konsultasi Publik kedua sebagaimana dimaksud pada
avat {1] huruf e dilaksanaken unmik mendapatican
masukan, anggapan atau saran perbakan techadap
dokumen antata RZ KSHT,

Dolumen final FZ KSNT sebagaimana dimaksud pada
avat [1} hural { mermupaken hasi? perbaikan dokumen
antara berdasarkan masukan, langgapan alau saran
perbaikan Komsultas Publik kedua.

Dokumen Anal RZ KSNT sebapaimana dimaksud pada
ayat (9} merupakan bahan wuntuk penyusunan
rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KBNT.

Pasal 4a. . .
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Pasal 46

Calam hal data selunder sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 45 ayat (2] belum memenuhi standar kualitas dan
kuanritas yang dilengkapi dengan metadata, menteri yang
menyelengparakan  urasan  pemerintahan  di bidang
kelautan dapat melakukan pengumpalan data primer
melalui survej Japangan.

Fasal 47

(1) Dalam proses penyusunan dokumen antara RZ KSNT
sebagamana dimaksud dalam Pasal 45 ayal (1)
huruf d paling zedikit dilakukan analisis tumpang
susun peta dan analisiz kescsuaian perairan untuk
menghasilkan usulan rencana Struktae Ruang Laut
dan rencana Pala Ruang Laut.

(2)  Berdasarhan usulan rencana Struktur Ruang Lant
dan rercana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksnud
peda avat (1) selanjutnya chlakukan penyusunen
dokumen antara RZ KSNT yang memuat hasil
penentuan  Kawasan  Pemanfaatan Umum  yang
dijabarkan dalam zoma, Kawasan Konservasi di Laut
dan/atau Alar Laut,

(3} Dokumen antara ERZ KSNT ditvanpkan dalam
dokumen dengan sistematika vang paling sedikit
terdiri atas:

a. latar_ belakang penyusunan RZ  KSNT yang
memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu
slratcgis, dan peta wilayah perencanaan;

L. desknpsi potensi siumber daya dan kepiatan
pecmanfaatan sumber daya di KSNT,

€. 1su-130 stratepis wilayah;

rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola
Fuang Laut;

e. rencana Pemanfaatan Fuane Laut;
f.  Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;

B Feticana ., . .

S No 03T A
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g  rencana pengelolaan sumber daya;
h.  lampiran petza tematik dan peta rencans zonasi:
dan
1.  konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang
RZ7 KEBNT.
Pazul 45

Ketentuan mengenai proses penyvusunan RZ KSNT sesuai
dengan tahapan schapaimana dimaksud dalam Pasal 45
ayat |1} diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri vang
menyelenggarakar urusan  pemerintahan di bidang
kelantan.

Parapraf &

Fenyusunan Rencana Detail Tala Ruang

1y

[2)

{1)

12]

Kawasan Perbatasan Negara

Pasal 4G

Fenyusunan RDTE KPN  stbagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan oleh
Menteri.

Fernyusunan EDTRE KFPN dilaksanalkan sesuan dengan
norma, standar, presedur, dan kriteria yang diatur
dengan Peraluran Menteri.

Paszal 50

Penyusunan EDTRE KPN mencakup kawasan denpgan
kargktenstik perkotoan dan karakteristik perdesaan
th kawasan perbatasan nepara.

Kawagan dengan karaktenstik perkotagn
sebageimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kawasan yang memiliki funpsi utama  kepiatan
ckonomi, linglungan hidup, =osial, dan budava
dengan karaktenstik perkotaan.

(3] Kawasan . . .
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Kawaszan dengan karaktenstik perdesaan
sehapaimana dimaksud pada ayat {l] merupakan
kawasan veang memiliki fungs utama  Kegiatan
ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan  budaya
denpan karakteristik perdesaan.

Pasal 51
REDTR KPM mengacu pada RTR KSN.
Pzrumuzan REDTR KPN memperhatikan:
4. rencana permbangunan jangka panjang naswenal;

b. rencana pembanpunan  jangka menengah
nasonal.

c. perkembangan permasalahan wilayah serta hasil
pengkajian implikasi penataan raang kawasan
perbatasan negara,

d. optimasi pemanfaatan Tuaang Jdarat, moang laut,
dann ruang wudara, termasuk maang di dalam
Lt

r.  kriteria pemanfaatan pulau-pulau keeil s¢suai
dengan  ketentian  peraturan perundang-
undanpan; dan

f. rencana tata ruang wilayah kebupaten danfatan
rencana tata ruang wilayvah Rota terkait.

EDTE KPN paling sedikit memuat:

a, hyuan penalaan wilayah perencanaarn;
b. rencana Strukrur Buang;

¢. rencana Fola Ruang;

d. Lketentuan Pemanfaatan Ruang; dan

e, peraburan zonasi.

RDTR KPN menjadi acuan untuk:

a.  penyusunan repcana pembangunan Jangka
panjang duacrah provinsl dan kabupaten/kota
terloait;

b. penyusunan . ..
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L. penyusunan  rencana pembangunan jangka
menengah dagrabh provinsi dan kabupaten fkota
terkait;

c. Pemanfaatan Evang dan Fengendalian
Femmanfaatan Ruang;

d. perwujudan  keterpaduan, keterkatan, dan
keseimbangan antarsektor; dan

e penetapan lokasi dan fungsi roang untuk
Imvestasi,

ROTR KPN dituangkan ke dalarn pers dengat tmghkat
ketelitian skala 175000

Pasal 52

Pemyusunan RDTRE KPN scbhagaimans  dimaksud

dalam Pasal 24 ayat {1} hunid e meliputi;

a. proses penoyasunan ROTR KPN;

b. pelibatan  peran Masyarskat di  tnpgkat
kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR KPN,

dan
¢. pembahasan raneangan RDTE EPW oleh
Pemangku Kepentingan,

Proses  penvusunan RDTR  KPN  sebagaimana
dimeaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui
tahapan:

A. porsiapan ponyusunan meliputn
1. penyusunan kerangka acuan kerja,;
2. penentuan metodologi yang digunakan; dan
3. penetapan wilavah perencanaan RDTRE KPN.
b. penguampulan data paling sedikit:
1.  data wilayah adminiatrasi;

2. data dan inlormasi kependudulan;
d. data dan informasi hidang pertanahan;

4_data . _ .
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4, data dan informasi kebencanaan; dan

5. pola dasar  dan pela lemalik veng
dibutubilzan.

pengrlabian dare dan analisis paling scdikit:

1. analses daya dukung dan daya tampung
Imghungan hidup:; dan

2.  analisis mencakup aspek sosial, ekonomi,
btudaya, pertahanan dan keamanan.

perumusan konsepsl RUDTRE KPN; dan

PENYUSUNIAN  FANCANEan peraturan  presiden
tentang KDTE KFN.

Pela desar scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
hurul b angka 5 merupakan peta rupalwimd Indonesi=
dan/4tau peta dasar lainnva.

Feta Rupabumt indonesia sebagaimana  dimaksud
pada avat (3) merupakan pefta rermutakhir dan telah
diterapkan oleh kepala badan vang menyelenggarakan
urnsan pemerintahan Jdi bidang informasi peospasial,

Paaal 53

Menten dan kepala badan yvang menvelengparakan wrussan
pemerintahan . di bidang penanaman modal wajib
mengintegrasikan ROTR KPN dalam bentuk digital ke
dalam sistem O35

Paragrafl 7

Penyusunan Rencana Drelail Tala Buang Kabupaten/Kota

SK Mo 037127 A
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Fagal 54

Fenyusunan RDTR  kabupalen/kota schagaimana
dimaksud dalam  Pasal 24 ayat [1] haraf
dilaksanakan oleh Femerintah Daerah
Kabuipaten  leota.

{2] Peryusunan . . .
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Penyusunan EDTR  kabupaten/kota didaksanakan
sesai dengan narma, standar, prosedur, dan kriteria
yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Fazal 33

Penyusunan RDTRE kabupaten/hkota dapal mencakup
kawasarn dengan karakteristik perkotaarn,
karakteristik  perdesaan, serta  kawasan  lintas
kabupaten/Kota.

Kawasan dengan karakteristilt perkotaan
sebapaimana dimaksud pada ayat (1} merdpakan
kawasan ¥yang memililn fungs: utama kegiatan
ekanomi, linglungan hidup, =osial, dan budaya
dengan karakterisuk perkotaan.

Kawasan dengan karakteristik perdesaan
sebapaimana dimaksad pada ayat (1) merapakan
kawasan wyang memilika funpst utama  Repatan
ekonomi, linghunpan hidup, sesial, dan budaya
dengan karakteristik perdesaan,

Kawasan  lintas  kabupaten/kota — schagsamana
ditnaksud pada avar (1] yang secara fungsional
terdapat di lebih dari 1 (saty) wilayah kabupaten/ kota
vang ocorbatasan, penyusunan RDTE dimalsud
dilakzanakan secara termtegrasl olch Pemenntah
Daerahi kabupaten/kota terkait,

ROTR sebagaimena dimaksud pada avat . (4
ditetapkan  dengan peramiran kepala daerah
kabupaten /kota sesua wilayah admumstrasinysa.

FPasal 56

RDTR kabupaten/kota mengacu pada rencana tata
raang wilayah kabupatenykota,

RDTR kabupaten/ kota memperhatikan:

a.  rencana pembangunan jangka panjang dacrah
kabupaten/lkota;

b rencana . . .
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b. rencana pembanpunan jangka menengah daerah

Labupaten/kota,

¢.  perkembangan permnasalahan wilayah serta hasil
pengkajian mplikasi penataan TUAATLE
kabupatenfkota;

d. optimasl pemaniaatan ruang darat, ruang laut,
ruang udara, termaszuk rang di dalam bumi;
dan

. kriteria pemanfaatan pulau-paalan kecil sesuai
dengan ketentuan  peraturan perundaeng-
undangan.

EDTR kabupaten fkota paling sedikit memuat:
a.-  juan petiataan wilayvabh perencanaan;
k. rencana Suukiur Euang,;

c. rencana Pola Ruang;

d.  ketentuan Femanfaatan Ruang; dan

e,  peraturan zonasi.

RDTR kabupaten, kota menjadi acuan uniuk;

a. penyusupnat rencans pembangunan jangka
parijang daerah kabupaten fKata;

b, penyusunan encang  pembangunan  jangka
menengah daesrah kabupaten/ kota;

. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian
Pemaniagtan Ruang;

d. persagudan Keterpaduan,  Keterkatan, dan
kescimbangan antarsektor; dan

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untk
investasi.

RDTR kabupaten/katz ditvangkan ke dalam peta
dengan tingkat ke:elitian skala 1:5.004.

Pasal 57 . . .



Sl No D938TT A

(1

(<]

o

NMRESIDEM
REEUBLIE LMHDOSHMESA

- 63 -

Pazal 57

Fenyusunan RDTR kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 avat (1) hund T meliput;

H
b

proses penyusunan RDTR kabupaten/ kota,

pelibatan peran Masyarakat di ungkar
kabupaten/kota dalam penyusunan  ROTR
kabupaten/ kota; dan

pembahazan rancangan RDTE kabuparen/ kots
oleh Pemangkyu  Kepentingan di onghkat
kakupaten / ota.

Proscs PENFUSUNAL BEDTR kabupatenkota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurul a
dilakukan melalii tahapan:

=

persiapan pen-:,rusunan meliplt:

1. peryusunen keranglca Acuan Kerja

2. penentuan metedalogl vang digunalkan; dan
3. penctapan wilsyzah perencanaan RDTR,
penpumpulan data paling sedikat:

datz wilaysh administrasi;

dace dan Lilovmasi keperdadukan,

data dan informas: kdang pertanahan;

data dan informasi kebencaraan; dan

th & W N =

peta daszar dan peta temabk yang
dibutuhkan.

pengelahan data dan analigjz paling sedikit:

1. analisiz dava dukung dan daya tampung
lingkungan hidas;

2. analizis keterkaitan antapwilayah
kabupaten/ kotea; dan

4. analisig Keterkatan antarkomponen rlang
kabupaten /kota,

d perumusan . - .
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d.  perumusan konsepsi ROTR kalupaten Kota; dan

€. PENYLSUNan rancangan peraruran tentang RDTR

kabapaten flota  dilaksanakan scsual dengan
Kelentuan peraturan perundang-undangan.

Peia dasar schagaimana Jdimaksud pada ayar (2
hurul b angka 5 merupakan peta rupabumi Indonesia
dan/atau pota dasar lamnya.

Feta Rupabumi Indonesia sebegaimana dimeksuad
pada avat (3) mergpakan pefa termatakhie dap ilelah
ditelapkan oleh kepala hadan vang menyelengearakan
urigan permenniaban di bicdane informas geospasial

Pasal 58

Khusus untuk wilayah administratil Daerzh Khusus
loukota Jalara, penvusunan ROTE dilalesanakan
aleh Pemnerintah Drerab provies.

Petvyusunan  RDOTE  sebagaimans dimaksyd pads
aval (1) mengaow pada rencana lala taang wilayah
pTEY1N s

Ketentuan MECNECTIED PENLYUSUIIATL EDTR
kabupatan/kota scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 36 dan Pasal 57 berlaku secara mutatis
rutandis  terhadap  proses  penyusunan  ROTR
sebagaimana dimaksad pade avat [1).

Ferpyusunan RBDTR schbagatnans dimaksud  pads
aval [1f ¢ilaksanaloan sesga) dengan normma, standar,
proscodur, dan kritenia yane ditctapkan oleh Peraturan
bonten.

Pasal 59

Menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di idang  penanaman medal  wajib
mengintegrasikan REDTR kabupaten/kota dalam bentuk
tligital ke dalam sistem QS5

Bagian .- . .
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E=agian Keempat

FPenetapan Rencana Umum Tata Ruang

Baragral 1

Umum

Faczal 60
Penetapan rencana vmum tata ruang meliputi:
a. penetapan Rencans Tala Ruang Wilavah MNasional;
L, penetapan rencana ata miang wilayah provins,

£ peEneétEpan rencans tata muang wileyah kKabuparen;
dan

d. penctapan rencana tata ruang wilayah kota,

Faragral &

Penetapan Rencana Tatz Ruanz Wilayeh Nasional

Pasal 61

Prozedur penetapan Eencana Tata Roang Wilayah
Mas:onal sebagnimana dimaksun dalam Pasal 88 huraf a
dilaksanakan aesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-1ndangan.

Paragrafl 3

Pepstapan Rencana Tata Buang Wilarzh Provins:

Fazal G2

1} Prosedur penetapan rencana tata maang wilayvah
P P £ 5
provinsl sebapaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf b meliputi:

., PETLEZILAN | - .
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peEngajuan rancangan peraturan daerah provinsi
tentang rencana tata raeng wilayah provinsi yang
di  dalamnys  memual | pengaturan wilaysh
perairan pesisic dac pobernur kepada Dewsn
Perwakilarn Rakyal Daerah provinst dan
dilengkapl denpan:

1. walidasi dokumen kajian hngkungan hidup
strategis dari menteri yang
menyelenggarakan Urgsan pemeriniahan di
hidang lingkungan hidup; dan

2. rekemendast peta dasar dan badan vang
menyclenggarakan urmusan pemernntahan di
bidang informasi peospasial.

pembahasan rancangan  peraturan daerah
tentang renicana tata ruang wilayah peoviost i
Dewan Perwakilan Kalovat Dasrah provitsi nrik
menyepakatt substansg yang abkan chsampaikan
kepada Menrer;

PERYVATIRAIEN rancangan  peraturan dasrah
provimsl  lentang rencana tata ruang wilayvah
provinsi dan gubernmur kepada Menteri untuk
mcmperoleh persetujuan substans:,

pembahasan  lintas  scktor  delam rangka
penerliian perseldjuan substanst oleh Menlen
bersama kemenlenan/lembaps, Pemerintah
Daecrah  provinsl, Dowan Perwakilan Raloeat
Dacrah  provinsi, dan selaruh Pemangko
Kepentngan terkait;

penerbitan perzetujuan substanst oleh Menterd
berdasarkan hasil pembahasan  lintas  sektor
sebagaimana dimaksud pada hurul d;

pelak=anaan perserujuan bersama  antara
gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Dasrali  provins!  berdasarkan  persetujuan
substanst sebagaimana dimaksud pada huruf e,

g. pclaksanaan . .
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£, pelaksansan  ecvaluasi rancanpgan  peraturan

daecrah provinsi iontang rencana tata  ruang

wilaval provinsi oleh menfar Vang
imenyelenprarakan Urgsan pemennraban dalam
riegeri: dan

h.  penelapan pératuran daerah provins tentang

rencana  tata ruang  wilavah  provins  olch
pubcrur.

Validasl dan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) humaf a diterbitkan dalam waktu paling
latma 10 [sepulub) Hari  sejak Jdiajukan oleh
Pemerinrah Daergh provinsi.

Dalam hal validast dokumen kapan ingkungan hidup
slralegis dan  rekomendasi  peta dasar  belum
diterbitkan  sampal.  batas wakitu sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, maka deokumen yang
diajukan oleh Pernerinah Daerah provins dianggap
telah dizetujui.

Kesepalatan  substansi antara  gQbemmur dengan
Dewran Perwakilan Eakyal Do cah PLovinsl
sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) hural b
direrbitkan dalam waktu paling lama 10 (=zepuluh)
Hari scjak pongajuan rancangan peraturan daerah
provins: tentang rencana tata ruang wilayvah provinsi
sebagamana dimnaksud pada avat {1) hyrf a.

Proses penerapan peraturan daerah peovinst tenlang
rencana tarta rlang wilavah provinst Ssebagaimans
ditrakyud  pada aval {1} hurul ¢ sampal dengan
hurul h dilaksanakan dalam wektu paling lama
2 [dua) bulan.

Pasal 63

Fecmbahasan lintas sektor schagaimana dimaksud dalam
Fasal 62 avat (1) bumf d, dilaksanakan untuk
tmgngintegrasikan program/ kegiatan scktor, kegiatan yang
bersifat strategis nasional, Bataz Daerah, garis pantai, dan
Kawazsan Hutan.

Pazal £4 . ..
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Pasal A4

Frngintepgrasian  Batas Daerah  =ebapaimana  dimaksud
dalarn Pasal 63 menpgunakan Bates Deeral vang felah
ditetapkan oleh menteri vang menvelenggarakan urusan
pemerintahan dalam neger.

Pasal £5
(1) Pengintegrasian gans pantal sebagaimana dimaksud
dalam DPasal £3 mcongpunalan unsur paris pantai
vang termuar  datam  pete rapabutmr Indonesia
etrnutakilic dan relah diterapkan oleh badan vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
informasi peospasial.

{21 Dalam hal terdapat perbedaan antara geris pantai
schagaimana dimaksud pada  ayat (1) dengan
kebutuhan rencana tata ruang, dan/atau
kepentingann hak atas tanah, persetujuan substans
olch Mentern mencantumkan:

a. paris pantai sebagaimana  dimaksud pada
ayat [1}; dan

L. woris pantal sesudl kebutuhan rencana tata
ruang yang dipambarkan dengan =simbel
dan/atau warna khusus,

Pasal 6n

Pengintegrasian hawasan Huten sebagaimana dimalesud
dalam PFuasal 63 menpgunakan delineasi kawasan Hutan
termulakbir vang  ditetapkan  olch menten vang
menyelengegarakan unasan  pomerintabhan di bidang
kehulanan atau delineast kawasan Hutan yanp discpakati
paling  lama 10 {sepulub) Hartl o sejak dimualmnyn
pembahasan lintas scktor scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 02 apvat (1) hurof d.

Pazal &7 . _ .
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Pasal 67

Pembahasan lintas seklor sebagaimana dimaksod
dalam Pasal &2 ayat (1) huraf 4 diselesaikar dalam
jangka waktu paling Jame 20 (dua puluh) Han sampai
dengan diterbitkarnya persetujuan subistansi oleh
Menteri

Tata cara pelaksanaan pembahasan lintas scktor dan
proses penetbilan perseiujuan subsiensl rencana tata
raatg wilayah provinst diatur lebah langut dalam
Peraturan Menten.

Fazal 65

Dalam hal rancangan peraturan daecrah  provinsi
tentang rencans’ tara ruang wilayah | provinsi
sebagaimana chmaltsud dalam Pasal 62 ayat [5) belum
thtetapkan, gubetnur menetapkin  rancangan
peraturan dacrah tentang rencana tata mang wilayah
provinsl paling lama 3 (bga) bulan terhitung sejak
mendapat persetuyjuan substansi dary Menrer,

Dalarn hal rancangan peratvran deerah  provins
tentang rencana ata raang wilzyah provinsi belum
ditetapkan oleh gubernur sebagamana dimalksud
pada ayat {l] maka dalam waktu paling
lama 4 - jempat] bulan terhitung sejak mendapet
persenyuan substanst dan Menteri, rancangan
peraturan daersn  tersebut  ditetapkan  oleh
Pemnerintah Pusat. :

Fenetapan rancangan peraturan daerah  olch
Pemerintah™ Pusat sehagaimeana dimaksud pada
avat (2] dilaksanakan olch  Menten  setelah
mmetidapatkan persetyyuan Prosiden.

Rancangan peratiran daerah scbagaimana dimaksud
pada ayat (3] ditetapkan dengan Peraturan Menter.

Menten menyampaikan Peraturan Menteri
sebagaimana dimaksud pada ayat (&) kepada
gubermar,

1) Grubernur . . .
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Gubermnur wajib menetapkan peraturan daerah untuk
melaksanakan Peraturan  Menteri  sebagaimana
dimaksud pada aya:i [5) di daerahnya dalam jangka
waktn paling lana 15 {lima belas) Hari sclak
FPeraturan Menten ditetaplan.

Eetentuatt  mengenan jangka waktu  paling lama
153 (lima belas)] Harl schagaimana dimaksud pada
ayat {&) !ermasuk pénpundangan perataran daerah
dalam  lembaran daecrah  oleh  sekretariz  daerah
PIOYILLE],

Dalam hal gubernur dan zekretaris daerah provinsi
tidak melaksanakan Kerenlaan arbagalmana
dimaksud pada ayal {5} dan ayat {7) dikenakan sanksi
adimistratf sesisar dengan  ketentuan  peraturan
perandang-uadangan,

Parapraf 4

Fenstapan Fencana Tata Ruang Wilayeh Kebupaten

i1

Fazal /O

rroscdur penetapan rencang  tata roang  wilavah
kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf ¢ melipaui:

A pPengaliom TaNCangan peraturan daerah
kabupaten tentang rencana tata ruang alayah
kabupaten dar. bupati kepada Dewan Perwakilan
Balcvat  Daerah  kabupaten dan dilengkapi
dengan:

1. berita acara pembahsasan dano Pemerintah
Daerall  provinsi  Incnpgenal Tancangan
peraturan dasrah kabupaten  tentang
rencana tata nuang wilsvah kabupaten;

2. valdasi dokumen kapan lingkengao hidup
strotepis  Aan perangkat d=merah  proviesi
vang memnbidang urusan inghuagan hidup,
dlar

. rzkumendas: | ..
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3. rekomendasi pera dasar dan Badan yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
birlang informas geospasial,

pembehasarn rancangan  peraturan dacrah
tentang rencand Lala ruang wilayah kabupaten di
Dewan Perwakilan Bakyat Daerah  kabupaten
uriluk  menyepakabth  substansi yang  akan
disampaikan kepada Menteri;

penyampalan  rancangat perafuran daerah
kabuparen tentang rencana tata ruang wilavah
kabupaten darl bupati kepada Menten uniuk
mempetoleh perscrujuan substans:;

prmbahasan  lintas  sektor  dalam rangka
penerbitan persetujuan substans: oleh Menteri
bersama  kementerian/lembega,  Pemerintah
Daerah provingl, Pemeriniah Dacrah kabwpaten,
Dewan Perwakilan Rakyvat Dasrab kabupaten,
dan seluruh Pemangky Kepontingan terkait;

penerbilan perselyjuan substanst oleh Menten
berdasarkan  hasil) pembahasan hintas  sektor
sebapaimana dimaksud pada haral d4;

pelaksanaan perzetuiuan berzama antara bupari
dengan Dewan Perwakilan Ralbovar Dascoh
kalmipaten berdasarkan perselujusan substansi
sebaganmana dimaksud pada hurul «;

pelaksanasn  evalumsl ranceanpan poraturan
daerah kabupaten tentang rencana tata ruang
wilayah  kabupaten oleh pubernur untuk
memastikan rancangan peraburan dacrah telab
sesual  denpan  persenyjuan subslansi oleh
Menrcern; dan

penctapan peraturan daerah Kabupaten entang
rencana tata raang wilayah kabupeten oleh
bBupati.

(2} Validasi . ..
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{2} Validasi dan rekomendasi sebagannana dimaksyd
pada ayet [1) hurul a angka 2 dan angka 3 diterbitkan
dalam wakin paling lama 10 ({zepuluh] Hari sejak
digjukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.

{3} Dalam hal validasi dokumen kajian lingliungan hidup
strateggis  dan rekomendsas:  peta dasar belum
diterbitkan sampar  batas  waktu scbagaimana
dimmakzud pada ayat (2], maka dokumen vang
diajukan ocleh Pemerintah Daerah  kebupaten
dianggap telah disetujui.

(@) Kesepakatan substansi antara bupati dengan Dewan
Perwakilan Ralhyat Dasrah Kabupalen sebagaimana
ditnaksud pada avat (1) huwrw! b diterbitkan dalam
waktl pahng lama 10 (s=puluh) Han sejak pengajuan
rancangan  peraturan dacrah kabupaten tentang
rencans tata ruang wilayah kabupaten. sebagaimana
dirnakzud pada ayat {1; huraf a

(3) Proses penetapan peraturan  daergh kalwpaten
tentang Trencana tata roang wilayah  Kabupalen
sebagaimana dimalksud pada ayat [1) haraf e sampal
dengan hwruf b dilaksanakan dalam walkctu paling
lama 2 [ruga) balan.

Pasai 70

Pembuhazan lintas sektor sebagaitnana dimeksud dalam
Pazal &9 ayat (1) hurvf 4, dilsksanakan untuk
mengintegrasikan program/ kegintan sektor, kegiaian yang
bersifat sirategis nasional, Batas Daerah, pens pantai,
danatay Kawasan Hutan.

Pagal 71

Pergimtegrasian  Batas Doerah schagaimana dimaksad
dalam Pasal 70 menggunakan Batas Daeruh yang sudah
direiapkan oleh menten yang menyclenggarakan wiusan
pemerintaban dalam negeri.

Pazal 72 . ..
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Pasal 72

(1}  Pengintepgrasian garis pantai sebagaimana Jdirmaksud
dalam Pasal 70 meng@inakan unsurc gans pantal
yang termuat  dalam pefa rupabum [ndeness
termmurtakhir dan telah dilgtapkan cleh badan yang
menyelenggarakan urisan pemerntahan di bidang
informas geospaaal

{2] Dalam hal terdapat perbedaan antara paris pantal
sebagaimana dimaksud pada ayat {1] denpgan
tcbutuhan rencana tata rUE O, dan/atay
kepentingan hak alps lanah, perselujusn subslansd
olebr Menrer rmencantummkan:

a. gans pantal scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1); dan

b,  gans pantal sesuat kebutuhan rencana  tatg
ruang  vang digAambarkan dengan gimbwol
danfatau warna Khusus.

Pasal 73

Pengintegragian Kawasan Hulan sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 73 mengrunakan delimcasi Kawasan Hutan
termulakiit wvang  ditetapkan oleh menteri  yvang
menyvelenggarakan  urusan  pemenntaban di bidang
kechutanan atau delineasi Kawasan Flutan yvang disepaloati
paling lama 140 [sepuluh)  Hari  sejak dimudainys
pembahasan lintas sekior sebapsimana dimaksud dalam
Pasal &% aval (1) hurul d.

PPasal 74

(1) Pembahasan hntas sektor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d diselesaikan dalam
jangka waktu paling lama 20 {dua pululi) Harl

(2}  Tals cara prlaksanaan pembahasan lintas sektor dan
proscs penerbitan persetujuan substansi RTR wilayah
kabupatcn  diatur lebih lanjut  dalam  Peraturarn
blenten.

Pazal 75 . ..
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Pasal 75

Dalam hal rancangan peraturan dacrah kabupaten
lenlang rencana  tata raang  wilavah  kabupaten
sebapaimana dimaksud dalam Pasal £9 ayat [5) belum
ditetapkan, bupat menetaphkan rancangan peraturan
dacrah  tontang  roncana tata ruang walayah
kabupaten paling lama 3 {tiga] bulan terhitung sejak
mendapat persetujuan substansi dari Menter

Dalam hal raocangan peraiuran daerah kabupaten
fenrang rencana tara nlang wilavah kabupaten belum
thtelaplan oleh bupatl schagaimana dimaksud pada
avat {1] maka dalam waktu paling lama 4 {emnpat}
bulan terhitung =sejak mendapat  perssrojuan
substansi dari Menteri, rancangan perainran decrah
tersebut ditetapkan oleh Pemernnlah Pusal.

Penerapan rancangan peraturan daerah oleh
FPomenntash  Pusat scbagaimana dimaksud  pada
aval (2]  dilaksanakan oleh Menteri setelah
mendapatkan persetujuan FPreziden.

Fancangan pcraturan daerah sebapgaimana dimaksud
pada avat {3] diterapkan dengan Peraruran Menteri.

hEaritat menvampailan Peraturan Menten
sebagaimana ditnaksud pade ayat (4) kepada bupadti,

Bupati wajib menetapkan peraturan daerah untok
tnelaksanakan Peraluran Menten  schagaimana
dimmaksud pada ayat (o} di dacrahnya dalam jangka
wakiu paling lama 153 |lima EbEelas] Hari sejak
Feraturan Menteri ditetapkan.

Ketentuian  mengenal jangka wakroo paling lama
15 {lima belasy Han sebagaimana dimaksud pada
avat ] [ermasuk prnpundangan peraturan doacrah
dalam lembaran  dacrah oleh  sekretanis  daerah
kabupaten.

Dalatn hal bapatr dan sekretans daecrah kabupaten
tidak melaksanakarn kelentuan schagaimana
dimaksud pada avat (B) dan ayal (7] dikenal sanoks
adrmunisiratf sestial dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Faragraf & . ..
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Parapraf &

Penetapan Boncana Tata Ruang Wikayah Kola

1]

Pasnal 76

Prosedur penefapan rencana tata ruang wilavah kota
sebapaimana  dimaksod dalam Pazal 60 huraf d
rmelipaafi

M-

Pengauan rancangan peraturan dacrah kota
tentang rencana lata roang wilavah kols dan
wali kota kepada Dewan Perwakilan Ralkovat
Daerah kota dan dilcngkapi dengam:

1.  berita acara pembahasan dari Pemerintah
Derah provinsl mengenal  cancangan
peraturan dacrah kota tentang rencand tmla
raang wilayah kora,

2. wvalidasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis (an perangkat dasralhh provinss
vang memhbidang urusan hngkungan ludup,
ETH

4. rekomendast pera dasar dari badan yang
rmenyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang informasi geospasial.

pembahasan rancangan  peraturan daerah
tentang rencana tata ruang wilayab kota di
Dewan Perwakilan Ralgratl Dasrah kota untuk
menvepakats subxslanst vang akan disampaikan
kepada Menter;

PenYAMPAlan rancangan peraturan daerab kole
tentang rcncand tala suang wilavah kola dar
wall lkota kepada Menrteri untuk mempercleh
persciujuan subsansi;

pembahasan lintas  sekoor dalam cangka
penerbitan persetyuan substansi oleh Menter
bersama  kementerian/lembapa,  Pemenntah
Dicrah provinsi, Pemerintah Daceah kota, Tewan
Ferwalilan HMakyat Daerah keta, dan sehirab
Femangku Kepentingan terkail;

e, penerbitan ...
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E.  peEnerbaran persetujuan substans: oleh Menteri
berdasarkan  hasil pembahasan hintas  sekoor
sebagaimana dirnaksud pada hueal o,

[ pclaksanaan persetujuen bersama antara wali
kota denpan Dewan Perwakilan Fakwvat Daerah
kota  berdasarlkean persetijuan  substonsi
scbagaimana dimaksud pade hural o;

B pelaksanaan  evaluasi  rancangan peraturan
daerah kola tenmlang rencana tata mang wilavah
kotse wleh pubemur . untuk memastikan
rancAangan peraturan daerah telab sesuai dengan
persetujuan subsansi oleh Mencer; dan

h. penetapan  peraturan  daerah  kota tonang
rencana tara ruang wilayah kota cleh wall kota.

Validasi dan rekomendasi scbagaimana dimaksud
pacla zyat (1) hurud & angka 2 dan angka 3 diterbitkan
dalam waktu palmg lama 10 [sepuluh] Hari zeak
diajukan oleh Pemerintah Daerah katla.

[Cralam hal validasi dokumen kajian lingkungan hidup
strategis  dan  rekomendlasi  peta dasar belum
diterbitkan  sampai  hatas  waklu  scbagaimana
dimaksud pada ayat (2], muka dokumen vang
diajukan oleh Pemeriniah Daerah keta diangeap telah
disetuyui.

Kesepakatan substansi antara wall kotia dengan
Dewan Perwakilan Ralovat Daerah kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} hurof b dicerBitkan dalam
waktu paling lama 10 (sepulub) Hari sejak pengajuan
rancangan peraturan deerah hkota tentang rencana
tara ruang wilaysh kola sebhagaimans dimaksud pada
avar [1) huraf a.

Proses penelapsan perdaluran daerah kota tentang
refcana lata ruang wilayah  kota  sebapaimana
dimalisgd pada ayat (1 burnat © sampal dengan bumaf
b dilaksanaken dalam wakoa paling lama 2 (dua)
bulan.

Fasal 77 . _ .
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Pazal 77

Fembahasan lintas sektor sebagpsimans dimaksud dalam
Pazal V& ayat (1) huruf d, diaksanakan untulk
mengintegrasikan program/kegiatan sektor, kepiatan yang
bersifat slratepms nasional, Batas Daerah, garis pantai,
clan,/atau Kawasan Hutan.

Pazal 748

Penpintcgrasian Batas Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 77 mengpunakan Ratas Daerah vang sudah
ditetapkan oleli menten vang menyelengearakan wrusan
pemernntahan delam negert.

Faszal 79

(1}  Pengintcgrasian garis pantai sebapaimana dimalesud
dalarmn Pasal 77 mepggunskan unsur gans pantai
vang  termaatl dalam peta rupabumi [ndonesia
terrmutakhic dan elah dicctapkan oleh badan yang
menyelengparakan urusan pemerintahan di dang
infirmasi geospasial.

[2) Dralem hal terdapat porbedaan antara gacis pantai
selrgaimana  dimaksud  pada  avat (1) dengan
kebutuhan KETE, danjatau kepeotingan hak alas
tanah,  pecreetujuan substansi oleh Menler
mcncantumkan:

a.  gans pantai  sebagaimona dimaksud  pada
ayat {1}; dan

b garis panfal sesual kebutuhan rencana  wata
ruang vang digambarkan  dengan smimlwl
dan/aran warna khusus.

Pasal 80

Pengintograsian Kawasan Hutan sebapaimana dimaksud
dalam Pasal 77 menggunakan delinessi Kawasan Hutan
tcrmutakhir  vang  ditetapkan olth  menteri wvang
mciyclengearakan  urusan  pemerintaban di bidang
kehutanan arau delingasi Kawasan Hulan yang discpakat
paling lama 10 (sepuluh] Harl  sejak dimulainya
pembahasan lintas sektor scbapgeimana dimaksud dalam
Fasal ¥& avat |1] huaaul d.

Pasal 81 . ..
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Pazal 81

Fermnbahasan lintas sektor sebagnimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) huruf 4 diselesaikan delam
jangka waltin raling laria 20 (dua pululi} Han,

Tatg pata pelakisanaan pembahasan lintas sektor dan
froses penerbitan persetyuan substansi rencona tata
taang  wilayah kota diatur lebth lanjut  dalam
FPeraturar Mentern,

Pasal 8%

Dralam hal rancangan peraturan daeraly Kota tentang
rencana tata ruang wilayah kota sehagaimana
dimaksud dalam Pazal 76 ayat (3] belum ditetapkan,
wali kota menctapkan rancangan peraturan daerah
tentang reneana tala ruang wilayah kota peling
lama 3 f(tgal bulan terhitung sejak mendapat
persetujuan substansi dari Menteri.

Dralam hal rancangan peraturan daeiah kota tentang
soncana tata roang wilayvah kota belum ditetapkan
oleh, wali kota sebapgaimena dimaksvd pada gyat (1)
maka dalam wakty paling lamna 4 {empatp bulan
terhitung sejak mendapat persctujuan substansi dan
Menferr, rancangsan  peraturan daerah tersebuot
ditetapkan oleh Pemenntah Pusat,

Penetapan ' rancangan peraturan daevah oleh
FPemenntah Fusal  schagaimana  dimaksud  pada
ayat [2) dilaksanakan oleh  Menteri set=lah
rendapatkan perselyuan Presiden.

Kancangan peraturat deerah sebagaimana dimaksud
pada avar (3) ditetapkan dengan Peraturan Menten,

Menferi metyampaikan Peraiviran Menten
sebhngamana chmaksud pada avat [4) kepada wall
kota,

Wall kota wajiby menclaphan peraturan dacrah untuk
melaksanakan  Peraturan  Menteri  sebaganmana
diunaksud pada svat (5} di dacrahnya dalam jangka
waktu paling lamae 13 (lima belas) Hari sejak
Peraturan Menten ditetapkan,

[7) Ketenbuaan . . .
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Eetentuan meonpgenal jangka  waktu paling
lama 13 [(lima belas]) Hari sebapaimana dimaksid
pada ayat &) termasuk perpundangsn  peraturan
daerah dalam lernbaran dacrah oleh sckretaris dacrah
kota.

Dalam hal wah kota dan sekretanis daerah kora tidak
melaksanakan  ketentuan  schagaimana  dimaksud
pdda mavat 6] dan ayvat [7) dikenai sanlcsi administratif
sesual  dengan ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

Bagian Kelima

Fenetapan Fencand Rinci Tata Euang

(1)

(2

Paragraf 1

mum

Pasal 83
Eenetapan rencang Tinel e nang melipute:

4.  penerApan TENCand rnc tata raang dan rencana
gonasl ruang lawt vang menjadi kewenangan
Fernerintah Pusat, dan

I penetapan RDTR kabupaten/ kota.

Eencana rinch tata ruang dan rencang =0nas, CUENE
laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksuwd pada ayat [1] hural a
meliputi:

a. RTR pulau/kepulauvan;

1.  RETR K3,

. RZ KAW:

d EZ hE5NT; dan
. RDTR KPM.

(3] Waktu _ . .
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Waktu penetapan rencana  sinc tata rlang
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak melebihi
masa berakhirnya rencana iinci tata plang vang
berlaku.

Paragral 2

Penetapan Rencana Rinc yang Menadi Eswenangan Pemerintah Pusat

SROMo (93504 A

Pasal 84

Penciapan reacana finci tsta roang  yvang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal B3 ayat (1) huraf a dilaksanalfian  sesual
dengan kewentuan peraturan perandang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Bencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota

i1

Pasal 85

Frosedi'r .  penetapan RDTR Labuparen | kos
sepaggirnana dimabksud dalane Pasal 83 avar (1)
arut b rmelipaad:

A, Homsadtas: Publik rancangan peraturan kepala
duerah kabupaten /kota tentang EDTER
kabupal=n/kota cdengan Masyarakat terinasuvk
[rewan Perwakilan Ralyar Daerah
kabupaten/ kota, :

b. penyampaian rancangan  peraturan kepala
daerah Kaapaten/ kota tenlang RDTR
kabupaten/ kola Kepada Menten untuk
memperaleh perseiluan substans:

c. pembahasan  lintas  sektor  dalam pangka
pemberian persetujuan sulbslansi olelh Menten
barsama  kementerian/lembaga,  Pemerintah
aerah RTINS, Pemenntah Daerah
kabupatenfkota, -Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah kabupaten/keota dan selurh Femangkn
Kepentingan terkait; dan

d. penebapan | ..,
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d. penctapan rancangan peraturan kepala daergsh
kabupaten/kota tentang ROTR kebupaten/kola
ofeli Bnapatifwali kota sesudl denpan perserajuan
substans oleh Menteri.

(2] Pembenan  persctujuan substanst schagaimana
dimaksud pads avad (1) hural ¢ terhadap rancangan
peraturan kepala dasrah kabupaten/kota tentang
ROTRE kabupaten/kote depar didetegasikan kepada
gubernur.

Pasal 26

Pembahasan lintags sekior sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 82 huarul o dilaksanakan untuk menginteprazikan
program ) keglatan scktor, keglatan yvang bersifat strategis
nasional, Baras Daerah, garis pantai, dan Kawaszsan Hutan.

Pasal 37

Pengintegrasian  Baras Daersah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 86 mengpunakan Batas Daerah yvang sudah
diterapkan oleh menteri yang menyelenggarakan drusan
pemenniahan dalam negeri.

Pasal 85

[1] Pengintegrasian garis pantai sebagaimana dimaksod
dalam Pazal B6 mengounakan unsur garis pantal
vang  termual dalam pela rupabumi  Indonesia
termurakhir dan welah ditetapkan eleh badan yang
menyelengrarakan urusan pemernntahan di bidang
informasi geospasial.

{2] Lalam hal terdapat perbedaan antara garis pantai
scbagaimana dimaksud peda  avet [1} dengan
kebutuhan FENCANA Talz TLIHOK, dan/atau
kepentingan hak atas fanab, perssiiguan substansi
oleby Menten mencantumben:

U] o
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4. pgans panta  scbagaimana  dimaksud  pada
ayal {1); dan

b. gans pantal sesudal  kebutuhan [RTR yang
digambarkan dengan simbal oanfatau wama
khusus,

Prasal B9

Pengintegrasian Kawasan Hutan scbapgaimana dimaksud
dalam Pasal 86 mengpumakan delineast Kawasan Hulan
termutakhir  yenme  ditetapkan olch  menteri yvang
menyclenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
kerhutanan atau delineasi Kawasan Hutan yang disepakati
paling lama 10 f{sepuluh} Harn seek  dirmulainya
peinmbahasan jintas sektor sebapainzana dimaksod delam
I'asal 85 hunaf c.

Fagal 90

(1} Pembahasah lintas wektor sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 85 hu-uf c disclesailkan dalam jangka
wakil pading lanis 20 {(dua pulub) Hari.

{20 Tata cara pelaksanaan pemhbabasan lintas sektor dan
proses penerbitan  persemjuan substanst RDTR

kabupaten/kota dintur lebih lape delam Peraturan
Menteri.

Pasal 91

(1)  Penstapan peraturan kepala aaerah kabupaten/kota
tentang RDTRE kabupaten/kota — sebapaimana
dimaksud dalam Pasal B3 huraf d wajib dilaksanakan
dalam jangka wakbtu palbhg lams 1 fsama} bulan
terhitung sejck mendapat persetujuan substansi dari
Menteri.

2] Dalam hal rancangan peraturan kepala dasrah
kalmpatenfkate  tentang RDTR  kabuapaten/ kot
Letum disetapkan oleh bupati/wall kota sebagaimana
Fimakang pada ayat (1) maksz dalam walkty paling
wrna @ (dua) bulan  terkhatung  scjak  mendapat
porsetyjuan substansi  dari- Menteri, rancangan
pevaliran kepala daerah rersctuc ditetapkan oleh
Pecmerintah Pusat.

(-3} Ponetapan . . .
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Penetapan rancangan peraturen kepeala aerab oleh
Femmerintih  Pusat  sebapaimana dimaksud  pada
avat (2} dilaksanakan oleh Menteri  setelah
tnendapathan persetujuan Presiden.

Rancangan peraturan kepala dacrah sebagaimanes
dimaksud pada ayat (3} ditetapkan dengan Peralucan
MMenten,

Menteri menyampaikan Peralliran Menter
sebagamana  dimeksud pada ayat (4] kepada
Eupati/wali kota.

Bupati/wali kita wajib menctapkan peraturan kepala
daerah wuniuk  melaksanakan  Peraturan  Menteri
sebapaimana dimaksud pada ayat {5) di daerahnya
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas] Flari
sejak Peraturan Menteii ditetapkan.

Ketentuan mengenai  jangka wakil pahng
lama 15 [lima belas] Har sehagaimana dimaksad
pada ayat ifs) rermasuk pengundangsn  peraturan
kepala daerah dalam berita dacrah oleh sekreraris
daerah kabupatenfkota.

Dalam hal bupati/wali kota dan sekretaris dagrah
kabupaten/kota ridak melaksanaken  ketentuan
sebagaimana dimaksud pada aval (6] dan avat [7)
dikenal sanksi  adwminmistratil  sesual  ketentuan
peraturan perundang-Lindangan.

Bagian Keenam

Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang

Pasal 92

Frninjauan kembali RTR meliputi peninjauan kembali
terhadap rencana umum teta ruang dan  peninjauan
kemball terhadap reticana finei tala ouang.

11]

FPasal 133

Peninjauan kembali RTR dilakukan 1 [satu) kall dalam
setiap perinde 5 {lima) tahunan.

[2} Penimjauan . . .
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Peonjavian kembali ETR dapar dilakukan lebib dari
| [sztu] kalh dalam periode 5 (limma) tahupnan apabila
terjadi perubahan lingkungsn slrategis berupa:

a. bencane elam  skula besar yang ditetapkan
tergan peraluran perundang-undanga;

. perdbaban batas tenitorial | negara yang
ditctapkan dengan undang-undang;

c. perubaban  Batas Dacrah  yang  ditctapkan
dengan undang-undang; @lau

d.  perubahan kebijakan oasional yang bersifat
gtratepis.

Pemibjauan  Hembah  peraturan  kepala dacrah
Kabupalen/kole  tentang RDTRE akibat  adanya
peribaban kebyukan nasional yang bersifat strategis
gebagaimana dimaksud pada ayarc [2) buenf d dapar
direkomendasikan  oleh  Forum  Peoatazan REusng
berdasarkan knteria vang diterapkan oleh Menteri.

FPasal 94
Dalam rangka pelaksanaan peninjaven kermbali BRTR
yang penyusunannya meryacli kewenangan
Femerintah Daerah, Permeriniah Draerah

menyampalkan permahonan penimgaden kembali RTR
kepada Menteri.

Terhadap pErmataman PENITLE AT kembalt
sebagaimana  dimaksud  pada avat (1), Menter
memberikan rekemendasi dalam jangka waktu paling
lama 1 [satu] bulan beropa;

#.  RTR yang ada dapat tetap berlaku sesuan dengan
masa berlakunya, atau

b, RTR vang ada perlu direvisi.
[ralam hal terjadi ketidaksesuaian amlara:

a. FTH dengan Batas Daerakh;
B. RTR dengan Kewasan Hutan,; dan/atan

., FrEIlCan«a . ..
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C. rencana lald reang wilayah provinsi denpan
rencana tata raang wilayah kabuparen/ kota,

vang ditetapkan sesual dengan kelenlusn peraturan

perundang-undangan, e ket Yang
menyelenggarskan urusan  pemcrintahan dalam
hidang koordinasi petekancunian dapat

merekomendasikan kepada Menteri agar dilakukan
peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang
wilavah proving cdanfataun kabupaten/kota.

Pasal 0%

Revisi RTR sebapai lndak lanjut dan peninjavan
kembali  sebhacaimana dimaksud dadam Pasal 494
ayal {2] hurul b meneggunakan prosedur penyusunar
dan penelapan RTR

Eevisi RTR sebagnimana dimakaud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan tetap menghormat hak vang
dimiliki Orang sesuai denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam  hal revisi RTR mengubah  fungsi ruang,
perubabhan fungst  mmang  tidak  gerra meerg
mengakibatkan perubahan pemilikan darn
penguaszan lanah.

Perubahan pemilikan  cdan penpuasaan  tanah
sebapaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
sesual  dengen  kelentuan  peraluran  perundang-
undangan di idang pertanahan,

Pasal 96

Felentuan lebih lanjut mengenail tata cara pelaksanaan
pemingaian kemball dan revist RTR diatur dalam Peraturan
Menteri,

BAEBIIL. ..
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BAB llI
PEMANFAATAN RUANG

Baglan Kesatu
Umum

Fazal 97
Pelak=zanuan Pemanfaatan Euang dilakukan melalui:

a. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan
Ruang; dan

b.  pelaksanaan  sinkromisast  program Pemeanfaatan
Ruang.

Bagialh Kedua
FPelaksanaan Kesesvaian Kegiatan Permanfaatan Ruang

Curapraf 1

TUhmum

Pazal 9%

{1} Pelaksanaan Kegesuaian Kegiatan Pemanlastan
Fuanp sebagaimana Jdimaksud dalam  Pasal 57
haral a terdini alas:

4. Kesesualan Wegitan FPemanfaatan Ruang uniuk
kepp*tan borusaha;

b. KeseSuaian Kegtatan Pemanfaatan Ruang wuntuk
kegiatan nonberuzaha; dan

c. Hescsualan Kegiatan Pemanfaaten Ruang untuk
kegiatan yang bersifat strategis nasional,

(2] Kesssumuan I{'egiat?_n Pernzanfaatan Fuang
sebagaimana dimzksvd pada avat (1) diterbitkan oleh
Menteri.

{3 Kesesumian . . .

SH Mo D93 A
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Kezesuawmn Keplatan Pemaniaatan Fuang
scbagainnana dimaksud pada nyat (1) di Perairan
Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yunsdiksi,
diterbitkan oleh ienteri yang menyelenggaralean
urusarn penmerintahan oi bidang kelautan.

Kesesnaian Kegiatan FPemmanfaatan Ruary
sebagaitnana dimaksad pada ayat (1) berlakg selama
3 juges) tahun serak direrbitkan aleh Mentern,

Keseslalan Kempatan Pemanlaatan Ruang
scbapaimana dimaksud pada awat {1] di Peraran
Fezisir, wilayah perairan, dan wilayah jyuonsdiksi
berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan
Baruzaha dan perizinan nonbemasaha lainnya.

Dalam Thal Perizinar Bepasaha Jdan perianan
nonkberusaha sebagamana dimaksad paca ayat ()
belumm diterbitkan, maka Kesesuzlan Keglatan
Pemanlaatan Ruang i Permiran Pesisit, wilayvah
poeraaran, dan walayah yunsdiksr berlalon untuk
Janpka waktu 2 |dua) tahun sejak diterbitkan cleh
MEnteTl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

Kessaualan Kegiaran Peinanfaatan Fueng
sebagmmana dimaksud pada avat (2 dan ayat |3),
dapat berupa kepulusan:

g, cisetuu, atan
b. ditolak denpan disertal alasan penolakan.

Kesesuaian HYegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi
pertimbanpan dalam pelaksanaan revisi RTR.

Pasal QG

Menteri dan menten yang menyelenpggarakan wmisan
pemmerintah di hidang  kelautan  melalukan
pencatatan, pengadministrasian, dan pemutakhiran
data lokasi Kesesuaisn Kegpiaten Pemanfaatan Buang
Feslla] Kewe nanganiy,

(2] Ketormaan L.
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Kerentuan lebabhh lamput mengensl pencetatan,
pengadmimisirasian, ddn pemutakhbiran data
sebagamana dimaksud pada ayat (1) diatur denpgan
Peraturan Mentern dan peraturan menteri  yang
meny=lenpgarakan wvrusan pemerintahan di bidang
kelautan sesuai kewenangannya,.

Paragral 2

Eesesgnian Kegiatan Pemanfaatan Roang

(1]

{<}

{3}

{1}

(<]

Untult Kegiatan Berusaha

Fasal 100

Pelaksangan Kesesuaian  Kegiatan  Pemanfaatan
Fuang untuk  kKegiatan  berusaha schagsumana
dirnalktsud dalam Pasal 98 ayat (1) hurof a diperoleh
melalu OS5,

Setelah cicrnperoleh Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruanz sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pelakn Usaha dapat mengajikan
permohonan  Perizinant Bemisaha  sesual  dengan
ketentuan peraturan pernindang-undangan.

Pelakvu  Usaba  dapat  nclaksanakan keglatan
Pemanfaatan Buang scitclah memperoleh Penzinan
Berusahsa,

Pasal 101

Kesesuaian Eegiatan Pemanfaatan Fuang
sehagaimana dmaksud dalam Pasal 1) ayvat (1)
melipliti;

a. Kkegiatan berusaha untuk non-UMK; dan

. Kegiartan berdsaha untql;: MK,

Pelaksansan  Kescsuailan  Keplatan Pemanfaatan
Ruang untuk  kegiatan  bervsaha  non-UMEK
sebagairnana dimaksud pada avat (1] huruf a
dilakukan melalui:

a. Konfirmasi - . .
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a. Konhirmazi Keszesusian HKegiatan Pemanfaatan
Ruang, atau

. Persetujuan Kesesuaman Kegiatan Pemanfzatan
Ruang.

(3] Pelaksanaan Kesessuaan Hegiatan  Pemanfaatan
Fuznpg wuntuk kepiatan berusaha sebagaimana
dimakzud dalam Pasal 100 ayat (1) di Perairan
Peaigir, wilayah perairan, dan wilayah yuarizdilsi,
dilakukan melalui Persetujuan Kesesualan Kewiatan
Pemanfataan Buanpg Laut.

Pasal 102

Konfirmasi Kesesuaian HRegiatan FPemanfaatan Ruang
sebagaimana dumaksud dalam Pasal 101 ayat {2} huraf a
dibenkan berdasarkan kesesnaian rencana lokasi Kegiatan
FPemanfaatan Euang dengan ROTR.

Puasead 103

Konfirmasi Kesezuawan Kegiatan Pemanfaatan Ruoang
untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalhu 083
dengan tahapan:
a. pendaftayan;

be pemnlalan dokumen usulan  keglatan Pemanfaatan
Fuang terhadap EDTR; 2an

£,  pensrbian Konfirmasi Kesezuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang,

Pagal 104
{1}  Pendaltaran schegaimana dimaksud dalam Pasal 103
hwuif a paling sedikit dilengkapi dengan:
g, Kodrdimal lekas
b. lkebutuhan luas lahan keglatan Pemanfaatan
Fuang;
c. informasi penguasgan Ltanah,;
d. informasi jenis usaha,
L. Encand . ..
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e, rencana jumiah lanta bangunan; dan
. rencana luas lantai bangunan.

{2} Konfinmasi Kesesuaian Kegiatan Femanfaatan Buang

s=bagaimana dimaksud dalam Pasel 103 hural c,
paling sedikit memuaf:

lokasi keglatan;

jenis kepiatan Pemanizatan Ruang;
kowelizien daszar bangunan;
koebisien lanai bangunan;

a
L
c,
d.
¢. ketentuzn tata banpunan; dan
L.

persyaratan pelaksangan Kegiaton Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 103

Jangks waktu penerbitan Konhirmasi Kezesuaian Kegiatan
Pemanlaatan Fuang untuk kegiatan bBerisahs
schagaimana dimaksued delam Pasal 103 hunud ¢ oaling
lama 1 (satu] Har sejak pendafllaran atag pembayaran
penerimaan negatra bukan pajak.

Pasal 106

(11 Perzetupuian Kesesualan Kegiatan Pemeanfaatan Ruang
untuk kegiatan berusaha sebagaimana  dimaksuad
dalam Pasal 101 ayat (2] hurul b diberikan dalam hal
belum tersedia RDTR di lokas rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

(2] Persewgjuan Kesesuaiarn Kegintan Pemanfaatan Ruang
Lavut  unbtuk kegiatan borusaha  sebapaimana
ditnakyud dalam Masal 101 ayat (3) diberikan unmk
kegiatan Pemanfaatan Fuang Laut secara menetap di
Peradran  Pesisir, wilavah perairan, dan  wilayah
yurnsdiksi.

Pausal 107, ..
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Pasal 107

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk  kegiatan  berusaha  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 10G ayat (1) dilaksenakan melalui OS5
dengan tabiapan:

a. pendaltaran;

b. pecnoaian dokumein usuiat kegiatan
Femanfaatan Ruang terhadap RTR, RZ KSNT,
dan BZ KaW: dan

c. penerbitan Persetyuan  Fesesuaian  Kegialan

FPemanfaatan Ruang.

Pepsetujian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rudng
untuk Kepimtan berusaha diberkan tanpa melalul
tahapan penilaian dokumen usulan  kegiatan

Pemanfaatan Ruang wuntuk  permohonan  yang
berlokasi di:

a. kawasan imdustri dan kawasain pariwisals Yang
telah memilik Perizinan Berusaha sesual dengan
keventoan peraturan penindang-undangan; dan

B kawasan ckenoml khusus vang telah ditetapkan
scsudl dengan ketentuan peraturan perundang-
uridangan.

Pazal 1058
Pendaltarnn sebagaimana dimaksud delam Pasal 107
ayat {1} hurif a paling sedugit dilenghapt dengan:
A, Koordhinat lokasi,

tr.  kKebutithan Tuas laban kegiatan Pemanfaatan
Euang;

nformast penguasaan tanah,
informar] jenis wssla;

rencana jurnbal lancai bangunan;
rencana luas lantai bangunan; dan

rencana telinis bangunan den/atad rercans
induk kawasan.

m oo oo

{2} Persetwuan .. .
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FPersetjlian Kesesuaian Keglatan Pemanfastan Ruang
untub kegiatan berusaha schapaimana dimalkoaud
dalam Pasal 107 avat [1} diberikan setelah dilakukan
kajan dengan mengamunaksn asas berjenjang dan
komplementer berdasarkan:

A, rencana [\ta rlang wilayah kabupaten/ kota;

. rencana tata ruang wilavah provinsi;
c RTE K3N;

d. K¥ KSNT:

c. RZEAW,

[, RTE pulau/kepulauan; dan/atau
o kRencana Tate Ruang Wilavah Nasiomal.

Persetujuan Kesesudian Keglalan Pemanfaatan Buang
untuk  kegiaran  berusaba Sebagaimana dimakosud
pada ayal [2) dibernikan dengan memperhankan
pertimbangan teknis pertanzhan.

Fertimbangan  teknis pertanahan  sebapaimanae
dimaksud pada ayac (3]  terkait  lokasi usaha
dilaksAanakan rdeh kanior pertandban,

Kantat pertanshan menvampaikan pertimbangan
teknia  pertanahan schagsimana dimaksud pada
ayat (4] paling lama 10 [sepuluh] Har rerhitung sejak
pendaftaran atau pembayaran penenmmaan negara
bukan pajak.

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampaikan
pertimbangan telnis dalam jangka walktu
sebagaimana  dimaksud  pada aval (3. kanlor
pertanahan dimaksud diangpap elah metmbecilan
pertimbangan telinis.

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksad pada
ayat (2] dan pertmbangan tekens  pertapaban
sebhagaimana  dimaksud  pada dvar (2], benten
menerbitken Persetujuan Kesesualan  Keglatan
Pemunfaatan Fuang,

(&) Persetujuan . . .
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Persetuian Kesesuaian Kegiatan Pencanfaatan RBuang
sebhagaimana dimaksud pada avat (7}, paling sedikit
mermuat;

lokasi kegiatan;

jenis peruniukan femanfaatan Euang;
koefhisien dasar bangunan,

koelisien lantai bangupan;

indikasi program Pemanfaatan Fuang; dan

mfap oD

persvaratan pelaksansan kegintan Pemanfaatan
Ruang.

Pas=al 109

Perabahan peruntukan dan ingsi serta pengpunaan
Kawagan Hutan untuk kepentingan pembangunan di
luar  kehutanan  berlaku ketentuan  peramuran
perundang-undangan di idang kehutanan.

Pemanlaatan REuang vang lokasmya berada pada
Hawasan Hutan yang mengadami perabahan
peruntulan dan fungsi seita belum dimuat dalam
RDOTRE maka  keplatan  Pemanfaatan Ruang
dilaksanakan =setelah  mendapatkan  Persetujuan
Kesesnajan  Kepiatan Pemanfaatan Ruoang untuk
kegiatan bemusahe.

Persetujuan Rescsuaizn Kepiaton Pemanflatan Ruang
sebagaimana rhmaksud pada ayat [2) dibenkan sesual
tahapan dan xetentuan scbagammana dimaksid
flalam Pazal 107 dan Pasal 108,

Pagal 110

Perseiyuzn  Kesesuaian Kepiatzn Pernanfaatan Ruang
Lavt vne kegiatan berusaha sebegaimana dimaksud
dalam Pagal 1] aval (3) dilaksanakan melaloi OS5
dengan tahapan:

a. pendaftaran - .
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peodaltaran;

penilaan  dokumen ustlan Regiatarn Pemanfaatan
Rrang Laut terthadap RTR, REZ KENT, dan RZ KAW,
dan

penerbitan  Persetujusan  Kesesuaian — Kematan
Femanlaatan Roang Laut.

Pasal 111
Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110
huraf a paimg sedikit dilénghap: dengauy;
a. koordinat lokasi;
. rencana bangunan dan instalasi di Laot,

e, kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Bvang di
Laut;

d. informas Pemonfaatan Ruang di sekitarnya, dan
e, kedalaman ickasi.

FPersetujuan Kesesuaan Keglatan Pemanfastan Buang
Laut uniuk kegistan  bequsaha  sebapaimana
dimaksnd dalam Pasal 117 diberikan sctelah
dilakulkan  kajian denpan  menggunaxkan — asas
berjermjang dan kemplemenler lerdozarzan:

&, rencana lata ruang wilayah provinsi;

RTR KZN;

RZ KENT;

EZX RAW,

ETE pulaw/kepulauan; dan/atan

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

=L -

Fersenyuan Keseosuaian Kegiatan Pemanfaatan REuang
Lavt tidak dapat dibenken < zone inb Eawasan
Kariservasi i Laut.

Parset yuan Eesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Lai:t dapat diberikan di wilayah masyvarakat hulam
adat sctelah mendapat persetuajuan masvarakat
hulkum adat.

(3} Perasetiuan . . .



SK Mo (3G A

i

(63}

(7]

{8}

t

RRESIOEM
REFPUBLIE [NLDONESIA

- 05 -

Perzetujuan Kesesuaan Kegiaton Pemanfaatan Buang
Laut d. Kawasan Konservasi di Laur tidek diberikan di
dalar maupun di luar zona intl  sebagamans
dimaksud pada ayat [3), ontuk kegiatan:

a. perimmbangan terhbuka;
b. dumping (pembuangan); dan
c.  reklamasi.

Dalam hal kegiatan sebapaimana dimaksud pada
avat 5] secara teknis tdak dimunghkinkas unmak
dipindahkan dari Kawasan Konservasi di  Laut,
Persctujuin Kesesuaian Kegiatar Pemanfaatan Ruang
Laut oi Hawasan Konservasi di Laut hanya dapat
diberikan untuk: -

a. kepiatan yang bersifat stratcgis nasional yang

ditetapkan decogan peraturan perundang-
undangan; dan/atau

b,  kepentingan pengelolaan Kawasan Nouaservas: di
Lanat.

Fersetijuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut schapgsimana  dimaksud  pada  ayar (3,
memperiumbangkan:

jenis kepgiatan dan skala usaha,

h. daye dukunpg dan daya tammpungfketersediaan
muang Laut;

c. kebutuhan ANy untuk mendukung
kepentingan kematan;

d. Pemanfzatan Fuang Laul yang telah adsg;
e. teknologi vang digunakan; dan
f potensi dampak liagkungan yang ditimlnalkar.

Fersetujvan Kescsdaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut seagaimana dimaksud dalam Pasal 110 baraf ¢
piling zedikit memuat:

a. lokasi .. .



SH Mo BE7142 A

f

g

ERESIOFM
REPUBLIK INMDODMNESIA

- O .

lokasi kegiatan;
jems kegiatan Pemanfaatan Buang Laul; dan

L. hak dan kewapnban pelaksanaan  keglatan
Pemanizatan Ruang Laut.

Pagal 112

Jangka  wakiy  peperbitan Perscryuan  Keaesualan
Keglialan  Pemanfaztan Ruang scbapaimana dimaksud
dalam FPasal o7 ayat (1) huraf ¢ dan Persetujuan
Kescsualan hegatan Pomanfaatan Ruang Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pa=zal 110 huraf ¢ paling
lama 20 |dua puluh] Han dilotung sejak pendaltaran atan
pembavaran penerimaan negara bukan peajak.

Pazal 113

(1] Penerbilan Perselujuan Kesesuzian Keglatan
Pemanfaatan  Ruang untuk kegiatan berusaha
schagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1)
buruf ¢ dapat didelepasikan kewenangannya kepada
pubernur, bupat,, atau wali kota tanpa menplrang
kewenangan Menteri.

(2)  Penertatan Parsetuiuan Kezesuiplan Keglatan
Pemanlfaatan Euang Laut untuk kegiatan berusaha
schagaimana dimaksud dalam Pasal 110 haruf c di
Ferairan Fesisir, dapat didelegasikan kewenangannya
kepada pubcrnur tanpa mengurangl  kewenangan
Imenter yang menyelenpparakan Urusarn
pemerintahan di bidang kelauran.

(3} Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Buang
untuk kegiatan berasaha  sebagaimans  dimaksad
pada avat |1] dapat diberkan dengan pertimbangan
Foum Penataan Hyang.

Pasal 114 . _ .
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Pasal 114

Dalam hal Menteri, gubernur, bupati atau wali kota
EsLlAl Kewenangannya tidalc menerbitkan
Perseiujuan Kesesuaian Kestatan Pemanlaatan Buang
untuk kKegiatan herisaha dalam jangka  wakm
scoagamana dimaksud dalaen Pasal 112, Persetuylian
Hezesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterhitkan
oleh Lembaga 058,

Dalam hal mentetl yang menyelenggarakan uwrisan
pemerintahan di bidang kelantan tidak menerbitkan
Persetyjuan Kesesnaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk Penzinan Berusaha di Laut dalam jangka
wakty sebagaimana dimalksud dalam Poesal 112,
Persetujuan Resesuaian Kegiated Pemanfastan Ruang
Laut Jiterhitkan aleh Lembaga O3S,

EcteniGen  lebih lamput  mendenan pendelegasian
tcwenangan scbapaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menten,

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pendelegasian
kewenangan seLagaimana dimaksud dalam Pasal 113
ayat (2] diatuf dengan peraturan menteri yang
menyelengparaken Urasan pemerintahan ai bidang
kelautan.

Pasal 1135

Kegiaan Femanfaatan Ruang yang dilakukan oleh
Pelaknn Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK
sebngaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
bhuruf b, tidak melahn proses penerbitan Kesssuaan
Kepiatan Pemardaatlay Fuang.

Felalu UMK szebapaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat  pernyataan  mandin  babwa  kegictan
usahanya telah sesuai dengan RTR.

Dalarm  hal  pertiyartaan mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayval 12 terbukti tdak benar, kegiatan
pemanfaaan ruangoya dimkuken pembenaan aleh
kementenian/lembapa dan;/atau perangkat daszrah.

Paragraf 3 . . .
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Parapraf 2

Kesesdaian Kegliatan Pemanfaatan Eoang

(L}

(<)

{1]

[2)

Untuk Kegatan Nenberusaha

Maszal 116

Pelaksanazn  Kesesugian  Kepiztan  Pemanfazatan
Buang untuk Kegiatan nonberusahe  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1} huruf b diperoleh
melalul sistem elektronik yvang diselenggarakan oleh
Menteri dan menten vang menyelenggarakan urusan
pemerintabian di bidang kelautan seszai dergan
kewenanpaniya.

Setelah mempersleh Kesesguaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha,
pemohor: melakukan bkepiatan Pemanfaatan Ruang
setelahy  memenuhi persvaratan s2sual dengan
ketenivsaa peraturan perundang-undarnigan.

Pasal 117

Pelaksanaa+m  Kesesyaian Kegiatan Femanfaatan

Euang unuk kegiatas nonberusaha sebageimarna

dhimaksud  dalem Pasal 116 ayat (1) dilabukan

melalui: :

a, Konhrmast Kesesvaen Kegiatan Pemanfeatan
Purng; atau

b, Persetyjuan Kesesuzian idepizatac Pemanfaatan
‘Ruarng.

Pelaksanaan Kesesusian Kepiaran Pemanfaatan

Ru.ag untuk kegiatan nonberuzaha szebapaimana

dimaksud dalam Pasal 116 avat [1} di Perairan

Pesisir, wilaysh peeniratn, dan wilayah  yorisdiksi,

dilalnulcat telalui:

a-  kenfirmast Besesuaian ruang laut;, atan

k.,  Persetugusn Kescouomien Keviatan Pemanfalan
Eutang Last,

Fazal 118 ...
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Fa=al 118

Konfirmmasi  Kesesuaion Kegiatan Pemanfaatan Ruang
untul  kegiatan nonberusaha sebagaimana  dimabkend
dalarn Pasal 117 ayat (1] hurof a diberikan berdasarkan
kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang
dengan RDTER.

Fasal 119

Konhrmasi Kesesualan Kegiatan [Pemanfaatan Buang
untuk kspatan nonberusaha  sebegaimana  dimaksud
dalarn Pasal 117 ayat (1) huuf a dilaksanakan melahn
sistern  elektronik yang dizelengparakan oleh Mentern
dengan tahapaty:
a. pendaftaram;

b. penilaian dokumen usulan Kepiatan Pemanfaatan
Fuang tzrhadap EDTR;

. penerhitan Konfirmasl Kesesuaian Kematan
Pemanfaatan Ruang.

Pazal 120
(1} Pendaftaran sebupgaimzna dimaksnd dalam Paszal 1149
hurf a paling sedikut dilengkapi dengan:
a. koordinet lokasi;

I» kebutuhan 1uas labhan Kegiatan Pemanlaatan
REuang;

informasi penguasaan anakh;
ndormast jenis kegiatan,

rencana pumlah lantal banguran, dan
rencana luas lantai banganan.

N B =N

2] Konfirmasi Hesesuaian Yepiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksad dalam Pasal 119 el g,
paling sedikit memuac

a. lokasi képiatan;
b, jenis kegiatar Pomanfaatan Ruang,

c. koehsien . . .
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koclisien dasar banpunan;
koefigien fantal bangunan;
ketentuan i=ta Bangunan; dan

persyaratan pelaksinaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

-

Fasal 121

Janghs wakiu penerbitan Konfirmasi Kesesumian Kegiatan
Femanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberasahg
sebagamana dimaksud dalam Pasal 119 huruf ¢ paling
lama 1 (satu) Han scjak pendaftaran atau pembayaran
penerimaat negara bukan pajak.

Pasal 122

i1} Fersetujnan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Puang
unik kegiatan nonberusabia sebagairnana dimaksud
dalam Pasal 117 ayat (1} hural b diberkan dalam hal
belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan
Femanfaatan Ruang, -

2} Persemgjuan Kesesuaian Kepiatan Pemanfaatan Ruang
Laur untuk kegiatan. nonberusaha ssbagaimana
dimaksud dalam Pgsal 117 ayat (2} hund b diberikan
untuk kegistan Pemanfsatan Ruang Laut socara
meretap di Ceraitun Pesisir, wilayah perairan, dan
wilayah yurisdiksi.

Fasal 123

Persetujuan Hesesusian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
nirtlik  kegiatan nonberusaha  schagaimzana  dimsksud
dalam Pasal 22 ayar {1} dilaksanalat roelalui sistem
clektronik yang diselenggarakan oleh Menterl dengan
takta fran:

a. pendaftarat;

b.  penilaien dexumen psulan Koegiatan Permnanfmalan
Fuang techadap RTR, BZ KSNT, dan FZ KAW; dan

c. penerbitan . . .
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pencthitann Persetyuan Kesesualan Kegiatan
Pemanflaatan Ruang.

Pazal 124
Pendaflaran sehapaimana dimaksud dalam Pasa! 123
huril a pahng sedikit dilengkapi dengan:
a. koordinat lokasi;
b.  kebuighan hias lahan Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;
mlormasl penguassan tznoh;
inlormasi jenis kegatan;
rencana jumlah lantail bangunan,
rencana luas lantai bangunan; dan

m o oan

rencana telnis banpunan dan rencona induk
kawasan.

Persefujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanlaatan Ruang
aniak kepisatan nonberasaha sebagzimana dimaksud
dalam Pasal 123 dibcrikan setelah dilakulean kajian
dengan . menpgunakan  asas  Lerjenjang  dan
Lomplementst berdasarkan:

H-  rencana tala ruang wilayah kebupaten/kata;

b. rencana tata cuang wilayvah provinsi;
. KTRE K&

d. RZ KENT;

e. RE AW

r.

RTR polan ) ez alawan; dan/alau
£ Fenoana Tate Euang Wilayah Narnional.

Fersetiyliin Kesesualan Kegatan Pemanlaatan Ruang
untul kegiatan nonberasaha sebagaimana dimakaud
pada ayar (2) diberikan dengan  memperhatilcan
pertimbangan tekniz pertanahal.

FPertimbangan teknis  perfanahan sehagaimans
dimaksud pada ayvat (3} tlerkail lokasi kegatao
dilalksanhakan oluh wzntor pertanahan.

(3) kantor . ..
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Kantor pertanahan menvampaiksn  pertimbangan
teknis  pertanshan  sebagzimana  dimaksud  pada
ayat |4 paling lama 10 (sepualub) Harl rerhitung sejak
pendadtaran atal pembayarin penermnaan negars
bukan pajak.

Dalam hal kantor pertanahan tidak menyampalkamn
pertimbangan  teknis  dalam  jangka — waktu
sebagaitpana  dimaksud pada  ayar {5), kanter
perianahan dimaksud dianggap welah memberikan
pertimbangan relkms pertanaban.

Berdasarkan kajan scbhagmimana dimaksied pacda
avat {2} dan pertimbangan teknis pertanahan
sebhagaimana dimaksud pada aydtr (3], Mentcn
menerbitkan  Persemijuan  Kesesualan  Kegiatan
Pemanlaatan Fuang.

Perzetujuan Kegsesgaan Kegatan Pemanlaatan Buang
sebapaimuana dimaksud pada avat {7}, paling sedilit
memuat;

lokasi kegiatan;

jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
koelisien dasar banpunan;

keefisiety lantzi bangunan:

wdikasi program Pemanfaatan Muang; dan

cersyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

IR -

Pazal 125

Perubahan periintukan dan Mngsi serta perplaiain
kawasan Huian uctuk kepenhingan pemlbangunan ch
luar kehutanan berlalu  ketentuan pematuran
perundanp-undangan oi idang kehutanan.

ffemanfaalan Euang vang lobasinys berada pada
Kawasan Hutan yang mreagalann  perubaban
peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam
ROTRE, maka kepiatan pemaonfaatan 1uangnya
dilaltsanakan setelali mendapatkan Persetmujuan
Kesesuaian  kepiatan Pemanfeatan Rusng untuk
kegiatan nonberusaha.

3] Persctujusm ... .
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FPersenijuan Kesesuaian Keginran Pemanfatan Ruang
gebapaimana dimaksud pada ayat {2} diberikan sesnai
tahapan dan  ketentuatn  sebagaimana  dimaksud
dalarm Pasal 123 dan Pagal 124.

Pasal 126

Pergetujuan Kesesuaian Keglatan Pemanfazatan Ruang
Laut vntuk kegiatan nonberusaba sebagaimana dimeksud
dalam Pasal 122 avatr (2} dilaksanakatn melalui sistem
elektronik oleh tienter yang menyelenpggarallan  UrJsan
pemenntahan d bhdang kelautan dengan tahapan:

a.
k.

(1

(2]

pendattaran;

penilaian dokumen wsulan. kegiatan Pemanfaatan
Ruang Laut terhadap RTR, RZ KSNT, dan EZ KAW;
dan

peneritan Persetujuan Kesesusaan Kegiatan
Pemanlaatan Euang Laut.

Pazal 127

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pazal 126
huraf 2 p:_?.ling sechkit dilengkap dengan:
a. koordinal lokas:;
b. .rencana bangpunan dan instalas: di Laut;
. kebutuhan luas kegiatan Pemanfaatan Ruang di

Laut; _
d.  informesi Pemantzatan Ruang di sekitarnya; dan
€. hedalaman \olas
Peractujuan Kescsualan Keglatan Pemanfaatan Ruang
Laut untuk kczialan nonberusaha  sebagaimana
chrmaksuwd  dalam  Pasal 126 dikenikan  setelah
dilakukan kajpan dengan  menvsunakan asas
begenjane dan koemplementer berdasarkan:
8. rencana tata ruang wilzvah -kabupaten f kota
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. RTR K3N:

o, B2 KENT . ..
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RZ KSNT;

RZ KAW,

ETE pulau/ kepulauan; dan/atau

Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional.
Pergerujuan Kesesuaian Keglaran Femanfaatan Euang

Laut tidak dapat diberikan di zona inti di Kawasan
Konservas: o Laut.

| oo

Persetujuan Kesesualan K=gplatan Pemanizatan Ruang
Laut dapat diberikan di wilayah masyarakat hidkum
adat setelah mendzpat persetyjuan masyarakat
huakun adat.

Persetujuan Kesesuaian Keplatan Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan Konservasi di Laut bdak diberikan i
dalam maupun di luar zona mtbl sebagaimans
dimaksud pada ayat (3, untuk kegmtan:

a. pertambangan terbuka,

b,  dumping (pembuangan), dan

c. reklamasi.

Dalam hal Kegiatan sehagaimana dimaksud pada
ayat (o) secara tekms Ldak dimungkinkan uintuk
dipindahkan dari Kawasan HKonservasi di Laut,
Perzetnjuan Kesesuadian kepiatan Pemanfaatan Ruang
Laut di Kawasan Konservasi di Laut hanya dapat
diberikan untuk: i

a. kegiaran yang bersifar strategis nasional yang
autetapkan dengan peratirag perundang-
undangan; dan, atauw

b. kepentingan pengslolaan Kawasan Komservas
Laut.

Perzsetiujuan hesesuaian Kegiatan Memanfaatan Rual.lng
Laut sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2).
mempertimbangkan:

a. jcnis kepiatan dan skala kegiata.;

b, daye dukung dan deya tampung/ketersediaan
ruang Laul;

c. kebutuhan . ..
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. kebutuban MUATIR antuk mendukuig
kepentingan kepiatan;

d. Pemanfaatan Ruang Laut yang tclah ada;

e. teknologi yang dipunakan; dan

1. potensi dampalk lingkungan yang dinmbulkan.

{8} Persctujuan Kesesuaan Kepmatan Pemanfastan Ruang
Laut schupaimana dimaksud  dalam Pasal 126
huruf ¢, paling sedilat memuat:

a. lokasi kegiatan;
L. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut; dan

2. hak dan  Kewajibapn  pelaksanaan kegiatan
Pernanfaatan Buang Laut

Pa=al 128

Jangka waktu penerbiien Persetiycan Resesualan
Keglatan Pemaonfaatan Ruang sebagaimana  dimaksud
dalarn Paszal 123 hurul ¢ dan Persetujuan Kesesualan
Kegiatan Pemanfaatan Kuang Laut sebagaimana dimaksud
delarn Pasal 126 haraf ¢ paling lama 20 (dua paluh) Hard
dihitung sejak pendaflaran atau pembaysaran pencrimann
negara bukan pajak.

Pazal 129

(1] [Meperbitam  Persetujuan  Kesesuaian  Kegiatan
Femanfaatan Ruang untuk: kegiatan nonberusaha
sebapaimana dimaksud Pasal 123 huraf ¢ dapat
thdelegasiban  Rewenangannya  kepada  guabesnur,
bupati, atan wall keta tanpa menqurang Kewsnangan
Mentemn.

{2} Penerbiran Porsetujuan Kescsuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang  Laut untik  kegatan
nonlerosaha sebagaunana dimaksud dalam Pasal
126 hurul © di Perairan Pesisir, dapat didelegasikan
kewenengannya Kepada gubernyr tanpa mengurangi
kewenangan menterl yany wenyelengpgarakan unasan
pernerintaban o bdang kKelawutan.

(3] Persctujulan . . .
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Perectujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Fuyang
untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberiltan dengan pertimbangan
Foram Penataan Buang.

Fasal 130
Dalam hal Menteri, gubernur, bapati atay wali Koea
sesual kewenangannya tidak menerbitkan

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
uiituk Kegiatan nonberusaha dalam jangka waktu
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 128, Persetujuan
Kesesuajan: Keglatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan
oleh =istem ‘elektromk wyang diselengparakan oleh
Menten. '

Dalam hal menteri yang menyelengparakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan tidak menerbitkan
Persetujunan Kesesuaian Kegiatan Peranilzatan Ruang
Latt untuk hegpatan nonberusaha di Laut dalam
Jangka wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal
125, Persctujuan Kescsuatan Kegilatan Pemanfaatan
Ruang Laut diterbitkan cleh zistam elektronil yvang
diselenggaralan oleh menteri yang menyelenggaralan
urusan pemetintahan Ji tidang kelautan,

Kefentuan  lebin  lanijul  mengenal  pendelegasian
kewenangan scheyaimana dimaksud dalan Fasal 129
avat (1} diatur dalaan Peraturan Menteri.

Ketentuan  lebih  lanjut mengenai- pendelegasian
kewenanpan zebagaimana Jdimakswd dalam Pasal 129
ayit (2} diatar dalam  peraturan  menterd  yvang
menyelengzarakan urusan pemerinfiban di bdang
kelz:uitan.

Pasal 131
Konhmmasl  %egesualan  rueang laut  =ebagoimana
dimaksud dalam pasal 117 ayat (2t hubaf a-dapat
dibenikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
yang tidak termasuk dalam  kebijakan  sirategis

nasional 'dan dilaksanakan oleh mstansi Pemerintah
Fusat dan/atau Permerintats Daerab provinsi.

(2) Kegiatan . .
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(2] Kegiatann Pemanfazaten Fuwang Laut oleh instansi
Pemenntah  Pusat  Jdan/atau Pemenntah  Daeral
provinsl  sebagoomana  dimaksud  pada  ayat {1}
merupakan kematan yang dibiayal oleh anggaran
pendapatan dan belanya nepara dan/fatan anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 132

Konfirmasi kesesuman miang lagr sebagaimana dimaksad
dalam Pazsal 131 avat (1) dilaksanalkan melalul saiem
clektrontk yang disclenggarakan oleh mentert yang
menyelenggarakan utusan pemernintahan 4di bidang
kelantan dengan tahapan:

a. pendaftaran;

bh. penilaian dokumen uvsulan kepiatan Pemanfaatan
Euang Laut terhadap RETE, BZ KENT, dan BZ KAW;
dan

c. pcnerbitan konhrmasi kesesualan ruang laut.

Pazgl 133
1]  Pendaltaran sebagmmana dimabksuad dalam Pasal 1232

huruf a palimg sedilut dilengkapt denger:

a. koordimst lokas:;

b,  kebutuhan luas kematan Pemanfaatan Ruang
Lanat;

¢, kedalaman lolcast, dan

d. data/peta Pemanlaatan Ruang Laut yang telah
ada.

(2} Konhrmasi  kKesesuaian msang  levr  sebagaimana
dimnaieud  dalam Pasal 122 diberikan setelah
dilakukan kajan dengan ménggunakan ayay
berpenjang dan komplemicnter berdasarkan:

a. rencana tata ruans wilayah kabupaten/kota;
k. rencana tata ruang wilayoh provinsi,;
c. ETE K5SN;

d. RZ KS5NT . . .
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d. RZ KSNT;

e, RZ KAW,

[ ETE pulau/kepulzuan; d=n/atau

g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
Konfirmasi keszesuaian ruang laut  sebapgaimana
dimalisud dalam Pasal 132 mempertimbangkan:

#. jenis kegiatan dan skala kegiatan;

b, daya dukung dan daya ampungfhketersediaan
rjang Lant;

. kebutuhan rUang untuk mendukung
kepentingan kKepiatan,

d. Pemanfaatan Fuang Laut yang telah ada;

e. teknolopi vang digiinakan, dan

. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Konflirmasl  kesesuaian rmiang  laut  zebagamana
dimaksud dalam Pasal 132 huraf ¢, paling sedikit
memlaal;

a. lokas kegiatan;

b. Jeniz kegiatan Pemanfaatan Puang Laut; dan

c. hak dan kewsajiban pelaksanaan keglatan
Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 134

Janpka waktu pencrbitan. kenlfimmas Kesesuaan riang
laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 homl
paling lama 14 [empat belas] Han dihitung sejak
pendaflaran.

(1

Pasal 135

Pererbitan  konfirmasi  kesesualan ruang  laut
sebagaimans dimaksud dalam Pasal 132 huaral -
dapat didelegasikern kewenangannya kepada gubernur
lanpa  mebiranpl  kewenangan menkavi yang
menyelengparakfan Lidsatn pemetintahan di bidang
kelautan,

(2] Dalam . - .
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Dalam hal menteri yang menvelenggarakan urisan
pemerintahan di bidang kelartan atag  gubernur
SesUa] Kewenangannya tidak membenkan
persetyjuan atau penclakan delam jangks waktu
schagammana dimaksud dalam Pasal 134, menten
Yang menyelengparakan urusan pemerntaban di
bidang kelautan atau gubernur dianggap  telah
memberikan konfirmasi kezesuaian ruang lauf.

Ketentuan lebibh lanjut mengenai pendelegasian
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan peraturan menteri YANE
menyelengrarakan wrusan peenntahan di bidang
kelantan.

Paragral 4

Eescsualan Keglatan Pemanfsatan Ruang
Untuk Kegiatan Yang Bersifat Stratepiz Nasional

(L)

(2]

(3]

Pagal 136

Pelaksanaan Kesesvaion  Kepiatan  Pemanfaatan
Fuang untuk kegratan vang bersifal strategls nesionad
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 avat (1)
Taraf e, diberikan untuk:

g, oencEna keglatan Pemuonfaatan Buouang  yang
termuat dalam BETE, BE KAaW, atau B2 KENT; dan

b. rencana kegiatan Pemanfaatan Kuang vang
belum termuat dalam RTE, RZ KAW, dan EZ
KENT.

Feplatan yang Bersifat strateps nasional sebagaimana
dimaakisud pada ayat (1] ditetapkan dengan peraturan
penandang-undangan.

KezesuaiEm Keprlakdn Femanlaztan Ruang
seLiasaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan cizh
Menten dan menten vang menyelenggaralan urusan
pemerintabhan di bidang kelsutan sesuai dengan
kewanangannva,

(4) Kesesugaian | . .
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Kesespaian Kemiatan Pemaniazian FEuang
sebagaimana dirnaksud paaa ayat {1} dimchonkan
oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atan
wali kota.

Pagal 137

Kesesuiman Kepiaten Pemanfaatan Buang  untuk
rencana kegatan Pemanlzatan Euang yarg termnuatl
dalam RTE, RZ EAW, atan BEZ KSNT schagmumana
dimaksud dalam Fasal 136 ayat (1] hurul a,
dilakukan melahii: _

a. Koalirmasi Kezesuaian Keglatzn Pemanfaatan
Ruang; dan

b, Persenjuan Kesesuainn Kegietan Pemanfaatan
Fuang.

Kesezuzian Kegiatan FPemanfaatan Ruang unkuk
rencana kegiatan Femanfaatan Ruanp yang termuat
dalam RTR, EZ KAW, atau RZ KSNT, sebapaimana
ditnaksud dalam Paszal 136 ayat (1) humf a pada
Perairan  Pesisit, wilayah perairan,  dan wilayah
yurscdiksi dilakulan melalun Persetuplan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Foanhmmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Buang
scbagaimana dimaksud pada &svat [1}) hund =a
diberikan  dengan tahapan dan ketentuan
sebapaimana dimaksud Jdalam Pasal 11%, Pazal 1159,
Pasal 120, dan Pasal 121.

Persetujnan Kesestvalan Kepiatan Pemmanfaatan Ruang
sebagamimana dimaksud pada ayat {1} hurui b
dibcnbkan dengen tahapan dan ketentuan
gebasaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 123,
Pazal 124, dan Pasal 128,

Perseturwan BEestsuaan Kegia an Pemanlaatan Buang
Laut scuggaimana dimaksod pads avat (2) dibenkan
dengan tahapan dan ketentuan sebapaimana
dimahsud dzalam Pasal 122, Pasal 126, Pasal 127, dan
Fazal 128,

Pasal 135% . ..



SHE Mo (93625 A

FRESICIFM
RECOUBLIE [NMOOKESHA

-111 -

Pasal 138

(1) Eesesaaian Keépatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang beluom
termuat  dalam RTE, R2 HEAW, dan RZ  KSNT
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat [1)
hurul b, dilakukan melalu Rekamendasi Kesesgaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

i?] Rencana hkewatan Pemanfzatan Ruang scbagaimana
dirnalizud pada ayat (1) dapat juga berapas

4. rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang i atas
tanah Bank Tanah: dan/atan

b.  rencana  kegiatan  Peman/satan  Ruang  di
kawazan ataw i atas lanah yang akan diberikan
hak pepgelolasn untulk keglatan yang bersifat
strategis nasional.

(3] Kegatan Pemanifzatan Buang di atas hak pengelolaan
sebagannana  dirnaksuwd pada ayat (2] mengnceua
letpada rencana induk Zawasan.

(4] Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
rencana kepiatan Pemanlaatan Ryang yang belam
termuat dalam RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT
seblagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1)
huraf b pacda Peraiman Pesisirn, wilayeh perairan, dan
wileyah yurisdiksi, dilakukan melzlol Persetujuan
Kesesuaran Keglatan Penlanfualan Ruang Laut.

Pasal 134

Reknmendasi Kesesuaian Hegiatan Pemanfzatan Ruang
antilk  kégmatan  yang  bersifat | strategis - nasional
sebapaimand  dimaksud dalam  Pasal 135 ayat  |1)
dilaksanalkan dengan tohapan:

a.  prndaftaran;

b, penrarm dokuamen usulan kegiatan Pemanlaatan
Ruang terthadap RTR, RZ2 KAW, dan RZ KSNT, dan

¢. penerbitan Hekomendasi  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang.

Pagal [40 .. .
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Pazal 140

Pendaftaran sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 139
huraf a paling sedikit dilengkapi dengan:

a. koordinat lokasi:

. Kebutuhan loas lahan kegiatan Pemanfaatan
Euang;

informas: peneguasasn tanal;

informasi jenis kepglatan,

rencana jumlah lantal bangunan;

rencana hias lantai bangunan,

dokumen prastudi kelayakan kegiatan
Pemanlaatan Ruang; dan

h. rencana techkus bargunan  dan/atau rencana
mduk kawasan,

Rehonmendasi Kesesualan  Kematan Pemanfaatan
Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional
sebapgaimana dimaksud pada ayat 1) dibenkan
dengan mempertimbanpkan tujuan Penyelengegaraan
Penataan Ruang untuk mewujodkan mang yang
amarn, nyaman, produakiil, dan berkelanjuran.

Eekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang untuk keplatan yang bersifat strategiz aasional
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dibenkan
dengan memperhatikan nerrimbtangan teknis
pertanahan.

Dertimbaigan tekilis perlanahan  sebageimana
Jdimaksud pada ayal (3} terkait lokasi Kegiatan
dilakzanakan oleh kantor pertansahan.

Kantor pertannhan menyempaiksan  perimbangan
tekniz pertcnahan sebagaimana dimakswd  pada
ayat (4} paling lama 10 {sepuluh) Han terhitung sejak
pendaftaran wtau pembayaran pPenerimMasil Iegars
bukan pajak. :

Dalam hal kantor pertanzhan tidak menyampokan
pertimbangan teknis wn fangka  waktu
sebaraimana  dimaksud  pada  avat (3} kanter
vertanshan dimakswd diengpap - telah memberikan
pertimbangan lelnis pertapnahsan.

® o= oan

(7} Berdasarikan . . .
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Berdasarkan Kagian sebagaimana dimeksud pada
ayat (2] dan pertimbangen  teknis  pertanshan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3], Menten
menerbitkan Rekomendasi Kesesualan Kegatan
Pemanfaatan Ruang.

Rekomendasi  Kesesuaian  Keglatan  Pemanfaatan
Ruang sebagamana dimalisug pada ayvar (7, paling
sedikit memuat:

a. lokas kegiatan;

Jenis peruntukan Femanfaatan Ruang,

koefisien dasar banpunan,

koefisien lantal banpunan,

mlormas indikast program Permanfaatan Buang
teckait; dan

1. peravaratan peclakaanean legietan Pemanlaatan
Euvang,

4 oon oo

Pasal 141

Jangka wakiu penerbitan Rekomendasi Kesesuaiarn
Kegiatan Pemmanfaatan Ruang sebagamans dimaksad
dalam Pasal 139 hurul ¢ paling lama 20 {dua puluhb)
Han dihitung sejak pendaftaran atau pembayaran
penernaan negara bukan pajak,

Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan
atau penalakan dalam jangka waktbl sebagaimana
dimaksud pada ayat [1), Menteri dianggap telah
membenkan  Rekomendast  Hesesuaian  Kepiatan
Femaaiaatan Ruang.

Pasal 142

Setelab memperolel: Rekomendas Kesesilaian
Keglatan Memondaatan Buanp untuk keplatan yang
bersifar stratepiz -nasionzl sebagaimana dimaksud
dalam Pazal 141 ayat {1}, pemohon dapac melakitkan
kegiatan Pemanfagtan Ruang.

(2) Kegpatan . . .
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Fegiatan Pemanfaatan Euang sebagaimana dimaksnd
pada ayat {1} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  vang  mengatur
Penzinan Berusaha berbasis risilko.

Paxal 143

Perababan peruntukan dan lungsi serra penggonaan
Eawzasan Hutan untuk kepentingan pembéngunan di
‘uar  kehutanan  berlalu ketentuan  peraturan
perundang-undangan di bidang kehutanan,

FPemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada
Kawasan Hutan fang mengalami perubahan
peruntultan dant fungs: scrta belum dimuat dalam
RTR. raka kegiztan pemanfaatan ang
dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi
Kestsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,

Rekvmendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfatan Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diberikan sesuai
tahapan dan ketentuan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 139 dan Pasal 140,

Bagian Ketiga

Pelaltsanaan Sinkronisasi Program Femanfaaran Ruang

(1}

(2}

Paszal 144

Pelaksanaan sinkronisast program  Pemnanfaaten
Fuang :ebagaimana  dimaksud dalam Pasal 97
hourul b dilaksanakan olch Pomerintah Pusat dan
Pemenntah Dacrah,

Pelaksanaan sinkronisasi  program  Pemanf@atan
Fuang yang dilaksanakan cleh Pemerimiah Pusat
gebagaimana dimaksud pads ayvat {1} dilakukan
terhadap:

f. Rencana Tain Ruang Wilayah Nasional,

. RTR pulaun/kepulavan;
c. ETE K3 . .,
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.  RTR KSN;
d. BZ KAW,; dan
e. ERZ KSNT.

Pelaksanaan sinkronisasi  program  Pemanfaatan
Ruang vang dhlaksanakem oleh Permenntah Dacrah
schagaimana dimaksud pada ayat (1] dilzkuzan
terhadap:

a. rcncana tata ruang willayeh provinsi,
b. rencana tata mang wilayah kabupaten; dan/atau

€. rencana tata ruang walavah kota,

Pelaksanaan zinkronizazi  program  Peppanfaatan
Ruang dilalukan berdasarkan indikasi  program
utama Yang termuaet dalam BETH sebagamans
dimaksud pada ayal {2} nuoal a, huruf b, dan Liucuf
saTta ayat [3). '

Prlakzanaan sinkronisasi  program Pemaﬁfaatﬂn
Ruang dilakukan denpan menyelaraskan indikasi
prograin  utama dengan  pgropgram sektoral  dan

kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan
secora terpadu.

Pasal 145

Sinkronizasi Program Pemantaatan Ruang
menghasilkan dokumen,

a., sinkronizazi program Pemanfaatan Ruang jangla
menengah 5 (lima) ahunan, dan

b, sinkronisas program Permanfaatan Ruang jangha
pencdek 1 (satu) tahunan.

Vokumen sinkronizasl progrem Femanfaatan Buang
gebapamana  dimaksud pada ayat (1) menjadi
masikan untuk penyusunan rencana pombangunan
dan pelaksanaan perninjauan kembali dzlam rzngka
revisl HTR.

Pasal 140 . ..
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Fasal 146

bewentuan  lebith  lanjut  mengenal  pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau
pelaksanaan sinkionisas  proprarn | Pemanfaaten
Euang diatur dengan Peraturan Menter.

Kelenluan lebilk lanjut menpgenai pelaksanaan
Regesuaian Kegatan Pemanizatan Fuang Laad diatar
dengan peraturan menteri yang menyelenggarakat
urusan pemerintahan di bidang kelautan.

BAB IV

FENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

{1}

{2}

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 147

Pengendalian  Pemanfaatan Ruang dilaksanakan
uniuk mendorong tervuwudnya Tata Ruang scsuai
dengant ETH.

Penpendalian Pemanfaatan  Fuang sebagaimana
dimaksud pada ayst (1) dilaksansakan uantuk
mendorong actiap Orang agar:

A, menaatl KTHE yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan roang sesuar dengan RTR; dan

c.  mematohi ketenrwan vang ditetapkan  dalam
persvaratan Kesesvaam Xematan Pemantaatan
LA,

Pasal 148

Fengendaiian Pemanfaatan. Ruang sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 147 dilakukan melalai:

a. penilaian . . .
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penilalan pelaksanasn Hrzesuaian Kepatan
Femanfaatan Ruang dan pernyatean mandin pelalo
UMK

penilaan pervujpadan RTR;
pemberian insentif dan Jisinsentil;
pengenaan sanksi; dan

penyelesaian sengketa Penataan Buang,

Brgian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Kesezuaian Kegiatan Pemanlaatan Ruang
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{1}

Pasal 149
FPenilaian polaksansan Kesesuaian Keglatan
Femanfaatan Ruang dilaksanalian untuk
memaslikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

L. pemendhan  prosediar perolehan Kesesvamn
Eewiatan Pemanfaatan Ruang.

Fenilaian pernyataan mandin yang cibuat oleh pelaku
UME dilaksanakan untuk mnemastikan kebenaran
peryataan mandin vang dibuat oleh pelakn UMK,

Pasal 150
Perinlaian kepatithan pelaktsanaan letentuan
Kesesilalan K glaoan Pemanlaatan Euang

gebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1)
huruf a dilakukan pada periode:

a. sclama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

() Penilaian . . .
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Peniiaian pada periode  sclama pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilalukan untuk memastikan kepatulian
pelaksangan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian
Kewiatan Pemanfaatan Ruang.

Penilalan  pada  periode  selama  pembangunan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bhumul a
dilakukan paling lembal 2 (dua] tahun sejak
diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Penilajan pada periode pasca pembangunan
sebagaimana timaksud pada ayar {1I] huraf b
thlakukan untuk memastikan Kepatouhan  hasi
pembangunan dengan Kelentuan dokumen
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,

Lalam hal hasi] penilaian sebagaimana dimaksud
pacda ayat (3] ditemukan ketidakpatuhan terhadan
ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian
Kegiatan FPemanfzatan RFuang, pelakn  Kepiatan
Permnanlaatan Fuang  dihamiaken melokukan
pCItycSUatan.

Dalam  hal hasd  penilaian pernyataan mandird
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat [2)
ditemukan Ketidaksesunian pormyataan manditl yang
dibuat okl pelaku UMK, dilddoukan pembinaan oleh
Lementerian/lambaoa dan/atau peranglkat daerah.

Dalam hal hasil penilaian sebapaimana  dimaksud
pana ayat (4) ditemulkan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan vang tertuang dalam dokumen Keacsuaian
kKegiatan Pemanfaatan Rusme, dilakukun pergenaan
sanksi  sesnai  denwsn ketentuan  peraturan
perndang-undangan.

Pasal 151

Hasil peniloizih pelaksanaan ketentoon - dalam dokumen
kKesesuaian Kegiatan Pomanfaaton Ruang pada periode
gelama  perabangunan dan  pasca pembangunan
sebagaunana dimaksud dalam  Pagsal 150 dituangkan
dalam enluk teksual dan spasial.

Pa-cal 182 . -.
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Pasal 152

Perulaian  pelaksanaan ketentuan dalam dokumen

lesesus,an Kegatan Pemznfaztan Buang dilakulkan
aleh Menter.

Penilaien pelaksanaan Kelentan dalam dokumen
Kesesualan Kepatan Pz anflaatan Fuan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
didelegazikan kepada gubermur, bupati, atau wali
kota sezuai kewenangannya,

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  pendelegasian
kewenangan sebagaimana chimaksud pada ayar (2]
diatur dengan Peraluran Menter.

Pasal 133

Penilalan pemenuhan proscdur perolehan Kescsuaian
Kegtatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Paszal 149 avat (1) humf b dilaxukan untuk
memastikan  képatuhan  pelaku pembangunay
pemohon  werhadap  wtahapan dan persyaratan
peralehan Kesssuaan Kegatan Pemmanfantan Ruang
acsual dengan  ketentuan  peraturan peruncdang-
undangan,

Kesesuaian Kegatan Prmanifzatan Ruang
sebapainzana dimalksud peda ayat [1) vang diterbitkan
flan/ata: diperoleh denpzr tidak melalui prosedur
vang benar, batal derm bakum.

Kesesuaian Keyiatan Pempanfaatan REuang
sthapammana dunaksud pada ayat (1) yaog tdak
sesual lagl akibat adanya perubahan TRTE - dapat
dibatalkan ~oleh  insiansi  pemerintah  yang
menerbitkan  Kesesualan Kegiatan Femanfaztan
Ruang.

Terhadap kerugian yang dibmbulkan  alabat
pembatalon sebapaimana aimaksiod mada ayat {3,
damat dimintakan ganti kaiugian yeng layak kepada
instonxi pemerintah vang menerbitkan Kesesuaian
Kegiatan Pemaniaatan Ruacg.

(2] Ketentuan .
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(3} Ketentuan lebik lanjut mengenai tata cara pemberian
gantl Keruwiatl vang layak sebagaimana ditmaksud
pada ayat (4] diatur dengan Peraturan Presiden,

Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan penetapan
haszil penilaian pelakzanaan Kesesoaian  Kepatan
Pemmatifaatan Ruang dan pernyataan mandir pelaka UMK
sebapamana dimaksud dalam Pasal 14% sampal dengan
Pazal 153 diatur dengan Peraturan Menten.

Bagian Ketipa

Fenilaian Perwjudan Kencatia Tara Rupng

Pasal 155

Permlaian pervujudan RTE sebataimana dumalksud dalam
Pazad 1948 huaraf b dilakukan dengan penilansn pervuagudan
rencana Struktur Buang dan rencana Pola Ruang.

Pasal 156

(1]  Penilaan petsnaudan réencana Srdkiar Ruang dan
rencana Pola Kuang sebagaimana dimaksud dalam
Pazat 155 dilakuken dengan:

a. peniaian tingkat peregpodan rencana Struktur
Euang, dan _

b.  penilaian tngkat perwujuedan rencana  Pola
Ruang.

{2] Penilaian pervngiudan rencana Srakttur Ruang dan
rencana Pola Huang sebagaimana dimeksud pada

avat {1 dilakivikan terhadap:
B Keseslaan progran;
B Kesesuwian iokasi; dan-

¢, Keleslaian wakiu prelakasraan Kematan
Pemanlaatan BEuang.

(3} Penilalan . . .
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Fenilaan tngkat pesyudan rencana Strulotur
Ruang scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
dlakukan dengan penvandingan — pelaksanaan
program pembangunan pusat-pusat permukiman dan
sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur
Euang.

Penilamian tingkat peowygudan rencana Pola Ruang
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b
dilakukan dengan penyandingan  pelaksanaan
program  pengelolaan  lingkungan,  pembanpunan
berdasarkan Perizinan Beruzaha, dan hak ates tansh
terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal |57

Husil penilaian tingkat peowupudan encans Strukbar
Fuang schapaimana dimmaksud dalam FPasal 156
Ayat |3 bensikan:

a. muatan rencana Strukhar Ruang yang tersmjud;

b, muatan rencana Strokiur Buang vang belum
terwijud; dan

. pelaksanaan program pembangunan yang tidak
sesLAl dengan muatan rencana Strikiur Ruang.

Hazil penillaiar tingkat perswudan rencana Pola

Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pzsal 156
avat {4} berisikan:

[

rauatan rencana Pole Ruang yang teraajud;

B, mavmtan reneana Fola Buang vang  elum
teranliad; dan

¢. pelaksanssn propram osmnbangunan vane tidak

sesyal dengan muatan rencana Pola Buang,

Tinpkat  psrwujddan rencana Straktur . Bulang
sebapaimand - diiraksud pada ayat (1} dan tnglat
perwudan rencana Pola Ruang  sebagannana
dimaksud pada ayat (2) ditvangkan dadam bentul
tekstual dan spasial.

Pasal 135, ..
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Pasal 158

Terhadap haszil penilaian  pelaksanaan Kesesdian
Keglatan Pemanfaatan Ruang sebagaimans dimaksud
dalam Pasal 131 ¢dan hasl penilaian perwiljudan ETE
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 153, dilalkukan
pengendalian implikas: kewilayahan untuk
tergudnya keseimbangan pengembangan wilayah
scbagaimana tertuang dalar RTR.
Pengendalbian imphkasi  kewilayahan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dileksanekan dengan
membatasi:
a. konsentrasi Pemanfaatan Ruany tertentu pada
wilayah tertenty vyang tidak sesuai - dengan
skenano perwujuden ETR; dan

b, dominasi kegatan Pemanfastan Euang tertentu.

Pengendalian  implikasi  kewilayabhan  sebapaimena
dimaksud pada ayat {2) dilakukan pada:

4. zonz kendali: atau

L. zope vang didorong,

Zona kepdali ebapaimana dimaksud pada ayat (3)
huru! & merupakan zona dengan koasentrasi kegiatan
Pemanfaatan Ruang danfataun dominas] Kegiatan
Fecmanfaatan Ruang tertenty vang Gtnzwi  daan
berpotensi melampani dava  dukung dan  daya
tampung,

Zona yang cidorong sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] hurof b merapakan zona dengan konsentrasi
kegiatan Pemanfaatan Busneg dan/atau  dominasi
kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat
rendah yang  perlu ditingkatkan  perwujudannya
sesual dengan RTR.

Facal 1559

Terhadap =zona kendali dan zona vang didorong
sebagaimana dimakzud dalam Pasal 158 ayat {2), dapar
disusun perangkat Pengendalian Pemaniaatan Fuany.

Pasal 154 . . .
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Panal 180

(1} Penilaian perwvujudan ETE dilakukan secars peniodik
dan rerus-mencrus,

(2} Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] dilakokan 1 [sata) kali dalam 5 (lima)
lahun dan dileksanakan 1 [sa) tahun sebehun
peninpaan kemmbali ETE.

(3} Peclaksanaan penlalan persajudan BETR dapat
dilakukan lebih dari 1 |satu) kali dalam & (lima) tahun
dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat

sfrategls nasional vang <ditetapkan dengan peraturan
prerundang-unidangan.

Pasal 161

Fentilaian perwojudan ETE dilakukan oleh Pemenintah
Pusat dan  Pemenntah  Daerah  sesua dengan
kewenanganiya.

Pagal 152

Ketenluan lehih lanul menpenal tala cara  penilaian
perwiyudan RTR sebapaimana dimaksud dalam Pasal 155
sampal dengan PFasal 161 diatur denpgan  Peraturan
Meniteri.

Bagan Keetmpat
Pemberian Inaentif dan Chsinseneil

Parapraf 1
Umumn

Pasadl 163

Pemberian inzentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 huwul ¢ diselenggarakan untuk:

a. menmmgkatkan . _ .
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menimgkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuad
derigan RTR;

memifasilitasi kegiatan Pemanfaatan Roang agar
zejalan dengan RTR, dan

meninglarian Leemitraan semua pemangku
kepentiongan dalam rangka Pemanfeatan Buang veng
sejalan dengsn KTE.

Pasal 164

Insentif dan disinsentif dapat  dibenkan  kepada
pelaku kegatan Pemanieatan Euang untuk
mendukung pervuyjudan RTR.

Pemberian insentid dan  disinsendf sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan untgk:

a. menindaklanjut pengendalian implikasi

kewilayvaban pada zona kendali atau zoma vang
didorong; ataw

b. menindaklaniub  implikasi  kebyakan atan
rencana strategis nasonal.

Paragraf 2

Bentuik dan Tata Cara Permmberian Insentif

i1]

{2}

Fasal 165

Insentd merupakan perangkat uantuk mewnotivasi,
mendorong,  memberikan  daya  tank, danfatau
memkberiltan percepalan terhadap kegiatan
Pemanlaxatan Ruang vang memiliko nil=1 tambah pada
gona yang perid didorong pengembangannya.

Insennl sebagaimana dimaksad pada ayar (1) dapat
b vipa:

a. msentil fiskal; danfatan

b, insentil nonfiskal.

Pagal 165, . .
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Pasal 166

[nsentil  fiskal sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 165 ayat [2) haruf a dapai berupa pemberian
keringanan pajak, retnbusi, dan/atau penerimaan
negara bukan pajak.

Permberian  1insenti? fizkal sebagrimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Insentif nonfliskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165
ayat (2] huruf b dapat benapa:

A EDEE

= i

{L}

(2}

premberian kompensasi;
gubagicli;

imbalan;

sewd ruang,

urun saham;

fasilitasi Fersctujuan Kesesuaiaty Kegiatan
Pemanfaatan Buang,

penyediaan prasarana dan sarana;
penghargaan; danfatau
publikasi ataw promaosi,

Pasal 168
[nsenti] dapat diberikan olely:

a. Pecmerintah Pusat kepade Pemerintak Daerah:

b. Femernntah Dactah kepada Pemerintah Daerah
fainnsa; dan

¢, Pemesintah Pusat danfatau Pemerinctah Daeraly
keepada Masyarakalt.

insentil- dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Dragrsh sehagaimana dimaksud pada avat (1) hunul a
dapat benipa:

a. subsidi . _ .



Sk Ma (093040 A

=T~

£.

S

PRESIDER
REPUBLIE INBOMESIA

- 126 -

subsidil;

penyediaan prasarana daty sarana di dacrah;
remberian Rompensasi;

penghargaan; dan/atau

pubhkasi ataw promos dacrah.

[} Insentf dan Perrermtah Daerah kepada Pemerinigh
Dacrah lainnya scbagammana dimakszud pade ayvat {1)
huruf b dapat berupa:

a.
b.
<,
d.

pemberian kompensasi;
pemberian penvediaan prasarana dan sarana;

pengh4rgaan; danfatan
pubiikasi atau promosi daerah.

(4} [nsentf dari Pemerintabh Pusat dan/atau Pemenntah
Dagrah kepadea Masyarakat sebapaimana dimaksud
peada ayar (1} huruf ¢ dapat berupa:

e

" e pS g

permbenan kennpanan pajak danfatau retpbusi;
subsidi;

pembenan kompensasi;

imbalan,

SEWA Mlang,

urum saham;

lasilitasn  Persctujuan  Kesesvaian  Kegiatan
Pemaniaatan Ruarg;

nenvediaan praserane dan sarana;
penghargaan; dan/atau
publikas atay proinas,

Pasal 169

Jems, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan
pajuk, retobusi, dan/atau penerimaan nepara bukan pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal iG6 ayat (1) paling
sedikit mempertimbanglan:

a, jemnus . . .
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Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;

tingkat kerentanan atau kelerlanjutan kawasan atau
bangunan; dan

nia tambah kawasan.

Pazal 170

Pemberian kampensasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 167 harul & merupakan perangkat balas jasa
kepada Masyaraltat silas penyedisan  prasarana,
fasahitag publik tertentu, danfatau raang terbuka
publik yang melebnhi ketentuan minima! vang
dipersyaratkan.

Bentuk, hesaran, dJdan  mekanisme  pemberian
kompensasl pahng sedikit memperiimoanpgkan:

&-  jems Kepitan Pemanfaatan Ruang;

B, rilal pasa yang dibenkan; dan

t.  kebutuhan penerima kompensasi.

Fa=zal 171

Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
byraf b merupakan bantwean Onansial danfatan
nonfinansial atas dukungan terhadap perwujudan
komponen ruang tertentu yang diprioritaskan atau
rehabilitast kawasan pasca bencana alam.

Bentuk, bezaran, dan mekanisme subsidi paling
zedikit nlempertimbangkan:

a. sksela kepentingan;

b, dampak program pembangunan pricritas;

c. Lkapasitos kelembapaan; dan

d kebutuhan penerima subsidi.

Pasal 1772

Imbalan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 167
ouruf © merupakan peranghkat belas jasa terhadap
kegiatan Femanfaatan Ruang yvang membenkan nilad
tamkbah pada jasa lingkungen.

Besaran dann mekanisme 1mbalan paling  sedikat
menpertimbanghan;

H JELUS ...
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Jenis Regmatan Pemnanfaatan Ruang:
kebutuhan penerima imbalan,

mlzl rtambah terhadap jasa Engkungan; dan
biava upaya pelestarian lingkungan hidup.

e nom

Pasal 172

Sewa ruang sebapaimana dimaksud dalam Pasal 167
horml d menipakan penyvewaan tangh dan/atau
rdang milk regara  danfatay deesrgh kepada
Masyarakat denpgan taril di bawsh harga normal
dalam jangka waktu Lerteniu.

Besaran dan mekuenisme stwa ruang paling sedikit
mempertimbangkan:

a. i:er.ingl-:atan nilai kemanlaatan roang;

biaya dan manfaat;

ketersediaan sumber daye;

kapasitas kelembagaan,; dan

kebutuhan penerima.

g0 R e T

Pazal 174

Urun saham scbagaimana dimaksud delam Pasal 167
huruf = merupakan penyerfaan saham  oleh
FPemerintzh Pusat danfaiau  Pemerintah Daerah
untuk pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang di
lokasi tertenil.

Bezaran dan meckanisme urun saham paling sedikit
rempertimbangkan:

#. nilai strategis  kegiatan  Pematfaatan Buang
terhadap peng=mbangan wilayaeh dan kawasan;
nilai aset dan peluanp pengembangan;

hiaya dan manfaat;

kapasitas kelembagaan; dan

kebutuhan penerima.

T BT

Pasal 175 . ..
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Pazal 175

Fasilitasi Pergetiluan Kesesyaian Regiatan
Pemanfoatan Euang sebagaimand dimaksud dalam
Pasal 167 humal T <i Perairan  Pesimir, wilayah
perairenl, dan wilayvah yunsdikar dibenlean oleh
Pemenntah Pusat kepada Masyarakatr Tradisional dan
Masyarakat Lokal yanp melakukan FPemanfaatan
Rrang Laut untuk pemenuhan kebutuhan  hidup
sehari-hari.

Masvarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal
sehagaumans dimalcsud pada  ayat (1) harus
mecmenuhi kntena:

a. bermata pencaharian pokok sebagal nelayzn
dengan  alat penangkapan  ikan  statis,
pembudidaya ikan atan petambak  param;
dan/atan

L meaghasilian procuks: alau memiliks
penghanilan tidak lehih dan mila: cata-rata upah

| mimmum provinsi,
Selain memenuhi  kriteria  sebagaimana dimaksud
pada ayat (2], untuk pembudidaya ikan dan
petambak garam, wajib berdomisili di wilayah pesisiy
dan/atan pulate-prlau kecil paling singlatl 5 (lina)
tehun bepirdt-lurue atag paling simgkat 10 (zepuhub)

tahun tidal Lerrurat-tueat.

Masvarakat Tradisicnal dan Muasyarakat Lokal yvang
memperclehh  fasilitasi  Persetujuan  Kesesuaian
Kegiatann' Pemanfactan FRuang Laut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diusalkan oleh bupati/wali
L Ll F)

Usulan  sebapaumana  chmaksud pada ayat (4
dilakilkan berdasarkan hasil wdentifikasi Masyarakat
Tradisional dan Masyarakat Lokal yang disampalkan
aleh lerah fkepala desa snelahu camat.

Fasilitas -Perseiu]isn ke sesuaan Kegiatan
Pernanlaatan Ruang  Lawt  untuk  Masyarakat
Tradisional dan ~ Masvarakat Lokal sebapgaimana
dimuksud pada ayat [} dilaksanakan untuk kegiatan:

a. perikanan . . .
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a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan
ikan statis;
b. penkanan budidayz menetap;
£, pergaraIman;
d. wisata bahati; dan/atan

¢, pernnukdman di atas alr

Fasilitas: Persetujuan Fescslaran Kcgiatan
Pemanfzatan Ruang Lawn veng dilakukan di dalam
rawasan Konservasi di Lawe dilaksanakan sesuai
dengan ketenluan peraturan perundang-undangan.

Pazal 176

Penyediaan prasarana dan sarana  schagsimana
dimaksud dalam Pasal 167 hurua! g merupakan
bantuan pembangianan prasarana dan sarana untuk
mendorong  pengembangan  wilavah dan  kawasan
sesuai dengan RTR.

Bentuk ‘dan mekanisme penyediaan prasarana dan
sarana pading scdikit mempertimbangkan:

a, kebutuban jenis prasarana dan sarana;
b. ketersediaan suraber daya; dan

c. kemitraaan

Pusal 177

Perabensr  penghargaan  selagaimana  dimaksud
dajlam Pasal 16Y hurul |© menipakan pengakuan
terhadap kinerja Penyelengzaraan Penatasn Ruang
vang- herknalitas dan/ataw pearisioasi Masyarakar
dalam perwujudan RTR.

Hentuk penghatiaan paling sedikit
mempertimbangkan:

a. kebutuhan penerima; dan

b. nilai menlsa;.

Pasgsal 178 . . .
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Pasal 178

Publikasi atanu promosi sebegaimana dimaksud dalam
Fasal 167 hurul i merupakan renvebarldasan
informasi terlkait kegigtan ataun kawasan proonias
inelalui media cetak, media elcktrenils, manpun media
lainnya.

Bentuk publikasi ataw promosi  paling  sedikic
mempertihnbangkan:

a. jeniz keyiatan Pemanfaatan Buaang,

r. lokasi kegilatan; dan

c. keberdayagunaan dan keterhasilgunaan.

Paragral 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinasntil

{1}

(2]

{1}

V2]

Pasal 179

Trainsentil merupakan perangkat. untuk mencegah
dan/ataw tnemberikan batasan terhadap kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang ssjelan dengan RTR dalam
hal berpotensi melampani dayva dukung dan daya
tarnpung linglungan.

Dhsinsentil  sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat berups.

a, disinsentif fiskal; dan/atau

b, disinsentif norhskeal

Pazal 180
Disinsenul fiskal sebapaimana dimaksud dalam Pazal
179 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajuk
dan/atau retribus yang tnggl
Pernberian disinsentit’ fiskal sebagaimans - dimaksud

pada avat (1] dilaksarakan sespai dengan ketentuat
peraturan perundang-undangan.

Pazal 181 ...
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Paszal 181

Disinsentil  nonfiskal scbagaimana dimalksud dalam
Pazal 179 ayal (2} huraf b dapat berupa:

a.
b

(1)

<]

13}

(4]

kewajiban memtbrer Kompensasi atau imbawan,

pembatasan penyediaan  prasarana  dan  sarana;
dan/atan

pemberian status tertant.

Pasal 182

Dizinsentif dapat diberikan olely:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
leinnya, dan .

. Pemerintah Pusat danfatau Pemenntah Dasrah
kepada Masyarakac.

Disinsentif dari Pemmerintzh Pusat kepada Pemerintah
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horul a
dapat dilerikan dalam beptuk:

a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di
daerah; dan/fatau '

b. pembenan status terienty.

Disinsentil dari  Pemerintain Traerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurof b dapat berupa pembatasan
penyedisan pragarana dan sarana.

Dizinsentif dar Pemenmtah  Pusat  dan/atauw
Pernerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada avat (1) hurul ¢ dapat berupa:

a.  peneenaan pajak dan/atan retribusi yang tingg;

. kewajiban memberi kompensasi alau onbalan;
dan fatau

c. pembatasan penyediiann peasalana dan sarana.

Fazal 183 _ . .



SK No 1t A

(1]

(2)

in

(<)

{1}

f T
WY

PRESIDEN
REPUBL.IK IMOOKNE S1A

- 133 -

Pagal 183
Pengrnaan pajak dan/fatau retribusi yang  tinggl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat [4)
hurui a dapat diberikan kepada pelakn kegiatan
Pemnanfaatan Kuang pada kawasen yang mermliki
gilai  ekonomi  tingg  yang  hampir  atau  telah
melarnpaui  daya dukung dan  daye  tampung
lmgkungan,
Jenis, besaran, dan mekanisme pengenaan pajak
dan/atan  retripusi  yang  ringgl  sebagamana
dimaksua pada ayat (i) paling  sedikit
matmperfimbangkan:
a.  pelaku Kegiarain,
b.  jenis kegintan Pemanlaaran kuang;

c. tingkat kercntanan atau keberlanjutan kawasan
atau bangunan; dan

d. elektivitas dampak pemberian pengenaan pajak
danfatan retribus, yang tingg.

Paxal 184

Kewajiban membend  kompensasi  atan imbalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat [4)
hurul b merupakan kewajiban memberikan ganti
kerugian terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat
dampak oegatil Pemanfaatan Ruang.

EBentuk, besaran, dan mekanisine kewajiban membern
kompensasi atan imbalan sebagaimanz  dimaksud
pada ayat {1} valing sedikit mempertimbangkan:

a. dampal yang ditimbulkan, dan

b. kebutuban penerime kompensasi atan imbalan.

Pasal 185

Pembatasan penyedisan  prasarana  dan sarana
sebasmimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4)
lnwuf ¢ merupakan pembalasan penyediaan jaringan
transportasi beserta sarana perdukungnya dan/atau
prazarang  dan sarana  lannya  pada  kKawasan
tertenitu, '

{2) Bentuk . ..
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Beatuk dan mekanisme pembatasean  penyediaan
prasarana® dan sarana sebagaimana dimaksud pads
ayat |1} pahng sedikit memperiimbarghan:

a. keberdayagunaan dan keberhasilpunaan
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
dan

I, stander pelayanan.

Pasal 146

Pemberian status tertentu sebapaimana dimaksud
dalam Fasal 182 ayat 3] huruof b merupakat
pelekatarn predikal atad Peteranean tertentu pada
kawasan rawan bencana denfataw Pemenntah
Daerahh  yang memiiki kinenpa Penyelengzaraan
Penataan Ruang rendah. '

Femberian status tertentu =ebapgaimana dirmaksnd
pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan.

a. hasil kajan danjfatau  kejadian  bencana;
dat fatan

. hasil penilaan kinega Penyelsnggaraan lenataan
Euang.

Faza) 187

Ketzntuan lebib lanjut mengenai insentif nonfiskal
gebagaimansa  dimoksud dalam Pazsl 167 dan
dizsinsentif nonfiskal sebagaimans dimaksud dalam
FPasal 182 diatur dengan Peraturan Menteri dan
peraturan menteri yang menyelenggaralan urusan
pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan
kewenangannya.

Permberian insenuf nonfiskal dan disingentif nonfiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan aleh
menterifkepala  lembaga vang  menyelenggarakan
arusan pemerintaban di bidacg yang terkait dengan
insentif dan disinsentil yang diberikan,

Eagian . .
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Baman Kelim#
Fengenaan Sanksi

Faragraf 1
Llmum

Fazal 183

Pengenaan sanksi  sebagaimana dimaksud  dalam
Pasal 148 hurul d difakukan melalui sanks: admimistratil.

{1}

(<]

i3

(4]

=)

Pasal 159

Sankst administratil sebapaimana duraksud delam
Paszal 185 dikenakan kepada setiap Orang yang tidalkk
menaati RTR  yang tclah  ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan lungsi ruang.

Pemeriksaan peribahan funpgsi ruang sebagmmana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalor audit Tata
Fuang.

Dalam hal tordapat serubahan hngst veog Laut,
pemenksaan fungsi ruang Laal dileksenakzn oleh
menteri yang menyelengearakan Iaan
pemetintaban di bidang kelautan,

Audit Tata Fuang sebagairmana dimaksud pada ayat
2] dilakukan oleh Pemermtah Pusal, Pemerintah
Daerah PLOVIIS, dan FPemerintah Dagrah
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Hasil andit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada

avat {2) ditetapkan dengan:

@, Kepubusan Menteri untuk hasil audit Tata Ruang
rang dilakulkan oleh Pemetineah Piisat,

b.  kepurasan guberrmar untuk hasil avdit Tata
Ruang yvang dilakukan oleh Pemetintah Daerah
Provinsl; dtau

c. Feputusan bupatifwall kota unmk hasil audit

Tata Ruang wvang dilzskukan oleh Pemenntah
Dasrah kabupaten/loota.

&) Dalam _ . .
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Calam pelakssneen avdit Tata Ruang, tim audif Tata
Ruang dapat dibantu oleh penyidilc pegawai negeri
sipil penetaan ruang dan ahl  lainnya  sesuai
Hetubuhan.

Ketentuan lebah lamput mengenan avcict Tata Fuang
scbagarrmana dimaksud pada avat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri dan peczturan menteri yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan sesudi dengan kewenangannya.

Pasal 194

Sanksl administratif sebagaunana dimaksud dalan
Pasal 188 dikenakon juga kepada Crang vang tdak
mernatuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalan RTR.
Banksi admipisteatif sebagaimana dimaksud pada
gyvat (1] aapat langsung dikenakan tanpa melalui
prases audit Tata Buang.

Faszal 191

Ferbuatan tidak menaati KTR yang t=lah dit=tapkan yang
mengakibatkan perubashan fuanpgsi rang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15% ayat [1} dan tidak memaiuhi
ketentuan Pemanfastan Buang dalam ETHE sebagaimaina
dimaksud dalam Pasal 190 avat (1) meliput:

d.

b

i1

Pemanfaztan Ruanpg yang tidak memulik Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atan

Perpnapfaatan Ruang yang tidal: memaiuhi ketentuan
dalam rouwatan Kesesnaian Kegiatan Pemanflaatan
Frlang.

Fasal 192

Selaun perbunilen schagaimana dimaksud delam Pasa
191, sanksi zsdmiristratil dapat dikenakan Kepada
setiap  Orang vang menghalangr akses terhadap
Kawasan yvang olch ketentuan peraturan perundang-
undanpan dinyatakan sebapal milik umum.

[Ej Perbuatan . - .
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Perbuatan manghelang akssy acbhagaimana dimaksusd
pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara
SeMentara Maupun perrnanen.

Dalarmn hal Pemanfaatan Ruang  Laut, sanks
administratil dikenakan terl:adap:

a.

pengeunaan dokumen Persctujran Kesssuaian
Kematan Pemanfaatan Ruang Laut  atau
konfirmasi kesesnaion rueng laut yang tidak seh;

tindalcan tidak melaporkean pendinan dan/fatau
penempatan bangunan dan instalazi di Laat

kepada meateri yang menyelenggarakan urisen
pemenntahan di bidang kelautac,;

tindakan bdaok menyampaikan laporan teroubis
sccara berkain settap 1 Isatu) tahun sekeli
kepada menter] yang menyelenpgarakall Urasan
pemevintaban di bidang kelautan:

relaksanaan Persctujusn Kosesuaian Kegiatan
Pemanfastan Ruang Lewt yvang tidak scsual
dengan ETR, RZ KAW, dan/ateun RE KSNT:
daty/atan

pelaksanaan Persetujuan Kesesusizn Keglatan
Pemanfzatan Ruang Laut yang inenpggangsl
mnlang penghidupan dan akses nelayan .m:sl
nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil,

Paszal 193

Fengenzan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

a.

™

SK No 93651 A

hasil penilaian pelaksanaan kelentuan Kescsuaian
Kematan Pemanfastan Ruang;

hasil Pengayasan Penataan Buang;
has=il audit Tora Ruang; Jen/atau
pengaduan pelanpgaran Pemanfaatan Ruasg

Paszal |94 . .,
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Pasal 154

Fengenaan sanksi  adininistracf  dilakokan  olek
Fermerintah Puszat dan Pemernntalh Dacralh sesual
dengan kewenangannya.

Dalam hal bupsadfwall kota tidak melalksanakan
PENZenAann sanksl administratil  sebapaimana
dirmaksud pada ayat (1) dalam janghks waktu 2 (dua)
bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi
admimstratil, gubernuz mengamil alih penEenasan
sankst administratif vang tdak dilaksanakan olch
bupati/wali kota.

Dalam hal gubermur tidak melaksanakan pengenaan
sanksi administralil scbagaimana dimaksud pads
ayat (2] dalam jangka waktu 4 (empat] bulan zetelah
adanya peénstapan pengenaan sanksi admipeistratif
olelh  bupat/wali- kota, Menteri mengambil alih
pengenaan  sanksi administrabf o yanp ddak
dilaksanakan oleh gubheprmar,

Paragral 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratil

[1}

Pasal 195

Sanksi edministranl sebagatmana dimaksuod da]ﬂ.ﬂ.'l
Paral 188 bemya:

a. peringatan tertulis;

Ir.  Aetula administeatif;

[ penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian sementara pelayanan Jmom;

= penutupan lokasi;

{

pernicabutan Kesesuaian Kegiatan Pomanfaatan
Ruang;

g  pembeatalan Kescoaalan Hegiatan Pemanfaatan
Ruang;

h. pewnbongkaran . - .
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h. pembongkaran bangunan; dan/atay
t.  pemulihan fungsi ruang.

Penpenaan  sank=l  admimistratl sebagaamana
dimaksud pada ayat (1} disertal dengan tanoa
pemberitahuarn welanggaran Pemanfaatan Ruang.

Sanksi adminisrratil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dapat disertai denpan upays paksa aolsh
Pemerintah Pusat dan/alan Pemenintel Daerall.

Pengenaan  sanksi  administeatd  dapar  dilaloakat
melalini  koordimast  dengan kementenan/lambaga

dan/atav perangkat dacroh stsuml dengan
kewenangannya,

Pasal 196

Sanksi admunistratif erhadap pelangparan Perantaaton
Ruang dikenekan berdasarkan kritena:

&,

b

hegar alag kecillnya dampak vang ditiinbulkan akibat
prlangeparan Pemanfaatan Ruang:

wlai mantaat pengenaan ssnksi yang diberikan
tethadap Pemanfaatan Ruang; dan/atan

kerirrian publik yang dinmbuiken akibat pelangearan
Pematifaatan Buane.

Fasal 197

Pengenaan sanksi admimistrati{ scbagaimana dimalksud
dalam Fasal 195 dilcksanakan melalui ewhapan:

a.
b.

p I S = S e

pelakranaan inventarisasi kasos,

pengumpulan dan pendmanm:{ maresi, dara, dan
mformasy,

petrasunan Rajien tekais dan Kajon hukum,;
peteapan Gndakan sanks,

penyelengpenraan oum wosiahsas:; dan

penErnAsn sHnksi administeatif,

Pasal 108 |
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Paszal 148

Periugatan termalis sebagaimana dimaksud  dalam
Pasa 195 ayal (1) huraf a  dilakukan melalui
penerbitan sural penngatan tertuhs dan pejabat yang
berwenang.

Surat peringatan  tertulis sebagaimana Jdimaksud

pada ayat 1) memust:

a  rincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;

L. Kewajiban unituk menyesuaikan  keglatan
Pemanfaatan Buang dengan RTH dan ketentuan
ternis Pemanfaatan Buang; Jdan

c. tndakan pengenaan sanksi yang akan dibenkan

apabila tidak melaksanakan kewajiban
sebagnimana dimaksud pacda hurul b,

Surat  peringaten tertilis zebagaimana dimaksud
pada ayat (1} diberitan paline banyak 3 {tiga) Lal.

Dalam hal swrat pernnpatan tertalis  sebagarmana
dimaksud pada avat 3] diabmkan, pejabat yang
berwenang mclakukan tindakan berupa pengensan
sonksl sebagaimana dimaksud dalsm Pasal 195
ayat {1} hurui b sampai decagan huraf i 2esuail dengan
kewenangannya.

Paagal 1G9

Denda admimistetif schagumana dmaksad dalam
Pasal 195 azat (1) hural b dapat dikenakan secara
tersendiri atau bersamz-sama denpan pengenaan
senksi adminiateatl laineya. '

Penghitungan  denda administradl sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilakukan dengan
mempertimbangkan:

a. nildl jual ohjek pagak;

luas lahan dan luas bangunan;

indeks kawrasan; dan/atau

besar atau kectlnya dampak yang ditimbulken.

o & oo

(3} Denda . ..
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(3] Denda sdmumstratif dapat berupa denda progresif
yanz disyaratkan sampal  pelangear  memenuhi
Letentuan dalam sanksi administratis lainigya.

{4} Bentuk dan cara penghitungan denda adminiseatif
sebagmmana dimaksud pada ayat {2} diatur lebih
lagut dalam peraturan kepala dacrah.

Pasal 200

Pencabutan Kesesuaian Kepiatan Pemanfaatan Fuang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huraf
dilakukan diadam hal pelaksannan kegiolon Pernanfastan
Ruang tdak =sesuai dengan Keseaugaian Kegiatan
Femanflaatan Buang.

Pasal 201

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanlaatar Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 avat {1} hhaaf g
dilakukan dalam ha! Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang tidak diperclen denpan prosedur yang benar.

Pasal 202

(1} Pemubhan funpsl ruang sebazmmana dimaksud
dalam Pasal 1935 ayat (1} huruf | merupakan upaya
uniuk merehabilitazi mang apar drpat kembali sesuai
dengan fangsh vang ditetapkan dalam RTR.

2] Pemuliban Mungst ruang sebapaamana dimaksud pads
ayat (1) wagih dilakukan spabila terbukti adanys
perubahan  funge! ruang yang diskibatkan  oleh
Pemanfaatan Ruang yang ddak sesuai dengan RTR.

{3} Permulihan fungsi muang sebagamana dimaksud pada
avat {2} menjadi tanpgung jawabk pikak vang
melangpar.

{4 Biavya permulihan fungsi  raang  sebagaimana
dimak=ud pada ayat {3) dapat berasal dari denda
admuinistratil.

(3] Dalam . . .
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I Dalam hal pihak yvang melangar dinilai tidalk: mampu
membiayal  Kegliatan pemadlihan fngsl maeng
schagaimana dimaksud pada ayat (3], Pemenntah
Fusat atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan
penetapan pengadilan agar pemuliban ddakukan cleh
Pemerintah Pusat atau Pemenintal Daerah dengan
pengenazan disinsentif pada pihak yang melanggar.

Fasal 205

{1} Pemenntah Pusat, Pemenntah Dacrah provinsi, dan
Pemenintah Daerah kabupaten/kota menyediakan
basis data pengenaan sanksi administralf sebagzi
bagian dari pengembangan Lasis data dan informasi
digital bidang Penafaan Ruang

(2) Basm data dan mlormasi digital badang Fenataan
Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan schagai =alah satu acuan dalam prosca
penimauan kemball dan/atau revisi RTR.

Pasal 204

(1] Revisi RTR achagaimeana dimaksud dalam Pasal 94
avat (2] hurmd b oridak  dimaksudkan unok
pernvtibian,

12} Pemutihon sebagammana dimaksud pada avat (1]
mesupakan tindakan mengahomedasi pelanggaran
Pemanlaatsn Ruang dalam revizi RTR tanpa terlebih
dahuln  mengenakan  sacksi  kepada  pelaku
pelangparan Pemaniaatan Raang.

(3} Dalam hal Pemernntah Daerah terbultt melalkukan
pemutithan achagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus,

Pasal 204G

Ketentuan lehih lanut mengeas! tata cora pengcnaan
sarksi adrinistratif bidanp Penawan Buang diatur dengan
Peraturan Menten dan perzturan menten  vang
menyelengparakan  umsan  pemerintahan  di bidang
kelavan sesuai dengan Kewenangannya,

Bagian . . .



Sk Mo (K505T &

(1]

12]

(]

{1}

{2}

[}

{4}

2
%bﬂ
PRF % IDEN
REFUBLLE INDOMESIA

- 143 -

Bagian Keeaam
Sengketa Penataan Ruang

Pasal 206

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisiban
antarpecmangky  kepentingan dalam  Pelaksanaan
Penataan Eucnp,

Antarpemangku Kepentingan schbagaimeana dimaksud
pada ayat (1} yaill antarorang perseorangan, antara
Pemerintah Fusat  dann Pomenntah  lhaerah,
antarPermnenniah Daerah, antara Pemerintal Pusat
dan/ata Pemenntah Bracrah dan Masyarakar,

Penysitaatan scnghketa Penataan Rueng sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada tahap pergams
divpayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk
mufakart,

Pasal 207

Dalatn  hal penyelesaian  senghketa  szbapairnnoa
chimnaksud dalam Pasal 206 ayat [3) tidak diperolsh
kesespakatan, para pihak dapat menempiuy upava
penyelesaian sengketa melalui pengadilan ataw di luar
peigadilan  sesual  dengan  Welentuan  pératuran
perundanz-undangan.

Peryeicstran  acngketa Penatzan Ruanpg di  lpar
pengadilan scbagaimana dimaksud pada ayar (1)
dilakukan melahn negoziasi, mediasi, dan/atan
konsiliasi,

Negosiasi selaapaimara  dimaksud  pada avat  [2)
merupakan upayna penyelesaian senplketn antaredgs
belah pihak yang hersenpketa.

Mediazi  sebapaimana dimaksud pada arac {2
merupakan  upaya penyelesmian  sengketa  yang
melibathan pmhak ketign  sebagai mediator yang
mengoordinasikan pihak yang berssncketa,

(5) Konsiliasi . . .
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(71 Eensiliasi se¢bagaimana dimaksud pada avat (%)
merupakan upaya penyelesaian  sengleta  vang
melibatkan pithak ketipa untuk menawarkzn solusi
unmk disepakati meh pihak yvang bersengketa.

(6} Ketentuan lehik lanjut mengenzi penyelesaian
sengketa Penataan Ruang dietur dengan Peraturan
Menrap.

Pazal 2C8

Dulamn hal sengketa Penatazn Ruang terjadi akibat ardanya
perbedaan kebiiakan pengaturan anlartingkatan
pémenntah,  para Pemangku  Kepentngan — dapat
mengajukan  fasilitasi  penyelesaian  kepada Forum
Penataan Fuang.

BABV
FENGAWASAN FEMATAAN RUANG

Bagan Eesatu

Umim

Paszal 20
Fengawasan Penataan Ruang dizsslenggaalen untuk;

a.  menjamit  lercapainya  tujuan  Penyelenggaraan
Penzlaan Fuang,

e, menjamit terlaksansnya penegakan hulkum hidang
Penataan Ruang; dan

c.  meningkatkan xuaiitas Penyelenggaraan Penataan
Fuang.

Pasal 210, . .
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Faszal 210

Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan
pemantauan, svaluasi, dan pelaporan.

Pemantavan sebhagaimana dimaksud pada ayval [1)
merupakan hegiatan PCRRa&mAtan terhadap
Penvelengparaan Penataan Roang secara langsung,
udak lanpsung, dan/atau berdazarlkan informasi dari
Masyarakat,

Evaluasi sebagaimang dimeksad pada  ayat (1)
merapakan  Kegiaten  penulaian  terbadap  topket
pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang sécara
terukay dan ekl

Pelaporan  sebagurmani dimaksud pada avat (1)
merupakan keguatan penyampauian hasil cvaluast,

Pasal 211

Pengawasan Fenataan Ruang sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 210 dilakulkan secara berkala setiap 2 (dua)
tahun sejak BTR ditetapkan,

Bapian Hedaa

Lingkup Pengawaran Penatzan Roang

(L

Pazal 212

Fengawasan Penatanil Ruang dilakukan terhadep
kinerys:

a, Pengaturan Penatazss Euang,  Pembinaan

Penatsen Ruanpg, danrr FPelaksanaan Penataan
Euzng;

B, fungs dan manizat Penyelenpgaraan Penataan

Euang;, dan

c.  pemenuhan standar pelayanan bidang Penatnan

Ruang dan standar teknis Penataan Ruang
Keawasan.

12} Pengawasan | - .
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Pengawasan Penataan Ruang  Laut  dilakukan
terhadap Pemanlaatan Ruang Laot.

Pasal 213

Standar  peleyanan  bidung  Penataan Ruang
sebapmimana dim=%sud dzlam Pasal 212 avac (1)
hurwl ¢ meliputy aspek:

#. Perencanaan Tata Ruang;
k. Femanfaatan Ruang; dan
c. Pengendalian Pemanfastan Ruang.

Standar pelayanen bidang Penatasn Ruang dalam
aspek  Pergticanaan Tata Ruang scbagaimana
thinaltzud pada =zyat {1} huaraf a paling sedikiz
meneakup Konsultasi Pablik dalam penyuzunan RTR
dan proses persetujuan substansi.

Standar pelayanan® bidang Penatasan Ruang Jdalam
aspek Pemaniaatan Ruang. sebagaimane dimaksud
pada ayac (1) hural b paling sedikit mencakup:

a. penyediaan dan penyebarluasan informasi BRTR;

. Kesesuwaran Kegatan Pemanfaatan Ruang; dan
¢, pemenuhan muang terbuka hijau publile.

Standar pelavanan bidang Penaraan Rugng dalam
aspck Pengendalian Ponanfaatan Ruang sebagaimane
dimaksud pada avat (1) hura! o palinog  seaikit
mencakup pengaduan pelanggaran  Pemanfaatan
Ruang.

Pazal 214

dtandar pelayanan  bidang  Penataan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 avat (1)
hurni ¢ mencakup standar  pelavanan  bidang
Fenataan Ruang provinsi dan standar pelayanan
bidang Penataan Buarp kabupaten fkata.

Kerentuan lebih lanjui mengenai standar pelayanan
bidang Penataan Rusng diatur dengan Peraturan
Menteyi.

FMa=al 215 _ _ .
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Pazal 2153

Swandar  tekniz  Penataan Ruang Kawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 avat (1)
hurof ¢ mergpakan ketentuan teknis yvang
menunjukkar.  peryuyudan  kinerja  fungsi  =uatu
Kawagan yang sesua peruntukan,

Standar  teknis  Penalaan Fuang  Kawasan
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Ketentuan  spasial dalam  penpgembaogan kegiatan
selktor di suatu Kawasan,

Kinerja fungs! suatu Kawasan sebagrmana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kondisi yang diinginkan
atal dituju dalam penpembangan Kawasan.

Standar =Ens Frrataan Fuang Fawasan
sebagamana dimaksud pada ayat (1) dituwangkan
dalarn bentuk daftar penksa,

Ketepbuan  letnh langut menpened standar  icknis
Yenataan Fuang Kawasan diatar dengan Peraturan
Menter.

Pasal 216

Menrer, menlern yang menyclenggarakan  urusan
pemerintanan di bidanz kelautan, guberndar, dan
bupati/wali kota melakukan Pengawasan Penatsan
Huang sesual dengsn kéwenangannya.

Menteri dan menten yang menyelenpggarakan wrisan
petnzrintahan i bidang  keladtan sesual dengan
kewenangannya melakukan Fengawssan Penataan
Fuang lerhadap kinera scbagaimana  dimaksuod
dalam Pasal 212 yang dilakukan cleh gubernur.

i3] Gubernur . . .
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Gubernur melaltukan Pengawsasan Penatasn Ruanp
terhadap kinerja  sebagaimana  dimaksad  dalam
Pasal 212 vang dilakukan oleh bupatifwali kota,

Dalam hal gubernur tidak melakukan Pengawasan
Penataan Ruang  sebagaimana dimaksad pada
ayat (3], Mentari dan menteri yvang menyelengraraken
wrusan pemerintaharn di bhidang  kKelaatan  sesual
dengan kewenangannya dapat inenganbil  alih
Pengawasan Penataan Ruang yeng tidak dilnkuakan
oleh gubernur.

Terhadab  gubernur  vane  tidaik  melakukan
Fengawasan Penataan Buang sebavaimana dimaksud
pada ayat {4), Menteri dan menteri  yanp
menyelenggarakan wrusan pémenntahan di bidang
kelautan dapel mengenakan sanksi sesusi dengarn
ketentuan peraturan penlndang-undangan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan Petngawasan Pepataan Ruang,
Menter, gubernur, atau bupati/wali kota dapat
membentuk inspektur pembanpgunan sesuai dengan
kewenanganmnya.

Inspektur pembangunan  schaganmana  dimaksud
pada ayat (1] terdirs atas aparatur sipil nogara dan
Non-aparatur spsl egara.

Dalam melzlsanakan Pengawasan Penatsaan Rusng
Laut, menteri wang menyelenggarakan Urisan
pemenn:atan di bidang kelautan dapat inembentuk
pengAawas kelautan,

(4 Inspektur . . .
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[nspektur  pembangunan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1) dan pecngawas kclautan scbagaimana
dimaksud pada savat {3] berwenang:

a. meclakukan pemantauan dan evaluas

Pemanfaatan Ruang atau Pemantaztan Ruang
Laut;

b meminta keterangae,

C. imembuat salinan dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

d.  memasuld tempat atau lokasi tertentu;
e, memotrek;
I. membual rekdaman sadio visual;

g, memenksa bangunan bescrta  prasarana dan
sardana pendukungnys;

h-  menghentikan pelanggaran tertentu; dan
1. melakukan tindakan lam vang diperlukan.

Cralam mclakzanakan tugasnva, imspekour
pembanpunan schapaimana dimaksud pada avat (1)
dan pengawas kelautan scbagaimana dimaksud pada
gyt (3) dapat berkoordinas: dengan penyidik pegaswal
TEgeET Sl

Kelentuan lebih lamyguil mengensl  inspektur
pembangunan sebagaimana dimaksad pada ayatl (2)
diatur dengan Peraturan Menter.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas kelanutan
srbagaimana dimaksud pada ayar (3} diatur dengan
peraturan meonterl yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan,

FPazal 218 . _ .
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Pazal 218

Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang di kawasan
pesisir sebapa: kawasan peralihan antara darat dan Lant
dilaikukan secara terpadu oleh Menterl, menteri yang
menyelenggarskan  urusan  pemerintaban di hideng
kelautan, dan menleri atau  kepala lembaga  yang
menyslenggarakan urusan pemerintaban terkait lainnya,

i1

i2)

Pasal 219

Masyarakat dapat membantu Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah dalemn melalbukan Pengawasan
Penataan Ruang.

. Dalam rangka meningkatkan efeknivitas Pengawasan

Penstaan. Buang yang dilarukan oleh Masyarakat,
Pemerintah Pusal  atau Pemerintah Daerah
menyediakan sarana penyoampaian laporan dan/atao
aduan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang

(1)

{2)

Paszal 220

Palarn hal terdapat kordigi khueas dari hasil
Pengawayun Penataan Ruang danfotay laporan ataa
aduan. Masyarakat yang borsifat mendesak unmk
diindaklanjuti, dilabtukan pepgawasan  khusus
Penataan Ruang.

Pengawasan khusus sebagaimana dimeksud pada
aval (1] mecliputi kegiatan:

a. merckonstruksi terjadinya Rondisi kKhuasus;
b.  menganalizis Gampak dan prediksi; dan

¢. merumnuskan alternau]  penyelesadan  kondisi
khtwus,

Pasal 221 . ..
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Pazal 221
Pengawasan Penataat, Ruang menghasilkan laporan

VANZ memiat:
a. Lkinerja  Penyelengparaan  Penataan  Ruang
bermilai baik;

b, Lkinerja Penyelengparaan  Penatsan  Ruang
bernilai sedang; dan

¢ kmerga Penselenggaraan Penataan Ruang

Bertiilai bumak.

Terhadap kinerja Penvelenggatraan Penatasn HFuang
hernilai baik scbapaimans dimakesud pada avat [1)
hurul a, dapat diberikan penghargaan,

Terhadap kinetjan Penvelenwgaraan Penataan Ruang
vang bernila sedang den Buirak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) humaf b dan hueal ¢, dapat
diberikan dukungan peningkatat Kinerja
Penyelengearaan Penataan Buang dan Petmbinaan
Prnataan Ruzmng,

Fazal 2272

Ketenturn  lebih  lanjyt mengenai  tata cara
Pengawazan  Penataan Rusag  diatar dengan
Feramuran Menteri.

Ketentuan  lebih lanjur mapgeaai  tata cara
Pengawasan Penataan. Ruang Laut diatur dengan
peraturan menteri yang menyelenpgarelan urusan
pemerintaharn di bdang kelautan,

Bag Vi . ..
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BAB VI

PEMBINAAN FPENATAAN EUANCG

Bapan Kesatu

Umum

Pazal 223

Fembinaan Penataan Ruang dizelenegarakan melalui:

=¥

b

i3

4]

peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelengaaraan
Penataan Ruang;: dan

peningkatan i:neran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 224

Pemerinteh Pusat melakukan Fembinaan Penataan
Euang Hepada  Pemnerintah Daerabh provins,
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.

Pemenntah Pusst melakukan pembinasn  teknis
dalam  kegiatan  Perencanaan Tata  Ruang,
Femanfaatan Ruang, Pengendalian Pemanlaatan
Fuang denfatzu  Pengawasan Penataan Ruang
kepada Pemerintah Daerah,

Pemennteh Pusat memberikan bantuan teknis dalam
kegiatan Perencanaan Taia HFHuanp, Pemanfaatan
Ruang, Pengendalian Pernandeatan Ruang dan/ atav

Penpawasan Penataan Ruang Kepada Pemerintah
Dagrah.

Pemerintah Daerah provinsi melalookan pembinaan
kepada Pemenntzh Daerah  kabupaten/keta  dan
Masyarakal.

{3} Pemerintah . . .
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Femerintah  Dacrah  kabupatea/kota  melakukan
pembinmaan kepada Masvarakeat.

Masyarakat berperan alkttif dalam  pelaksanaan
Pembinaan Penataan Ruang unmik mencapai tujuan
Pernbinaan Penataan Ruang.

Dagal 225

Pembinaan Penataan Ruang diselengparakan secara
sinergis oleh Pemerintal Pusat. Pemenntah Daerah,
dan Masyaralkat.

Pembinzan Penataan Ruang dapat dizelenpgarakan
dengan kerja sama antara:

a. Pemerintah Pucat dan Pemenntah Daeral.: don

b.  Pemerintah Pusal dun/atan Peruerintah Daerah
dan Masyaralat.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tara Cara Permnbinaan Fenataan Ruang

Pagal 226

(1} Bentuk Pembinaan Penataan Huang melipauti:

a. knordinasi Penyelenggaraan Penatzan Ruang;

solalisasi peraturan pesandanc-undanpan dan
pedoman bideng Penataan Ruang;

¢.  pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultas
Felaksanzaan Penataan Ruang;

d. pendidikan dan pelatiban;

c. penelitian . .
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e, penelitian, Kajian, dan pengembangan,

f. peOpeTibangan sistem informast dan komumikasi
Penataan uang,

g. peryebarluasan  informasi  Peuataan Rueng
kepada Masyarakat;

h. peningkatan pemsahaman dan tanggung jawab
Mazyarakat; dan/atau

I pengembangan profesi perencana Tata Ruang,

Felaksanaar Permmbinaan Penataan Ruang
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) hum! a sampai
dengan hural b dilakukan secara sinergis oleh
Mecoterl, menlern yang menyelenggarakan wurasan
pemenntahan i bidang kelautan, gubernur, bupati,
wali Kota sesual dengan kewenangannya, dan
Maayaralart,

Pelaksanzan penpembangan profesi perencana Tata
Fuang sebagaimeana dimaksud pada zwat (1) hurat |
dilakukezn oleh Menteti.

Fasal 227

Koordinasi  Penyelenggarzan  Penataann  RKuang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1}
huruf 3 merupakan upaya untuk menmgkatkan Kega
sama antarpemangku Kepenlingan dalatm
Fenyelenggaraan Penataan Ruang.

Koordirasi  Penyelengearaian Penataan Ruang
dilakuken melalui keoordinasi dalam satu wilayah
admnistrasi, koordinasi antardasrah, dan keordinas:
antartingkatan pemeristahan.

{3} Koordinast . . .
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(3] Koordinasi sebapaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalul fungst  koeordinan dalam
Penvelenggaraan Penataan Euang.

4 Ketentuan lchih  lamguat mengensl tata cara
pelaksanaan fungs: koordinasi chalan:
Penveclengparaan Penataan Ruang schagpaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraldran
Ment=n dan peraturan mentern VAR
menvelenggarakan urusan pemertitahan < buiiang
kelautan scsual dengan kewenangannya.

Pasal 228

(1} Sosialisasi peraturan perundang-undangan  dan
pedoman  bidang Penatsarn Ruang  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2286 ayat |1} huruf b
merdpakan upaya penyampaian  sccard  nberabiiil
substansi  peraturan perundang-undangan dan
Fedoman bidang Penataan Ruang.

(2] Sosialisasl peraludran ptrtindang—undangan dan
pedoman  bidang  Penataan Ruang sebagaimana
dimalizud pada ayat (1) dilaksanskan melalu tatap
muka, media eleltranik, media cetal, dan media
lainmnysa.

Pasal 229

Pemmbernian  imbingan,  supervis, dan Konsaltasi
Pelakzanaan FPooataan Fuang scoagaimsna  dimaksud
dalam Pasal 226 ayat (1) hural © merupaken upaya unluk
mendampingl, mengawasi, dan membenban penjelasan
kepuda Pemangku Kepentingan dalam Perencanasn Tata
Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan  Pengendalian
Permanfaatan Ruang.

Pasal 230 . ..
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Pasal 230

Pendidikan dan pelatihan  sebagaimang  dimaksud
dalam Fasal 226 ayat (1] huruf d merapakan vpaya
untuk meningkatkan kemampuan sumber daya
manusia dalem Penyelrnzearaan Peoaltaan Ruang,

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksnd

pada ayat (1] dlaksanakan melalui:

a. penvusunan program pendidikan dan pelatihan
bidang Penateen  Ruang  sesuai denpgan
kebumhan Pemangku Kepentingan yang menjacdi
SASATAn pembinasn;

Ir. penyelenggaraan dan lasilitasi kerja sama
pendidikan dan pelatihan bidang  Penataan
Fuang, _

C. PeOeTApan sistem sertifikasg dalatn
penyelenpgaraan dan fasilitasi pendidikan dan
pelatibhan dalam bidang Penataan Eusng, dan

d. evaluasi hasil pendichkan dan pelatiban hicang
Fenataan Ruang.

Ketentuan mengen=zd pendidikan dan pelathian
sebapaimana dimaksud pada ayat (2] diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri dan peraturan
menteri yang menyel=npszrakan urigan
pemerintahan di bidang kelautan scsua dengan
kewenanganyiya.

Pasal 231

Peaelitian, Kajan, dan pengembangan sebagaimana
dimaksd  dalam  Pasal 226 ayat (1} burof e
merupakan Upaya pengembangan ilmuy pengetahuan
dan teknologt untuk menghasllan ndvas  atay
penemuan baru dalam bidang Fenataan Ruang.

() Has=d . . .
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Hazil penelitian, kajian, dan pebgembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dimanfaatkan
delam parumusan kebijakan dan sirategl, norms,
standar, prosedur, dan lkriteria bidang Penataan
Ruang, serta pemanfaatan lain yang relevan,

Pasal 222

Penpembangan  sistemn  informasi dan  komunikasi
Penataan Rualg sebapaimana ditnaksud dalam Pasal
226 avat (1] kwnf (1 merupakan upaya untuk
mengembangkan sistem informasi dan komunikasi
Penataen Ruang vang berkualitas, muiakhir, ehsien,
dan terpadu.

Pengembangan sistemn informasi dan  komunikasi
Fenaraan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat [1]
dilaksanakan melahy penvediaan basis data dan
informasi  bidang  Penataan Ruang defigat
mengembangkan janngon sistem elektronk,

Pasal 233

Fenyebarluasan informasi Penalaan Ruang kepada
Masvarakat schapadmana dimaksud daelam Pasal 226
avat (1] bhuru! g  merupakan vpaya  untuk
mempublikasikan berbagai aspek dalam Penataan
Ruang,

Penyebarldazsan iniormasi FPetiataan Ruang
gehagaimana dimaksod pada ayat (1) dilaksenakan
melalui media  elektronik dan media celak vang
mudlah dijangheu cieh Masyaralkat.

Pasal 234 . ..
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Fasal 234

Peningkatan pemahaman  dan  tanggung  jawab
Masyarakat sebagaimmana dimaksud dolam Pasgsal 226
ayat (1) humf h merupakan upaya untuk
menumbubkan dan meningkatdian pemahaman dan
tangeung jawab Masyarakat dalam Fenyelenggaraan
Penataan Buang.

Peningkatan pemahaman dan  tanggung  jawab
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dilaksanakan melalii:

a, penydluban bidang Penatasn Rusng,

b." pembenan ceramah, diskusi umum, sayembara,
dan debat publik;

Iy

pembentukan Lelompok M-‘.—_'.I.FI;FEI‘EIJ{EII peduli Tata
Euang,

d, penyediazan unit pengaduan; dan

e. penyediaan nedia informasi

Bagian Eetiga

Pengembangan Profesi Perencana Teta Ruang,

(L

Pasal 222

Fengembangan profesi  perencana  Tata Ruang
sehapaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat {1}
hurof i dilakukan untuk mendukung penmgkatan
kualitas dan elektivitas Penyelenggaraan Penataan
Ruang serta peningkatan peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang.

{2} Fengembangan . . .
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Pengembangan  profesi persncana Tata  Roaong
sebapaimana dimaksud pada ayat [1} dilekukan oleh
Menteri melalui:

a. pembinaan jabatan lungsicna! bidang Penataan
Ruang bapl aparatur sipul nogars; dan

b. pengembangan tenaga profesional  perenicansa
Tata Ruang.

Pasal 235

Pembinaan  jabatan fungsional sebagaimana
ditnaksud dalam Fasal 235 avat (2! hurul a dilakulcam
sesunai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-
undaygan.

Pengembanpan tenaga profezienal perencana Tata
Ruang sebagaimana dimabksud dalam Pasal 233
avat [2) hural b dilakukan melalni:

a. pendidikan prolesi,
. pengembangan keprolesian berkelanjutan;

c. sertifikasi kompetensi ahll bidang Prenataan
Ruang; dan

d. pemberian lizensi perencana Tala Ruang,

Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2% hurof a diselenpgarakan oleh lembaga pendidikan
tingei seswal dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pengembanezn kepralesian Letkelanuicas
sebagaimana  chmaksud  pada ayast 2] araf b
diselenpgarakan cleh organisas profes pefencans
wilayah dan kota,

{3} Bertifkas | - -
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Sertifikasi kampetensi ahll bidang Penataan Buane
sebagaimans  chimaksitd pada avat [2) huruf o
dizelenggarakan berdasarkan standar kompetensi dan
prosedur sesual dengan ketentlan  peraturan
perandang-undangan.

FPeraberian lisensi perencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul d
dizelenggaraltan oleh Menteri,

Eetentuan lebih langut mengena prosedur dan tata
cara pemberian  lisensi  perencana  Tata  Ruang
sebagaimana dimalisud pada ayat (5] diatar dengan
Peraturan Menteri.

BAB VII

KELEMBAGAAN PENATAAN RUIANG

(1)

(2]

(3]

Pasal 237

Dalam rangka Penjyelenggaraan Penataan Ruang
secara partiszpatil, Menten dapat membentuk Fomam
FPenaraan Buang,

Forum Penataan Ruang s=bagainana dimaksud pade
aval (1] bertugas untuk memberikan nasukan dan
perimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Menteri dapat mendelegasikan pembentukan Fomgm
Penatzat Ruang di dacrah kepada gubernur, bupati,
dan/atan walj Kota.

Fasal 238 _ . .
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Pas4l 238

Anpgota Farum  Penataann Ruang  sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 237 avat (1] di pusat terdin
atas perwakilan dari kementerian/lembaga terkait
FPenataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi,
dan kol Masyarakat.

Anpgota Forum Penataan Ruang sebagaimana
dirnakoud dalam Pasal 237 ayat {1) di dasrah terdin
atas peranpgkat daeral, asosiasi profesi, asosiasi
akaiermis, -:lan tokeoh Masyvaradkat.

Keanggotaan forum di pusat dan daerak yang terdin
atas asomas: profuvsi, asosiasi akademnisi, dan tokoh
Mas}rarakat sebagaimana dimaksud pada ayar (1} dan
ayat [2) diatur dalam Peraturan Menterd.

Pasal 239

Ketentuan lebih lanjut terkait pembetitukan, susunian
keanggotasn, tugas, fungsi, dan tata " kerja Forum
Penatzan Ruang diatur dengan Persturan Menteri.

{1}

BAS VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pagal 240

Menteri dan menten yang menyelenggarakan uwnisan
pemenntahan di bidang  kelautan melakukan
pengelolaan  data  lokasi  Keresualan  Kegiatan
Femanfaatan Ruang sesuai dengan Pewenangannys,

(2} Betentuan .
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Ketentuan lebih lanut mengensa pengelolaan data
lokasi Xesesuman HKegatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimanza dimaksud pada oyvat (1} diatur dengan
Peraturan Menterl dan  peralutan  inenteri yang
menvelengparakan wruszan pemerintaban di Lidang
kelautan =esual denogan Kewenangannya.

Pasal 241

Terhadap penerbitan KesezuaiEn Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dikenakan pencnimaan negara
bukan pajak.

Ketentuan mengena Jenis, tanf, dan kntena
peEngenaan pencnmaan negara bulan pagak diatur
dengan Peraturan Pemenntah,

Pasal 242

Pernerintah Daerah kabupaten/kota dapat
mengaiukan wsulan kegiatan Pemanfaatan Ruang
vang dibatasi perkembangannoyc kepada Menten
d~ngan disertai pertimbangannya,
Keglatann Pemanlaatan Ruang vang dibatasi
perkembangannya  sebagarnona  dimaksud  pada
ayat {1} ditetapkan dengan kriteria:
a.  dapat mengaxibatkan kKerusakan lingkungan
hidug; danjfatay
bE. dapat menimbulkan kerawanan sosial,
Berdasarkan  usulan  kegatan yang  dibatam
perkermmbanganmys sebapaunana dimaksud pada
avat (1} dan ayat (2). Mentern lapat menetapkan
kegiatan,k Pemanlaatan RBuang yvang  dibatasi
perkembangannya i dacrah kabupaten/ kota.

4] Menteri . . .
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4 Menten menyampaikan penetapan kegiatan
Femanfaatan Ruang vang dibatasi sebagamana
dimaksud pada ayat [3), kepada instansi yang
menyelenggarakan uusan pemerintahan di bidang
penanaman moadal.

i3] Menteno dapat rmerevisi daltar kegiatan yvang dibatasi
perkembangannys  sebagaimana  dimaksud pada
ayat (3} dengen pertimbanpgan Pemerintah Daerah
kabupaten/ Kota,

Paszal 242

(1) Dalam hal pelaksanaan kepiaten Pemanfaatan Ruang
mengakibatkan  kerusakan lingkungan  hidup
dan/atan menimbulkan kerawanan sosial, Menoteri
dapat mzmbatalkan Kesesuaan hegiatan
Pemanfaatan Ruang danfatau mensthbkan Keglatan
Pemanfaatan Ruang,

{2} Gubernur, bupati, dan wali kota =zesual denean
kewenangannya dapat membatalkan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Buang dan/atsy menertibkan
kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persemjuan
Menteri.

Pazal 44

Dalam hal Peraturan Femerintah ini memberikan piliban
tidak mengatur, tidak 'engkap, awou tidak jclas, danfatau
adanya stepgnesi pemerintahan, Menten dapat melakukan
diakresi  untuk  menpatasi  persoatar kenkret  dalam
penyelengzaraan  urusan pemeninlzhan i Wdang
Penyelenggaraan Penataan Ruana.

BABIX . ..
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BAB IX

HETENTUAN PERALIHAN

Pazal 245

Terhadap  dokumen Perencanaan Ruang Laut,
pengintegrasian ke dalam RTR  dilakukan dengan
ketentuan:

a. RTEL dintegrazikan ke dalam Fencana Tata Ruang

(1]

Wilayah Nasional;
RZWP-3-K diint=prasikan ke dalam rencana tata

ruanp wilayah provinsi;
RZ KKSN diintegrasikan ke dalam ETR K3N; dan
RZ KENT wvanp berupa PPKT diintegrasikan ke dalam

RTE KS5MN dam sudut kepentingan perfahanan dan
keamanan di kowasan perbatasan nepara.

Pasal 246

Peda saat Peraturan Pemenintah irn mulai berlai:

=

rencana tata ruang Kawasan Stratepis Provinsi
vanug telah ditetapkan dengan peraturan daerah,
dijntegrasikan ke dalam vencana tata ruang
wilayvah provinst,

tencana  tate mang Kewasen  Strategs
Kabupaten /Koty vang telabh ditetapkan dengan
peraturan daeeah, diintegrasikan ke dalam
rencana :ata rmang wilayah kabupaien/kota
dan/atau RDTR kabupaten/ kota;

&, PERYMSUNEN -,
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PEOVIISUNAN AtaU penetapan rencana tata riang
wilayali provinel, rencana tata ruang wilavah
kabwpaten, dan rencana tara ruang wilayab kota
vang sedang dalam  proses, dilalukan sesnai
dengan kelentilan Peraturan Pemenntah imn;

POy LESUNAC atau pcnetapan ROTERE
kabupaten/kota yang sedang dalam proses,
dilakukan sesuai dengan Kerentuan PeratUran
Petrnerintab im;

EDTE Lkabipaten/kota yang telah ditetaplkan
dalam: bentuk peraturan daerah kabupaten,/kota
zetelah diterapkannya Undang-Undang MNomor 11
Tahun 2020 rentang Cipta Kerja dan sebelum
Peraturan Femerintah imi ditetapkan, dinvatakan
terap berlaku;

persetujuan  substansi  terhadap rancangan
peraturan daerah tentang BEDTR kabupaten fkota
vang diterbitkan sebelum bBerlakunya Peramicen
Pemerintah i tetap berlabu dan ditndaklanjat
fengan penetapan  peraturan  kepala  daesrah
tentang RDTER kabupaten / kota;

penvusunat Atan penetapan RTR KSN yang
sedeng  datam  proses  penetapan,  dilakuloan
seslal dengan kEctentuan Peraturan Pomernintah
nt;

izin keplatan untuk memantaatkan rmang Laut
sccara menctap di wilayah perairan dan wilayah
vunsdiksi  yang  telah  dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ni  tetap
berlaku sampal dengan habis masa berlakunya
tzin dan dianggap sebagai  Persetyjuen
Kezesuaian Kepiatan Pempnlzalan Buarg Laui;
dan

1. tim . .
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1. tm koordinasl penataan ruang datrah yang
dibentuk oleh gubermorfapari/wali kaota 1£0ap
melaksanakan tugas, ungsi, dan wewenangnya
sampal dengan keangeotaan Foram Penataan
Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ind.

RDTR kabupaten/lkota yang telah mendapat
persetujuan substansi dari Menteri namun dalam
Jangka wakmu palimg lama 1 (saty) bulan werhitung
sejak Peraturan Pemernintah ini mulai berlaku belum
ditetapkan menjadi peraturan bupatifwali kota,
ditetapkan dengan Feraturan Menter  sesual
letentuan Peraouran Pemerintah ini.

Rencana tata ruang wilayah kabwupaten dan rencana
tata lang wilayah kota yang telah mendapat
persetujuan substansi dari Menteri namun dalam
jangka wakhy paling lama 2 {dua} bulan terhitung
sejak Peraturan Pemerintan ini mulai berlabu belum
ditetapkan menjadi peraturan dasrah kabupaten/kota
dan & (tpa)] bulan terhitung sejak Peraturan
Femerintah i mula berala belum ditetaphkan
mernjadi peraburan dacraly olch bupatifwali kota,
ditetapkan dengan Peramuran Menteri  sesum
xatentuar Peraturan Femerintah ini.

Rancangan RZ KSN yang telah szelesai atau sedang
dalam proses harmonisasi dintcgrasikan ke dalam
RETRE K3M paling lama 2 {dua} tahun terhitung sejak
Peraturan Femennitah ini mualal berlaku,

"3] R£€ RSHT . ..
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BEZ KS5NT wvang berupa PPET wvang telah ditetaplkan
danfatau yang sudah mendapatkan 1zin prakarsa
diintegrasikan ke dalamm RTE K3N dari sudat
Kepentimgan pertahanan den Keamanan di Kawasan
perhatasan negard  paling lama 2 dua) tebhun
terhitung sejak Peraturan Pemzrintah ini  mulai
berlaku.

FZWP-31-k wvang s=edang dalam prosss penetapan,
dintegrasitan  dalam  revigi rencana fata roang
wilayah provins paling lama 18 I:délapan I:H:Ial.ﬂ]l b an
terhitung sajak Peraturan Pemerintah  ini  mala
berlaku.

Pasal 247

Pada seai Persturan Femermeah ini mulai berlak,
persetujuan substansi terhadap rancangan peraturan
dasrah tentang tencana tata ruahg wilayah provinsi
yang diterbitktar  zebelum  berlakunya Prraturan
Pemerintah  dni cdtindaldanjuti dengan  aegrasi
rancangan peratuaran daermh lentang rencana bais
ruang wilayah provinsi dengan peraturan daerah ataw
rancangan peraturan dagrabh tentang BRIWP-3-K.

Fercrturan daerah provinsi tentang rencana ata roang
wilayah provinsi sebagaimana ditnalsud pada ayat (L)
ditetagkan dalam waktn paling lama 2 (dua) bulan
teriilung  sepak  diseleszukannya  progsss miegras
schapaimana dimaksud pada ayat [1).

13) Dalam . ..
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Calam hal rancangan peraturan daerah  prosvinsi
tentanyg rencana  tata  rang  wilayeh  provins:
sehagaimana dimaksud pada ayat (2} belum
ditetapkan, gubemur menetapkan — rancangan
peraturan dzerah tentang rencana tata ruang wilayah
provinsl paling larma 3 {oga) bulan terhilung sejak
diselezaikannya  proses inteprasi  schagaamans
dirmaksuid pada avat {1}

Dalarm hal rancangan petaturan daerah  provinsi
tentang rencans tata ruang wilayah provins: belum
ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] maka dalam w3k pallg
lama 4 [empat) bulan terhitung scjak disclesaahannya
proses inteprasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
ditetapkan dengan Peraturan Menten sézusl dengan
ketentuan Peraturan Pemenntah in, .

Pasal 248

Fada saat Peraturan Pemerintah mi mulan berlaku,
petierbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Laut diberikan berdasarkan RTRL, BZ KSNT di PPET,
dan/atau EZWP-3-K vang telah ditetapkan sepanjang
belum diintegrasikan dengan ETR.

Dalam hal terdapa: perbedaaan antara luas Kawasan
Konservasi di Lavt yang dimtat dalam RTRL, RZ
Kaw, B2 KSNT, danjfatann REZWP-3-K achagumana
dimaksud pada ayat (1) denzun hias yang ditetapkan
oleh mentenn  yang menyelenggarakan  unisan
pemenintahan di bidang Relauran, maka yang berlakn
adaldn yang  diletapkan  olch menteri vang
menyelenpearakan urusan pemerintahan i bidang
kelautan.

CPagal w49
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Pasal 2449

Dalam hal Lembaga 088 belum dapat melaksanalkan
pelayanan penerbitan Kezeanalamn Kematan
Pemenfaatan Ruang melzlul sistem 055 scbhagaimnara
dimaksud dalam Peratutan Pemerintah inl, pelayanan
penerbitan Kesesuaian Keglatan Pemanfaatan Ruang
untuk  Penzinan Berusaha  dilaksanakan  secara
non-elektronik oich Mentern dan menten  vang
menyelenggarakan wrusan penmermtahan o adang
kelautan sesual kewenanganiiya.

Pelayanat penerbitan Kesesuzian Kegiatan
Femanfaatan Ruang untuk  Perizinan Berusaha
sehapaimana dimaksud pada avat (1], dilaksanakan
sampal dengan diletapkanmys pengalihan pengelolaan
penerbitan Kesesuaian Kepiatan Femanfastan Huang
ke lLembaga OS5S berdasarkan Keputusan Mentern
dan keputuzan menteri yang menyelenpgarakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan  sesua
kewenangennya dalam jangka wakiu  paling
lama 12 ([dua belay) bulan se_]al{ berlakunya Peraturan
Pemenntzh i,

Dalam hal wistem elektronikh yveng diseletiggatakan
olehh Menten don menten yang menyelengparakan
urusan pemerintahan di bidang kelautan belum dapat
melaksanakan pelayanan penerbitan  Kesesuaian
Kegiatan Pemantaatan Roang untuk  kepiatan
nonberusaha sebagaimana dimaksud - dalam
Peraturan  Pemerintah  ini,  pelayanan penerbitan
kKeseauaian EKeépiatan Pemanfaatan BEueng  antak
kegiatan nonberusaha thlaksanakan SECAULA
non-=lektronik olsh Menten dan menter yang
menyelengparakan urusat pemenntahan di bidang
ketjuran sezuai Kewenanginnya dalam jangka wakiu
paling lama 24 {dua puluh empatt bulan sejak
Lerlakinya Peraluran Pemerinkah ind.

Pasal £540 . . .
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Pawal 250

Pada saat Peraturan Pemcernintah mi mualal berlakua,
kegiatan danj/atau ketenitwan FPerencanaan Tata Kuang,
Pemanfaatan PRuang, dan Pengendalian Pemaniaatan
Fuang, scrta penertiban Pemanfaatan Ruang yang masih
dalamn  proses  teknis  danjatan proses legalisasi
ditindaklanputi  =espai  dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah imi.

RaR X
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 231
Pada ssal Peraluran Pemerintah inl mulal berlaku, semua
peraturan pelaksanaan dan Peraouran Pemerintah
MNomor 15 Tahun 2010 tenrang Penyelenggaraan Penataan

Buang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Pemernintah ini

Pasal 25372
Fada saat Peraturan Pemeaernoiah o moalal berlalel:

a. Peraturan Pemerintab Notore 15 Tahuoo 2000 fentang
Penyelenpraraan Penalasn Ruang (Lembearan Megara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republhk Indenesia
Momer 5103); :

b, Pasal 4 Peraturan Pererntah MNomoer 62 Tahun 20100
tentang  Pemanlaatan  Pulau-Pulau Keoill  Terluar
{Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 1031, Tambahan Lembaran Negara Hepublik
Indonesia Nomor 2131} dan

1. Perglyran Pemenntah Nomor 8 Tabhun 2013 tentang
Ketelitiant Pela Rencana Tata Ruang  [Lembaran
Megara Republik Indoncsia Tahun 2013 Nomor B,
Tamhahan Lembaran Negara Republhk Indeonesia
Merrier S393),

dizabut dan dinyatakan tidak berlaku.

FPasal 253 . ..
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Pasal 153

Pada =aat Peraturan Pemenntah ini mualal berlaku,
Rencana Tata Ruang Laut vang disusun  berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nownowr 32 Tahun 2019 teatang
Eencana Tamm RBuang  Laat  dunregrasilan ke  dalam
REencana Tateé Ruang Wilavah Naswonal pada sazal oovis
Peraturan FPemerimtah tentang Nomor 26 Tahun 2008
tenrang Hencana Tata Ruang Wilayah  Nasional
sebapaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Namor 13 Tahun 2017 tentang Perabahan aras Peraturan
Pemenntebh Momor 26 Tehun 2008 teniane Eencana Tata
Fuang Wilavah Nasional.

Paszal 254
Pada =zaat Peraturan Pemerintah i mulal berlakue

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Fencana Tata Fuang Wilavah MNasional [Lembaran
Megara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48,
Tamhbahan Lembaran Negare Eepublik  Indonesia
Momor 4833] sebapaimana  telah divbah  dengsn
Feraturan Pemcrintah Nomeor 13 Tahun 2017 tontang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Fuang Wilayah
Masional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
207 Momor 77, Tambahan Lembaran Mepara Repubilik
[ncdonesia Nomor 6042); dan

2. Prraturan Pemerintah Momer 32 Tahun 20109 tentang
Eencana Tata Euang Laut [Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 20149 Nomoed 8% Tambahan Lembaran
MNegara Republik [ndonesia Nomor G345),

dinyarakan masih tetap berlaku.

Pasal 255

Peraturan Pemerintaly ini mulai berlaka pada tanggal
dinndangkan.

Apar. ..
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Agar  sebiap  orang meongetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Pemerintah  ini denpan
penempatannya  delam Lembaran Megara  Republik
Indencsia,

Ditetaplkan di Jalkarta
pada tanggal 2 Februan 2021

FREZINEN REPUBLIK INDONESIA,
ted.

JORD WD

Diundangkan di Jakartla
pada tanggal 2 Febroard 2021

MENTER] HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REEFUBLIK INTJZONESR[A,

rtd.

YASBONMA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salman sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
EEFUBLIK [NDGNESIA

iR E Perundang-undangan
Niratras: Hukam

E
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PEMN.IJRELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES[A
NOMOR 21 TAHLN 2021
TENTANG
FENYELENGGARAAN PENATAAN RLANG

1. UMUM

Undang-Undang bomor 11 Tahun 2020 (entang Cipta Kena yuang
mengubah  sebaplan muatan Undanp-Undang Nomer 26 Tahun 2007
tentang Penataan Kuang, Undeng-Undang Nomor 27 Tehun 2007 tentang
Penpelolaan Wilayah PFezisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagawmana telah
diubxah dengan Undang-TUndang Notmar 1 Tahon 2014 lenlang Perubaban
Atas Undang-Undang Momor 27 Tahun 2007 teatang Pengelolaan Wilayah
Pesgigir dan Pulan-Pulau Kecil, serra ndang-Undang Nowmor 32 Tahun 2014
tentang Kelautan, mcrupakan landasan hukum Penyelenggaraan Penataan
Fuang secara nmasional, vang perlu disimergikan melalul pembentukan
peraturan pelaksanaan aebagai landasan npetasinnal tkalam
mengimplementasikan  ketentuan  Undang-Undang  tersebut.  Peraturan
pelaksanpan  ditnaksud  meliput aspek-aspek dalam  Penyelengparaan
Penataan Ruang yang perlu diatur dalam bentuk peratucan permerintah.

FPeryvelenggaraan Penatasn Euang dimaksudkan untuk
mengintegrasikan berbagal kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pemangky Kepentingan  yvang ermanifestasi dalam  penyusunan
Eencana Tata Ruang, pemaduserasian antara Struktur Fuang dan Pola
Fuang, penyelarasan pnfara kebidupen manusia dengan lingkunean,
perwuudan kezeimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardeerah,
serta penciptean Kondisi peraturan perundang-undangan bidang Penataan
FEuang yvang mendukung ikhm investas: dan kemudahan beruzaha.

Fengaturan mengenai Penyelengparaan Pepalaan Buang didasarkan
pada pertimbangan kondisi keragaman goografis, sosial budaya, potensd
sumber daya alam, dan peluang petgembangan i wilavah  Negara
Kesatuan Republik Indenesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan
permasalahan yang, antara lain, dipengarahi oleh:

a. letals . . .
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d. letak Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan
cepat berkembang (pacific ocean rim dan indian ocean Am) vaog
menuntint perlul didercngnya daya saing ckonomi dalam tatanan
ckanomi global;

b. letak Negara Kesatuan Republik [ndoncsia berada pade kawasan
perternuan 3 (liga) lempeng tektonik yang mengakibatkan rawan
bencana geologl sehingga menuntut pertimbangan aspelt mitipasi
bencana:

C. miensitaa kegiatan Pemanfaatan Ruang terkait eksploitasi sumber
daya alam vapg semakin meningkat dan bkerpotensi mengancan
kelestadan lingkungan  hidug, tf:rmasb_k peninglatan p&manasa.l
global; dan

1. peourunan kualitas permukiman dan lingkbungan hidup, p:ningkﬁtan
aliby lungsi lahan yang tidak rerkendali, dan peningkatan kesenjangan
antar dan di dalatn wilayah,

Lralam Peraturan Femerinrah ini diatur berbagai letentuan terkadt
Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Peaogendalian Femanfaatan
Fuang, Pengawasan Penatzan Ruang, Pembinaan Penstaan Ruang, dan
kelembagaan Penuataan Ruang. Oleh sebab i, untok mewnjudkan
pengaturan mengenai  Penyelenggaraan Pesataan Ruang  vang lebih
komprehens:l scrta dapat diteraplkan secara ~jeleil dan efisien, Peraturan
Pemenntah ind memaat:

a.  Perenvanssn Tata Ruang yarg mengatur  ketentuan  mengenai
peryusunan dan pénctapan rencana umum fals ruang dan rencana
Finci tata ruang;

k. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketenllan Kescsuaian Keglatan
Femanfsatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfzatan Ruang;

C. Fengendalian Pemanfaatan Ruang, Yyang mengatur penlamn
peclaksanaan Kesesuaian Kepiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian
pervajiddan RTE, pemberian insentif dan disinsentif  pengenaan
sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang;

d.  Pengawasan Penataan Ruang, yeng meliputi pomantauan. evaluasi,
dan pelaporan, yang merupakan upaya unfuK menjaga Kesesuaian
Penyelenggaraan Penataan Ruang dengna ketentuan  peratucan
perundang-undangan, yang dilaksanakan baik  aieh Pemerintah
Pusat, Perneriniah Daerali, maupun Masvarakat,

e, Pembinaan . . .
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e, Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata
cara rPembinaan Pegnatpan Euang yang disclengegarakan  secara
sinergls oleh Pemerintah Pusat, Pemerintab Dacral, dan Masyarakat.
Permbainazsn Penataan Buang mencakup juga pengaturan mengenai
pengembangan profesi perencana tata tuang unoluk mendukung
perungkatan  kualitas dan  efektivilas  Penyelenggaraan Penataan
Ruang, dan

I. kelembagaan Penataan Suang yang menpgatur mengenal bentuk,
tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Petataan Buang.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pazal 2
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dinaksud dengan “Kepastian hubkum™  dalam
Penvelenpggaraan Penataan Ruang adalah  penyelengparasn
pengaturan, pembinasn,  pelsksanaan, dan pengawasan
Prnataan ERusng yang dilakukan berdasarksn kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum
vang berlaloa.
Huruf o
Yane dimaksud dengan Ykeadilan” dialam Peryelengearaan
Fenatoon  Ruang  adalah penyclengparasn  pengaturan,
pembinaz, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Fuang
dilaksanakan srsual dengan ketentizan peraturan perundang-
undangan deogan mempertimbangkan  rasa keadilan
Masyarakat, serta melindung) hak dan lkewajiban semua
pthale,
Pasal 3

Cukup ielas.
Pasaf 4. .,

SK No(U36RY A
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Pasal 4
Cubp jelas.
Pasal 2
Lukup jelas.
Pasal &
Avat (1)
Ferencanaar Tata Ruang pada dasarmya melipud tahapan vang
terdiri atas tahap penyusunan materi RTR y2ug didusarkan pada
kajian feknis dan kajian akademis, tahap ocelibatan peran
Mazsvatrakat dalam penyvusunan RETR  sebagail wpaya untuk
mengakomodasi kebutuhan Masvarakat dalam Penyelenggaraan
Fenataan Ruang, serta tahap penetapan RTR.
Ayat [2)
Cuakup jelas,
Ayat {3)
Cukup jclas.
Ayat {4}
Cukup jelas.
Ayat {5}
Cukup jelas.
Pasai 7
Culiup jelas,
Pasal 8
Ayat (1}
Huruf a
Cukagp jelas.
Huruf b

Pemeniaatan Ruang terdin atas pelalisanaan Kesesuaan
relaksanaan
sinkronisasl program Permanfastan Fuahg Pernanlaatan
Fuang dituangkan dalam bentul
utama.

Kegiatan

SK Mo 093690 A
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Fericdisasi indikasi program udtama jsngka menengah
lima tahunan dalam RTR disesuaikan dengan periode
rercans pembangunan jangka menesngah,

Huruf ¢
Cukup jelas,
Avat {2)
Cukup jelas.
Avat {2)
Cukup jelas.
Avat {4) '
Cukup jelas, -
Pazal 9
Cukup jclas.
Pasal 10
Ayat {1}
Cukup jelas.
Ayat {2}

Wilayah vurisdiksi mencakup zona tambahan, zona ekonomi
ekaldlusil, dan landas kontinen.

~Axat {3}
Cukup jelas.
Fasal 11
Culup jefas.
Pazal 12
Ayat (1}
Huruf a
Cuiin jelas,

Hurul b, ..

SH Mo (MEART] A
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Hurul b

Felibatan peran Masyarakat i thigeat nasional dalamm
penyusunan Rencana Tata Kuang Wilayah Nasional
anwara lain dilakukan melalul pernjanegan opini publik,
forurn diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputi atau
mewakili kondisi seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Huruf ¢
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Data lain yang dapat  dilumpulkan meliputd data
hsiografis, dala chkonomi den  keuvangan, dats
ketersediaan prasarana  dan  samna  dasar, data
pengeunaan lahan, data peruntukan ruang, dan dala
terkait daya dukunpg dan daya tampung lLngkuvngan
hidup.

Angka 1

Culiup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Data dan informasi bidang pertanahan  yang
dibutuhkan dalam proses permsusunan Rencena
Tata Ruang Wilayah Nasicnal berupa, antara lzin,
data den iniotmasi penguasaan tanah, pemilikan
tanah, penggunasn anah, pemanfaatan Emnahb,
dan permasalahan  pertanahan yang dapat
mempengarihi  elekiivitas  peragjudan Rencana
Tala Ruang Wilayrah Nasional.

Anglka 4 . .
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Angka 4

Data  4dan T formas kebencanaan WET1E
dibutuhkan dalam proscs penyusunan REoncana
Tata Ruang Wilayah Nasional meliputi data dan
mformasi terkait bahaya dan risiko bencana,
antara lain, pcta kavwasan rawan bencana gempa
bumi, peta kawasan rawan bencana szesar aktif,
pota kawasan rawmn bencana tsunami, peta
kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan
pcta kawasan rawan bencana banjir, serta peta
kerentanan  likaefaks: dan  peta keeentanan
perakan tanah termasuk lonesor,

Aangka o

Cukup jclas.

Angka A

Huruf ¢

Cukup |elas.

Angka 1

Cukugp jelas.

Angka 2

Huruf 4

Dalam anehss dayva dukung dan dayve tampung
lingkungan 3iang terintegrasi dengan kajian
Iimgkungan  hidup  strateels, dapat  dilakukan
analisiz terhadap aspek dampak dan msiko
hnekungan hidup, jasa ckosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, dnglkat kerentanan techadap
rerubahan khm, danfatau keanekaragaman
hayati.

Kapan terhadap aspek-aepek tersebut
disesuaikan dengan lngkup dan karakieristik
wilayah perencangan, tujuan Perencansan Tata
Euang, dan fokus perencanaan.

Culup jelas.

SK No UET149 A
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Hurml e

Cukup elas.

Ayat {2

kMenyvikapl kondisi dalam hal peta mapabum [ndonesia belum
tersedia, penyusunat  pera  dasar ETR dilakukan  cdengan
menggunakan sumber peia lain sesual dengan  standar
kartogralis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
geospasial.

Pela dasar lainnva valty peta vang rersedia dalam skala yang
dipcrlukan.

Ayar (4]

Cukup jelas.

Aval {2

FPasal 3

Cukup jelas.

Cukup jelas.

FPasal 14

Culkup jclas.

Fasal 13

Cukup jelas.

Pasal 16
Avak (1]
Hurul a
Cukup jelas,
Huruf b

SK Mo 0371 A

Pelibatsm  peran Masyarakat di provinsl  dalam
PEAVUSUNAR FENCANA 1ala raang wilavah provins antdarta
lain dilakukan melalul penjaringan opini publik, fomm
diskusi, dan Konsultasi Publik wvang meliputi ataa
mewakill kondisi seluruh wilavah provinsi.

Hurul e .,
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Hurdaf o

Ayar {2}

Pzlaksanaan pembahasan rancangan peraturan deerah
tentang rencana tats ruang wilayah provinsi merupakan
upaya untuk mengkomunikastkan muatan rencena tata
lang wilavah provinst kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Draerah provinsi, serta secara parale]l sebagai bentuk
kamunikam Kepada seluruh Pemangku Repentingan.

Frekuensi pelaksanaan pembaharan disesuailkan dengan
kebutuhan, sehingga Pemangku Kepentingar
mendapatkan kesempatan untuk mengetahi konsep
RTR scrta memberikan masukan dan saran.

Pernangky  Kepentingan vang  dilibatkan dalam
pembahasan rancangan peraturan  Jdaerah  tentang
rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup pula
Pemerintah Daerah kabupatet:fkota di wilayahnoya dan
Pemerintah Daecrah provinsi yang berbatasan.

Huruf a

Cuklp jelas,

Huruf b

Sk Mo (93695 A

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
hswprals, data ehkonomi dan  kenapgan, data
ketersediann  prasarsna dan zarana dasar,  data
penggunaan lahan, data perunmiukan reang, den data
terkait daya dukung dan daya tampung lingkungzn
hidup.

Angha |

Cukup jelao.
Angka 2

Cukup jelas,

Angka 3 . .
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Angka 3

Data dan mlormasi bidang pertanahan  yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan reocana
tata ruang wilayah provinsi berupa, antara lain,
data dan informasi penguuasean tanah, pemilikan
tanah, pengpunaan tanan, pemantaatan tanah,
den permasalaban pertanahan yang  dapat
mempengarihi  efektivitas  perwupudan  tencana
tata ruang wilayah provinsi

Angka 4

Drata dan miormas kebencanaan vang dibutuhkan
dalarn proses penyusunan rencana iata ma.ng
wilayah provinsi meliputi data dan  informasi
terkait bahaya dan risiko bencana, antara lain,
peta kawasan rawan bescana gempa bumi, peta
leawssan rawan bencana seser akul, peta kawaszan
rawan bencana tsunami, peta Kawasan rawan
bencansa letusan gunung apl, dan peta kawaszsan
rawan bencans banjir, serra peta kerentanan
likucfaksi dan peta kerentanan gerakan rtanah
termasuk longsor,

Angka 5
Cukup jelas.
Angke &
Cukup jelas,
Hurul ¢
Anpka 1
Cﬁkup Jelas.

Anpka 2. ..
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Angla 2

Dalam kajien daye dukung dan dava tampung
Wnglungsn  vanpg  terintegrasi dengan  kajian
Imgkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis  terhadap aspek dampak dan  nsiko
lingkungan hioup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber dayva alam, tinkkat Kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/artan keanekaragaman
hayati,

Kajian terhadap aspel-aspels tepsebut
disesuaikan denpan lingkup dan karaktenstik
wilayah perencanasn, tujuen Percncamasn Tata
Fuang, dan fokuss perencanaan.

Hurul d
Cubup jelas.
Hurul e

Cukup jelas.

Ayat (3]

Menyikagn kondisi dalam hal Peta Bupabumi Indonesia belum
terzedia, penyusunan peta daszr RTR  dilakukan dengan
menggunakan sumbey  peta lain sesual dengan  atandar

kartugralis dengan mempersanakan kesamaan sistem elerens
peospasial.

Peta dasar lannya yaitu pete yang terscdia dalam skala vang
diperlukan.

Avat [4)

Cukup jelas.

Avat (5)

Faszal 17

Cukup jelas.

Cubup jelas.

all Mo (93697 A
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Ayat [1}

Cukup jelas.

Ayat (2)

SK N (FGG9R A

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Culup jelas,
Hurai ¢

Cukup jelas.
Huruf I

Culiup jelas,
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas,
Huouf i

Culup jelas.
Huruf

Tanah dan sir merupakan sumber daya yang sangat vital
dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan Tata
Fuang perlu mempertimbanpgkan ketersediaan kedua
sumber daya tersebut untuk lebih menjamin pervwudan
KTE.

Ketersadiaan | ..
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Keteraediaan tanah dan sumbeir daya aar
dipertimbangkan dslam perpusunan BTRE dengan
mengganakan data dan informasi yang tersedia pada
zaat penyusunan RTR, antara lain, neraca penaraginaan
Llanah dan neraca penataglinaan sumber daya air.

Apabila data tersebut Hdalk tersedia, digunakan data dan
informast yang lainnya.

Hural k
Cubkup jelas.
Hurul']
Culup jelas.
Ayat {3}
Cukup elas,
Avat [4)
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Pazal 19
Avar 1]
Hurufl a
Culkup jclas.
Huarif b

SK Mo (BI04 A

Fclibatan peran Mosvarakat di  kabupaten dalam
perysunan rencana  tata muang wilayah kabupaten
antara lam dilakukan melalul penjarugan apini publik,
Totum diskusi, dan Konsultasi Publik yang meliputs atau
mewakili kondisi seluruh wilayah latuputen.

Hurufc . ..
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Prlaksandan pembahasan mancangan peraluran dasrah
tentang rencane  tata  ruang  wilayah  kabupaten
merupakan upaya untuk mengomunikasikan muatan
rencana lala ruang wilavab kabdparten kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, serta secara
paralel sebapal bentul komunikast kepada seharab
Pemangku Kepentingan,

Frekuensl pelaksanaan pembahasan disesuakan dengan
ketuatuhan, sehinpgs Petnangka Kepentingan
mendapatkan kesempatan untuk mengetahu konsep
RETR serta memberikan masukan dan saran,

Pemangku  Kepentingan  vang  dilibatkan  dalam
pembabasan rancangan peraturan daecah fEntang
rencana tata ruang wilayah kabupaten mencakup pula
Pemerintah Dacrah kabupaten/kote vang berbatagan.

Avat [2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Data lain vang dapat dikumpulkan  meliputt data
fizipgralis, data ekonomi dan keuangan,  dara
keterscdiaan  prasarana  dan sarana  dasar, data
peripgunaan lahan, data peruniukan roasng, dan dara
terkait daya dukunp dan daya rampuong lingkuangan
huicdap.
Angka 1
Cukup elas,
Angka =

Cukup jelas.

Anpgka 3. ..

SK Mo OBTI51 A
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Angka 3

Data daa wnformasi hdang pertanahan yang
dibutuhkan Jdalam proses penyusunan rencana
tata ruang wilayah kabupaten berupa, antara lain,
data dan informasi penguasaan tanah, perilikan
langh, penggunasn tanah, pemanfaatan taneah,
neraca poenatagunaan tanah, dan permasalaban
pecrianahan yang dapat inempengaruhl efektivitas
perwujudan rencana tata ruang  wilayzah
kabupaten.

Angka 4

Crata dan inlarinas kelbencanaat yang
dibutuhkan dalam proses penyusunzno rencena
tata ruang wilayah kabupaten meliput: data dan
informasi terkait bahaya dan risiko bencana,
antera lain, peta kawasan rawan bencana gempa
bumi. pela kawasan rawean bencana sesar aktil,
peta Kawagan rawan  Dencanz  sanama,  pera
kawasan rawan bencana letusan gunung apl, dan
pcia kawasan rawan beacana banjir, serta peta
kerentanan liluefaksi dan  peta kerentanan
gerakan ranah termasuk longsor.

Angka 5
Cukup jelas,
Huruf ¢
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Dalam kajian daya dukung dan daya tampung
lingkungan wang terintegrasi dengan  kajan
lingkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analisis terhadap aspek dampak dan risike
lingbingan hidup, jasa ekosistem, pemanfazian
sumber daya alarn, ringkat kerentanan terhadap
perubahen ikiim, danfatau Yeanelkaragaman
hayati.

Kajian | - .

Sk Me%3T01 A
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Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
dizsesuaikan dengen lingkup dan Yatakteristik
wilgyah perencanaan, tyjuan Perencanaan Tata
Fuang, dun [okus perencanaan.

Hurul d
Cukup jelas,
Hural ¢
Cukup jelas.
Ayat (3]

Menyikap kondisl dalam hal Peta Rupaburm Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar RTE  dilaloakan denpan
menggunakan sumber peta lain zesyal dengsn  standar
kartografiz denpan mempergunakan kesamaan sistem referensi

geaspasial.
Peta desar lainnya yaitu peta vang tersedia dalam skala yang
diperiukan.
Ayat {4}
Cukup jeclas.
Ayat [5)
Cukyp jelas.
Pasal 20
Cukup jelas,
Pasal 21
Avat [1)
Cukup jelas.
Ayat [2)
Huruf g
Cukup jelas.
Huarul b
Cukup jelas.

Huralc. ..

DK Mo (U702 A
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Huymf ¢

Cukup jclas.

Hunu d

Cukup jelas.

Hurul e

Cukup jelas.

Hurnal [

Cukup jelas.

Hurul g

Cukup jelas.

Huruf h

Culkup jelas.

Hurual i

Cukup jelas,

Huruf )

=17 -

Tanah dan air merupakan suiniber daya yang sangat vital
dalam pelakzanaan pembanganan.

Perencanaan  Tata Buang  perld  anempertimbangkan
ketersediaan kedus sumber daya tersebiut untuk lebih
menjamin perwujunan BETE.

Keterzediaan tanah  dan sumber daya  air
dipertimbangkan dalam penvosunan  RTR dengan
mengpunakan dam dan informasi vang tersedia gada
saal peoydsunan BTE, antara lain, neracs pendalagansan
tanah dan oeracs penatagunaa simber daya ar,

Apabila data rersebut tidak tersedia, digunakan data dan
informast yang lainnya,

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf |

Cukup jelas.
Awal [3) ...
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Avat [3)
Cukup jelas.
Ayat |4)
Cuboup jelas.
Avat 15]
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Ayat (1]
Hurul a
Culup jelas.
Hurul b
Pelibatan peran Masyarakat di kota dalam penyusunan
rencana tata ruang wilayah ketz antara lam dilakukan
melaluy penjarinpan opini publik, forum diskusi, dan
Konsullasi Publik vang melinuti atau mewalkili kKondisi
stluruh walayvah keta.
Huru ¢

SK No (0953704 4

Felaksaraan pembahasan rancangan peraturan dacrah
tentang rencana tata ruang wilayah kota merupakan
upaya untuk mengkomunikasikan muoatan rencana tata
ruang wilayah kabupatein kepada Dewan Perwakilan
Ralyar Daerah kota, serta secara paralel sebagai benk
kemunikeast kepada seluruh Pemangku Kepentingan.
Frekuens pelaksanaan pembabazan disesvakan dengan
kebutuhan, schinpga Femangku Kepentingan
mendapatkan kesempatan untuk menezetahuw konscp
RTR zerta memberikan masukan dan saran,

Pemangku  Kepentingan vang dilibatkan  dalam
pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  tentang
rencara tata ruang  wilayah  koia mencakup  pula
Femerintaby Dacrall Kabapaten /kora yang berbatasan.

Avat 2] ...
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Huruf a

Cukup jelas.

Hurul b

SK MNo (93705 A

Data lain yang dapat dikumpulkan melipun dats
fisicgrabs, data ekonomi dan  kéuangan,  daia
ketersediaan peasarana dan  sarana  dasar,  data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dubkung dan daya tampung linglungan
hidup.

Angka 1

Cukup jelas,
Angka 2

Cubkup jelas.

Angka 3

Data  dan  miormast bidang  pertananan yang
dibutuhkan dalam proses penyusunan rebcana
tata ruang wilayah kota berupa, antara lain, dala
dan informasi penguasaan tznah, pemilikan tanah,
penggunean tanah, pemandaatan tanah, neraca
penalagunasan tanah, flan permasalahan
pertanahan yang dapat mempengarihi efektivitas
rerwijudan rencana tata rdang wilayvah kota.

Angka 4

Data dan informas: kebencanaan vang dibutuhkan
dalam proses penjusunan rencana ata rlang
wilayah kota meliputi data dan informasi terkait
bahaya dan rismke bencana, antara lain, peta
kawusan rtawan  bencana  gempa bumi, peta
kawzsan rawan bencana sesar aliif, peta kawsasan
rawan hencana Wwunadi, pela Kawesan rawat
rnocand letusan punung qapl, dan peta Kawasan
rawan bencana banjr, serta peta Rerentanan
liknefaksi dan peta kerentauan gerakan tanah
termasuk longsor.

Angka 5. .
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Angka 5
Cukup jelas,

Huruf ¢

Angka 1

Cukup jelas.

Angla 2

Huruf 4

Dalam kajian daya duelkung dan dava tampung
Iingkl.mg;.in yang tcnontegrasi denpan  kapan
lingkungan hidup strategis, dapat cilakukan
anzlisi= terhadap aspek dampak dan nsiko
lingkungan hidup, jasa ekosistemn, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kerentanan terhadap
perubaban  iklim, doanfatan Kzanekatagaman
hayati

Kajian terhadap aspek-aspek tersebut
disesuaikan denpan lingkup dan karaktenstuk
wilayah persticanacn, tujuan Perencanaan Tata
Fuang, dan fokus perencanaan.

Cukup jelas.

Huruf =

Cukup jelas.

Avat (3|

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupcbumi Indonesia belum
teraedia, persusunan peta dasar RTR diakukan - dengan
mengEunakan sumber  pele laim o sesual  dengan standar
kartograbiz dengan memperpunakan kesamaan sistem referens:

gecspasial.

Pera dasar lainnya yaita neta vang tersedia dalam skala yang

diperlukan.
Ayat {4}
Culaup jeias.

Sk Mo (R TR A

fvat (D). ..



Arat (B

PRFSITEM
REPUBLIE INODOMESIA

-2 -

Culboap jelas.

Fosal 24

Cukup jelas.

Pasgal 25

Cukup j=las.

Basal =6

Cukup jelas.

Pasgal 27
Ayat(l)

Huril a

Hurmf

Huruaf

Ayat [2)

Cukup jclas.
b

Pelibatan peran Masyarakat regional pulauf kepailavan
dalam penyusunan rencana tata rdang pulau/ Kepuladan
antara lain chlakukan melalui penjatingan opint puhblil,
forum diskus:, aan Koenvuitas: Pubhk yang meliput atad
mewalill kondis selunuh wilayah pulau/kepulanan.

C
Cukup jelas.

Hurui &

Cukup j=ias,

Hurul b

S No NV A,

Data lain yarng dapat dikumpulkan weeliped data
hsicgrahs, dara ekonomi  dan  keuaugan, data
keterzediaan prasarana  dan  sarana  dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan roang, dan data
erkait dayaz dukunpy dan daya rampung lngkungan
hid:p.

Angksa 1
Cukup jelas,
Anpka I, - .
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Angka 2

Cukup jelas.
Angka 2

Data dan wnformasy bidang pertanahan yang
dibutubkan dalam proses peayusunan RTR
pulan/kepulanan berapa, antara lain, data
dan informas] penguassan tanah, pemilikan
tanah, pengpunaan tarah, pemanfaatan mnah,
dan  permasalahan pertanahan yang dapat
mempengarahi  efektivitas  perwujudan BTR
pulau/kspulauan,

Angka 4

Data dan  iwnlormasi  kebencanzan  yang
dibutuhkan dalam proses penvusunan RTR
pulaufkepulausn meliputi data dan informasi
terkait hahaya dan risiko encana, antata lain,
peta kawasan rawan brncana gempa burmd,
peta Kawasan rawat bencana sesar akKil, peta
kawssan  rawdl  bencana tsunamid,  pera
kawasan ravan béncana letlsan puinung ap,
dan peta ka'vasan rawan bencana Sanjir, serta
peta kerentanan  hkuefaksi dan oeta
kerentanan gernkan tanah termasult loRgsor.

Angka S

Huruf ¢
Antgka 1

Cakup jelas.

Culop jelas.

Angka 2 ...
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Angka 2

Dalam kajian daya dokung dan daya tampung
Ingkungan  vang tenntégrast  dengan Kapan
hngkungen hiddp strategs,  dapat  dilalkukan
anahsis terhadap aspek dampal dan fisiKo
hrglungan hidup, jasa skosisten, pemaniaatan
sumber daya alamn, tingkat kerentanan terhadap
perubahan iklim, dan/atau keaneskaragaman
hayati.

Kajian terhadap aspek-aspek repsebut
disesuaiian denpan hnghap dan kKarakrerisnok
wilayah percncanasn, tyuan Perencaniaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaan.,

Huruf d

Cukup jelas.
Huruf &

Lubkup jelas.

Ayar [3)

Menyikapl kendisi dalam hal Peta Rupaoum Indonesia belum
tersedia, penyusunan peta disar BTk dilakukan dengan
menggunakan sumber peta  sain zesuai dengan standar
lartografis dengan monpergunakan kesamaan sistem relerensi
geospasial,

Peta dasar lammnya yaitu peta rang tersedia dalam skala yang
diperlukan.

Axat [4)

Cukup jelas.

Avat [2]

Pgsal 18

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasanl 29

Cukup j¢las,

S No 09709 A

Pasal 20 ...
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Pagal 30
Hurul a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelasz.
Huruf ¢

Peraran o selkitar PPKT ditetapkan dengan kriteriar

a. sampal dengan paling jauh 12 [dua belas) mil Laut divkuor
dari garis pantai;

b. sampai batas lout teritorial Indenesia, dalam hal wialayah
perairatn RZ KSNT lebih dari 12 (dua belas) mil Laut dan
terada pade sisi dalam batas laut teritoris! (ndonesia;
dan/atau

¢. wilayeh perairan yanog berbatasan dengan pulau  lain
tlan fatall wilayah pesisir yang berada dalam jeralc hingga
24 (dua puluh empat] mil Laut dibagi sama jarak atan
diukur dengan prinsip garis tengais.

Faszal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukuy: jelas,
Pasal 32
Cuk4up jelas.
Pasal 34
Huruf a
Cukuap jelas,
Huruf b
Cukup jelas,
Hurufc .
Cakup jelas,
Hurul d
Cukup jelas.

Hurule . ..

Gk Mo ORATIHA
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Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas,
Huraf g

Yang dimaksud dengan “taman  bumi®  adalah  geopeark
schagmmana diatur dalam ketentuan peraturan perundatig-
undangan.

Hunil b
Cukup jelas.
Pasual 35
Ayat (1}
Cukup jelas.
Avat [2]
Hurufl a
Cubup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jeias.
Hural d
Cukup jelas.
Hurnd ¢
Cukup jelas.
Huruf f
Culkup jelas,
Huruf g
Cukup jclas.

Hurufh. ..

S NoUiTll A
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Tanah dan air merupakan sumber daya yang sangat vital
dalam pelaksanaan pembangunan.

Ferencanaan Teta Ruang perlu mempertmbangkan
ketersedigan kedua sumber dava tersebut untull lebih
mefijamin perauudan RTR.

Ketersediaan tanah dan sumber daya air
dipertimbangkan dalam penyusunan RTRE  dengan
menggunalan data dan informasi yang tersedia pada
saat penyUsunan BRTR, antara lain, neraca penatagunaan
tanah d4n neraca penatapunzan sumber daya air,

Apahila data tersebut tidak tersedia, digunakan data dan
informasi yang lainnya.

Huruaf 1

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.

Ayat {3}

Hurmf &

Cukup jclas.
Hurul b

Pada KS5N yang memiliki cakupan wilayah perencanaan
lebih  kecil dan merupakan pusat  permukiman
perkotaan, rencana Struktar Ruang dimaksud  berisi
sigtem pusat pelavanan kegiatan perkotaan.

Hurul ¢

Cukup jelas.
Hurul d

Culiup jeias,
Hual ¢

Cukup jelas.

Hﬁmfl‘.._

SK NoQUITIZA
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Huruf [
Cukup jclas.
Hurut g
Cukup jelas.
Fluaruf b
Cukup jelas.
Avar (4]
Cukup jelas.
Avar (3]
Culup jelas.
AVaT B
Loukup jelas.
Fasal 36
Ayar (1)
Hurad a
Cukup jelas.
Hurul b

Yang dimaksud dengan “pelibalan poeran Masyarakal
dalam penyuasunan ETE KESNY antara fain dilakukan
melalul penjurngan opinl publik, forum diskusi, dan
Konsultast Publik yanp melipoti arau mewakili kondisi
selurub wilavah KSN,

Hurui c
Cukup jelas.
Avat |2)
Huruf g
Culap jelas.

Harufb. ..

SK Mo 037152 A
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Humul b

Datz lain yang dapat dikumpulkan meliputi data
fiziografis, data ekonomi dan  keuangan, data
ketersedipan prasarana  dan  sarana  dasar, data
pengeunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait daya dukung datt daya tampung lingkungan
hidup.

Anpka 1
Cukup jelas.
Aneka 2
Cukup jelas.
Angka 3
" Data dan informasi bidang pertanahan yang
ditutuhkan dalam proses penyusunan RETR KSN
berupa, antara  lain, data  dan  informasi
penguasaan tanah, pemibkan tanab, penggunasan
tanah, pemanfastan tanah, ncraca penatapunasn

laniah, dlan petmesalahan pertanahan yang dapat
mempengarithi eiektivitas pervujudan BTR KSN.

Angka 4

Data dan informasi kebencanaan Yang
dittuhltan dalam proses penyusunan RTRE KSH
meliputi data dan infsrmasi terkait bahaya dan
risike bencana, antara lxin, pefa gwasan rawan
kencana pempa bur, péta Kawasan  rawan
bencana sesar aktif, pota kawasan rawan bencana
tsunami, pety kawasan rawal bencana letusan
punung api, dan peta kawasan rawan bencana
banjir, serta peta kerentanan likuefaksi dan pera
kerentanzan gerakan tanah tennasul lKngsor.

Angka 5

Culkup jelas.
Angka &

Cukup jelas.

Huruf e . . .

ok Mo (93714 A
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Hurul ¢
Angka 1l
Cukup jelas.
Angka 2
Dalarn kejian daya dukung dan daya tarnpung
lingkungan yang terintegrazi dengan kajan
linpkungan hidup strategis, dapat dilakukan
analizis terhadap aspck dampsk dan risiko
linglungan hidup, jasa ekosistem, pemanfaatan
sumber daya alam, tingkat kersntanan terhadap
perubahan iklim, dan/atan  keanekaragaman
hayarti
Kejian terhadap aspck-aspek tersehut
disesualkan dengan lingkup dan  karaktenstik
wilayah perencanaan, tyjuan Ferencanaan Tata
Ruang, dan fokus perencanaarn,
Huraf
Cukup jelas,
Hurul e
Culup jelas.
Ayat {3

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabrami Indonesia belum
terzedia, penyusunan peta dasar BETR dilakuokan  dengan
mengpunaken sumber peta lain  sesual  Jengan  standar
kartoprafy dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi

gecspasial.

Yang dimaksud dengan *Peta desar laimnya” adalab peta yang
tersedia dalam skala yvang diperlukan.

Avat (4]
Cukup jelas,
Avat {3}

Huruf a

Cukup jelas.

SK NoO93Tid A
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Yang dimaksud dengan "gars panitad sesual kebutuhan
RETR" adalah kebutuhan untuk mengakomodam, antara
lain, rencana pembangunan, hak atas tanah, dan
perizinan  yang telah diterbitkan sesual  ketentuan
peraturan perundang-undangar, termasulk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah yang diakomodesi, antara
lain, hak alaz lanah yanz akan dibenikan pada tanah
timbul dan tanah hasil reklamasi.

Cukup jelas,

Pasal 37
Cukup jelas.

Fasal 2B
Culup jelas,
Fzaszal 30

Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat |2
Hurul

Sl Mo QUATIG A

a
Angka 1

Cukap jelas.
Angka 2

Yang dimaksud dengan “tipsografl” adalah garis
khayval untuk menggambarkan semua itk vang
mempunyal ketingman yang samz di pemmukaan
bumi atau kedalaman yvanp sama di dasar laut.

Hipsograli di ruang laut dipambarkan denpan titik
kedalaman, batimerri dan/fetau  garis  kontar
kedalaman unbul wilayseh Laut.

Angka 3 ., .
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Angla 3

Batazs wilavah termasuk batas maritim  yang
cianir dalam beniuk:

8. pecoanen intermasional, bk bilaterals
trilaeral denpan neeara teranega; dan

b,  batas mannm yang bersiat unilateral,

seeual denpgan ketcntuan peraturan perandang-
undangan dan hukum internasional.

Huruf b
Culsup jeles.

Byar (3

Menyikap! kondisi dalam hal Peta Rupabum Indenesia belum
terscdia,  penyusunan peta dasar dilakukan dengan
menggunakan sumber peta lain sesuar dengan standar
kartoprafis dengan mempergunakan kesamaan sistem relorensi
penspasial

Yang dimmaksud dengan “Peta dasar lainnva”™ adalah pets yang
lersedia dalam skala vang diperlakan,

Ayar 14

Cukup jelas.

Avar |3)

Cukup jelas.

Ayat |5

Cukup jefas.

arar (7

Cukup jclas.

Aval (5]

Cukup jelas,

Avak (4

5K No OBE7104 A

Cukeup julas,

Avat (10} . ..
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Ayvat (10}
Cukup jelas,
Pasal 40
Cudougy jelas.
Fasal 41
Cukup jclas.
Pazal 42
Culoup jelas,
Pasal 43
Cukup jelas.
FPazal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Huruf a
Angka 1
Cukup jelas.
Anghka 2
Yang dimaksud dengan *hipsograli™ adalah garis
khayal untek menggambarkan semza titik yang

mempuryal Retinpgian yang sama di permukaan
bumi atau kedalaman yang sama th dasar laac

Hipzografl ¢ raang laut digambarkan dengan titik
kedalaman, batimetn danfatan garis  kKontur
kedatarnan untuk wilavah Laut.

Anpka 3. ..

SH Mo (HATIE A
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Angka 3
Batas wilayah termasuk batas maridm sesual
dengan  ketentvan  peraturan  perundang-

undangan dan hukum internasional, yang diatur
dalam bentubs:

4.  peranjian  intermasional, baik  bilateral/
rrilateral denpan negars letangga, dan

. batas maritim yang bersifat umlateral.
Hurul b
Cukup jelas.

Ayat (3]

Menyikapi kondisi dalam hal Peta Rupabumi Indonesia belum
tersedia,  penyusunan  peta  dasar  dilalkukan  dengan
menggunakan sumber peta lain sesual dengan  standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaan sistem referensi
googpaial.

Yang dimaksud dengan “Peta dasar lainnya" adelah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan.

Ayat (4}

Cukup jelas.

Avat (5)

Cukup jrlas.

Ayar )

Culup jelas.

Avat [7)

Cukup jelas.

Ayart (8]

Cukup jelas.

Ayat {9)

Cukup jelas.

Avat (10]

by Moy (P70 A

Cukup jelas.
Pasal 46 _ ..
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Paszal 46
Cukup jelas.
Pazal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Paszal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukap jelas.
Pasal 51
Avat [1]
Cukup jelas.
Ayat (2]
Huruk a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Culkup jelas.
Hurul 4

Owrimasi Pemanfaatan Ruang darat dimaksudkan untuk
mengopumalkan manfaat sosial dan ekonomi ruang
darat dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.

Untuk itu rencana Permunfuatan Ruang untuk berbaga
kebutuhan harn:s memperhitvngkan ketersediaan tanah
dan air yang merspaiian dua sumber daya vital antuk
mendukung perikehidupan manusia.

Ketersediaan . . .

2K Mo Q9370 A
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Ectersediaan tanah dan sumber daya air, antara lain,
dapat diketabui dari data neraca penatagunazn tanah
dan neraca penatagunaan sumber dava air yang tersedig
pada saat penyysunan ROTR.

Calam hal data neraca penatapluinaan lanah dan oeraca

penatagiinaan sumber daya air tidak tersedia, dapat
digunaksn data lainnya.

Huruaf &
Cukup jelas.
Hurf §
Cukup jelas,
Ayat [
Culup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Ayat [5)
Cukup jelas.
Pagzal 52
Ayat (1)
Hurul a
Cukup jelas.
Hurul b

Yang dimaksud dengan “pelibatan poran Masyarakat di
tingka* kabi-paten/kota dalam penyusunan RDTE KPN®
an:ara loin dilalukan melaivi penjanngan opin publile,
forum diskuasi, dan Konsuliasi Publik yang melipul atau
mewak i kondist selarub wilayvah EPN,

Hurul ¢
Cuakup jelas.
Ayar {2]
Huruf a
Cukup jelas.

Hural b, .,

Sk Mo U2 A
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Drata lain vang dapat dikumpulkan melippd  data
fisiografis, data  ekomormt dan kedangan,  data
ketersediaan prasarana dan  sarana dasar, data
penggunaan lahan, data peruntukan ruang, dan data
terkait dava dokung dan caya tampung linglangan
hrdup.

Argka 1

LCukup jclas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Data dan informasi  bidang  pertanaden yaog
dibutuhixan dalam preses penyusunan RDTR KPN
Bemupa,  antara  lain,  data dan  informasi
penguasaan tahah, pemilikan tanah, pengmunaan
tanah, pemanfaatan tanah, dan permasalahan
pertanahatn vang dapat msmpengarubl efektivitas
pervujudan ROTR KPM.

Anglka 4

Data dan informasi kebencanaan yang ditastubkan
dalam proses penyusunan EDTR KFN mebhputi data
dan nformes terkail bahava dan dsike bencana,
antara lan, peta kawasan rawan bencana gempa
bomd, pets kawasan rawan bencana sesar aktil
peta  kawaszaa rawan  bLencana tsunsmi, pela
kawasan rawan bencana letbusan punung ap, dan
peta kawasan rawan bercana banjir, serta peta
Kereplanan hikuelakal dan peta kersntanan geralkan
tanah ternrasuk lorngsar.

Angks o

Cukup j=las.

Hural e ...
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Hurul ¢
Angha 1
Dalam kajian daya dubung dan daya tampung
lingkungan dapat dilakukan enshss terhadap
aspek dampak dan risike lmgkungan hidup, jasa
cekogistem, pemanfastan sumber daya alam,
tingkat kKerentanan terhadap perubahan ikiim,
dan/ atau Keanekaragaman hayati.
Kajian terhadap aspek-aspek tersebul
disesuaikan dengan linpkup dan karaktenstik
wilayvah perencanaan, tyjuan Ferencanaan Tata
Ruang, dan folus perencanaan,
Angks 2
Culkup jelas.
Hurufl d
Cubnp jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Axat (3]

Menyvikapi kondisi dalam hal Peta Rupabvmi Indenesia belum
tersedia, penyusunan peta dasar ETE dilakukan dengan
menggnakan  sumber peta  lain sesual dengan  standar
kartografis dengan mempzrganakan Kesamaan sistem referensi
geospasial,

Yang dimaksud dengan “petz dasar lannya” yaitu peta yang
rersedia dalam skala vang diperlukan,

Avat [4)

Pa=a] 53

Cukup ielas.

Culup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

SKONo 043723 A
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Pazal 55
Cukug jelas.
Fasal 36
Ayat (11
Cukup jelas.
Ayat (2]
Hurul a
ukup jelas.
Huruf b
Cukup jclas.
Huruf ¢
Culqup jelas.
Hurat d
Optimasi Pemanfatan Ruung darat dimaksudkan unrk
mengoptimalkan manfaat sosial dan eskonotm roang
darar dengan tetap memperhatilkan aspek keberlanjutam,
Untuk itu rencana pemanfaatan rmuang untuk berbagai
kebutuhan harts memperhitungltan ketersediaan tanah
dan air vang merupakan dua sumber dava vital untulk
mendukung perikehidupan manusia.
Ketersedinan tanah dan sumber daya air, antara lam,
dapat diketahui darn data neraca penatagunaan tanah
dan neraca penatagunaan sumber daya ar yang tersedia
pada saat penyusunan RDTR.
Dalam hal data neraca penatagunaan tanah dan neraca
penatagunaatt sumber daya air odak tersedia, dapat
digunakan data lamnya.
Huruf «
Culkoap jelas,
Ayat i3]
Culup jelas.

SK Mo %17 M A
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Ayar (4)
Cukup jelas.
Ayat {5}
Cukup jelas.
Pasal 57
Avat [1)
Hurula
Cubup jelas.
Hural b
Tang dimaksud denpan “pelibatan peran Masyvarakat di
tingkat  kKabupatenfkota dalam
kabupatenfkota™  antars  lain
perjaringan opini publik, rum dislousi, dan Konsultas]
Publik yang meliputi ataw mewakilh kondisi seluruh
wilayah pengembangan dalam RDOTR kabupaten/kota.
Hurl ¢
Cukup jelas.
Avat (2]
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Data lain yang dapat dikumpulkan meliputi
kKeuangan,
sarana  dagar,
pengEunaan kghan, data peruntukan ruang, dan

fisipgrafis, data ekonomi
ketersedigan prasarana dan

data
data
dara
data

terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan

hidup.
Angka 1

Cukup jelas.
Angksa 2

Cukup jelas.

Sh Mo (093725 A
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Angka 3

Data den imformasi bidang pertanahan  yang
dibutnhkzn dalam proses penyusunan BEDTE
kabupaten,/kota berupa, antara lain, data dan
informasi penguasaan tanal, pemilikan tanah,
pengeunaan  tanah, pemanipaten anah, dan
prrmasalahan pertanahan YAnE dapat
mempengaruhi  efektivitas  perwujudan RDTR
kabupaten/kota,

Angla 4

Data dan  informasi Kebetwanaan  yang
dibuouhkan dalam  proses  penyusunan EDTR
kabupaten/kota mehputt data dan  informas
terkait bahaya dan nsiko bencana, antara lain,
peta kawasan rawan bencona gempa bumi, pesta
kawasan rawan hencana sesar aktil, peta kawasan
rawan bencanz tsunemd, peta kawasan rawan
Leticana letdsan guaung apl, dan peta Kawasan
rawan bencana banjic, serta peta kerentanan
likueiaksi dan peta kerentanan perakan tanah
termasuk longsor.

Angka S

Huruf c

LUK jelas,

Angka 1

SK Mo 93716 A

Dalam kajian daya dukong dan daya tampung
haghkunean dzpat dilakubkan anehs:s  terhadap
aspel dampak dan risiko linglungan hidup, jasa
ekozistemn, pemanfaatin  sumber. daya  alam,
tingkat kerentanan terhadap perobahan iklim,
dan/atau keanaskaragaman hayati.

Majian terhadap aspek-aspek terzebut
disesuailkan dengan lingkup dan  kKarakterisuk

vhalayah perencansan, tyuan Perencanaan Tata
Fuang, dan fokus perencanasn.

Anghka 2. ..
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Angka 2
Culogp jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Huraf d
Culnlp jelas.
Huruf &
Cukup j=las.

Axrat (3}

Menyikapi kondisi dalam hael Pela Rupabumi Indonesia belum
tersedia, penvusunan peta dasar RTE dilalukan dengan
menggunalkan  sumber peta lain sesual dengan  standar
kartografis dengan mempergunakan kesamaah sistem relercnst
gecspasial,

Yang dimaksud dengan “peta dasar lainnya”™ adalah peta yang
tersedia dalam skala yang diperlukan,

Avar (g}
Culkup jclas.
Pasal S8
Cukup jelas.
Pasgal 5%

Penyedinan RDTR kabupaten/kota vang telah ditetaplan termasuk
berbentuk 3 (tiga] dimensi dan pengeinbangannya.,

Pasal &0

Cukup jelas.
Pazal 61

Cukup jelas.
Pasal &2

Avar (1]

Hurufs . ..

Sk No (R3727T A
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Huruf a

Cukup jelas.
Hurul b

Couakup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruld

Pembahasan  lintaz  sektor dimaksudkao  untul
memastikan  rancangan  peraturan  Jdasrah  tcntang
rencana tatas ruang wilayah provins: tidale bertentangan
dan sclaras dengan kebijakan Pemerintah Posat,

Huruf e
Culoup jelas.
Huruf [
Cukup jelas,
Huruf g
Cukup jelas.
Hural h
LCukup clas.
Ayat (2]
Cukup jelas.
Avat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas.
Avat |5
Culgp jelas.
Pasul £3
Cukup j¢las,

Sk Mo 93728 A
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Cukup jelas.

Pazal 65
Avat [1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf a

Pasal 66

Cakup jelas.

Fasal &7

Avat |1)

Jangke waktu 20 [dua puluh) Hari dibitung sejak tanggal
pclaksanaan pembehasan lintas scktor sebagaimana tercantum
dalam undangan rapat pembahasan tersebut,

Avat [2)
Cukup j=las.

Pasal 63

Cukufr jelas.

Hurif b

Yang dimaksud dengan “garis pantal sesuai kebutuhan
rencans  tata  plang” adalah keburuhan untuk
mengakomaodasi, anrara lain, rencana pembangunan,
halk watas wanah, dan perizinan yang telah diterbitkan
sesuai Ketéentuan peoraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanah vang diekomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
titnlul dan tanah hasil reklamasi.

Cukup jelas,

S Mo (MITIOA
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Pasal 649
Ayat {1}
Huruf a
Cuktup jelas,
Huruf b
Cukup j=las.
Huruf ¢
Peoyampaian rancangan peraturan dasrah kabupaten
tentang rencans tata uang wilayah kabupaten kepada
Menteri ditembuskan kepada gubernur.
Huruf d
Pembahasan  lintes selttor dimaksudkan  untuk
memastikan rancangan peraturen deesrah kabupaten
tentang Tencana tata raang wilayah kabupaten tidak
bertentanpan dan s=laras dengan kebyakan Pemenntab
Pusat.
Huruf e
Cukup jelas.
HMuruf
Cukup jelas,
Hural g
Cukup jelas.
Hurl h
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Avat {J)
Cukup jelas,
Awvat [4)
Cukup jelas.

Avat {3} . ..

SK Nod9373HA
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Avar (9]
Culkiup jelas,
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pazal 72
Avat (1)
Cukup jelas.
Aval [2)
Hurit a
Cukup jelas.
Hurul b
Yang chmaktsud dengan “parls pantan sesual kRebutalan
rencana tata  rouang”  adalah kKebutahan uantuig
mengakomodas:, antara lan, rocncana pembanpunan,
hak atas tanah, dan peizinan yang telah diterbithan
gesnai  ketentian perpturan perundang-undangan,
termasuk konsesl.
Kepentingan hak atas tanah yang diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah yang akan diberikan pada tanah
tirmbul dan tanah hasil reklamas,
Pasal 73
Cukup jelas,
Pazal 74
Avar {1)

Jangka waktu 20 [dua pulab) Han dibitang sepall tanggal
pelaksenaan pembahasan dintas sektor sebagaimana lercantum
dalam undangan rapat pembahasan tersebut,

Avat [d)
Cukup jelas.

SH Mo 03T A
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Pagsal 75
Cukug jelas.
Fazal 76
Avat [1)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul B
Cukup jelas.
Hurul ¢

Penyampaian rancangan peraturan daerah Kota tentang
rencana  tata ruang  wilavabh  kota  kepada  Menteri
ditecmbuskan kepada pubernur.

Huruf d

Pembahasan  lintas sektor dimaksudkan untul
memastikan rancangan peratucan dasrab Kofa tentang
rencana tata ruang wilayah lota tidak bertentangan dan
selatas detigan kebijakan Pemerintah Pusat.

Hurul e
Culp jelas.
Hural [
Cukup jelas,
Humig
Cukup jelas,
Hurnw b
Cukup jclas.
Aval (2]
Cukup jelas,
Ayat {3}
Cukup jelas.

Avat (4 ...

SH Mo T2 A
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Avat (4]
Cukup jelas,
Ayal (5]
Cukup jelas.
Pazal 77
Cukup jelas.
Fasal 78
Cukup 1¢las,
Pasal 79
Avat (1)
Cukup jelas.
Aavar ()
Hurul a
Cukup jclas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “garis pantai sesual kebutuhan
rencana tata rmoang adaldah kebutuhan ok
mengakomodasi, antara lain, rencana pembangunan,
hak atas tanah, dan perizinan vang telah diterbitkan
sesllal ketentyan  peraturan  perundang-undangan,
termasuk konsesi.
Kepentingan hak atas tanah yvang diakomedasi, antara
lair, hak atas tanah vanp akan diberikan pada tanah
timbul dan tanah hasi! reklamasi.
Pagal 20
Culup jelas.
Pazal &1
Axat {1}

Janpka walktu 20 {dua puluh} Hari dihitung scjak tanggal
pelaksanazn pembanasan hintas sektor sebagaimana tercantum

dalam

alh Mo (D37 A

undangan rapat pemibahagsan tersebuat.
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Avat (2]
Cukup jclas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 83
Avat (1)
Cukup jelas.
Avar {3
Cukup jelas.
Ayat |3)
Untuk mencepah teradinya  kekosongan hubum oalam
pclaksanaan Penataan Ruang dan memberikan perlindungan
hulum, dan kerastian hukum dalam  Fenyelenggaraan
Penataan Ruang vang mempengaruid pelaksanaan kegiatan
pembangunan, kegiatan beruzaha.  serta berbagai sendi
kehidupan sosial di Masyaraleat, maka pendtapan suatu
renicana rinct tata roang tidak boleh melebihi masa berlakunya

Jenis rencana rinci tata ruang yang sama dan telah ada pads
wilayah dimalesud serta sedang berlaku,

Paszal 24

Cukup jelas.
Pasal 8BS

Cukup jelas.
Pasza] BH

Cukup jelas.
Pagal 87

Cukup jelas.
Pazal 88

Ayat [1)

Cukup jelas,

Ayat (2) . ..

gl Mo T84 A
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Huraf

Huruf

Fasal 59
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a

Cukup jelas,
b

Yang dimaksod dengan “garis panta sesuai kebutuben
rencana tata ruang”  adalah kebutuban untuk
mengakomodasi, antara lait, rencana pembangunsn,
halt atas tanah, dan perizinan yang telah diterbitkan
sesual  Ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk konsesi.

Kepentingan hak atas tanahb yanp diakomodasi, antara
lain, hak atas tanah vang akan diberikan pada anah
timbul dan tanah hasil reklamasi.

Culkup jelas.

Pasal 90
Awat [1}

Jangka waltu 20 {dua puluh) Hari dihitung sejak tanggal
pelaksanaan pembahasan lintas sektor sebagrimana tercanlum

dalam
Avat [2}

undangan rapat pembahasan tersebut,

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jtlas.

Fasal 932

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Fasal 94

Culap 1elas.

Pasal 9%

Cukp jelas,

SK No Q9735 A

Fa=al &0 . ..



2

PRESIOER
RreggLll, IMDONMESIA,

-50 -

Pazal o6
Cukup jelas.
Pagal &7
Lukup jelas.
Paszal 9%
Avat (1)
Cukup jelas.
Avvat [2)
Cukup jelas.
Ayat [3)
Cukup jelas,
Ayat 4]
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas,
Axyar {G)
Cukup jelas.
Ayat {7}
Huruf a

Yang dimaksud dengan “disetyu”™ adalah dapat disebajui
selurubnya atau disetajui sebagian,

Huruf b
Cukup jelas.
Ayal (5]
Culinp j#las,
Pasal 99
Cukup j¢las.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101 . ..
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Pasal 131

Cukup jelas.
Faszal 102

Cukup jelas,
Fasal 103

Eukup jelas.
Pasal 104

Avat 1)

Hurul a

Ecordinat lokasi digambarkan dalam bentuk  poligon
vang dapat membenkan miormasi luasan dan beniuk,

Huruf b

Culnlp jelas.
Huraf ©

Cukup jelas,
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf &

Kclengkapan mengenai  “jumlah  lantai  bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilabukan pembangunan gedung,

Hurul T

Eelengkapan  mengenai ®"was  lantai banpgunan”
dizertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunun gedung.

Ayat {2}
Huraf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas,
Huruf¢ . ..

SKE Mo 93730 A
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Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas,
Huruf e
Ketentuan tata bangunan antara lain meliputi koefisien
wilayah lerbangun, koefizien dasar hijan, den garis
sernpadan bangunan.
Huruf {
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Fasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas,
Avat (2)
Yang dimaksud dengan “secara menstap™ adalah aclama 20 (tga
puluhj Hari :
Fasal 107
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf g
Yang dimaksud Jdengan “kawasan industd™ adalah
kawasan tempat pemusatan kegiaten industo vang
dilengkapi dengan sarana dan praswana penunjang yang

dikemnbangkan den dikeloin aleh perusahaan kawasan
induystri.
Hurof &

Yang dimaksud dengan “kawasan ekonom Khusus®
adalah kawasan denegan batas tertentu dalam wilavah
hukum HNegara Kesatuan ERepublik Indonesia  vang
ditetapkan unituk tnenyelenpearakan fungsi
perekonomiat dan mempercleh fasilitas tertentu.

Paaal 108 .
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Pazal 108
Ayat (L}
Hurul a

Koordinat Iokasi digambarkan dalam berntuk poligon
yang dapat memmberikan informasi luasan da benwk.

Hurul b

Cubup jelas.
Hurul ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jclas,
Huruf e

Kelengltapan rmengenai  “jumlah  lantai  bangunan”
disertakan jika dalam pclsksanaan rencana Pemantaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf 1

Kelengkapan mengenar “lwas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Hurul g
Cukup jelas.
Ayat {2}

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Roang untnk
kegiatan beritsaha haros dibenkan dengan mempertimbangkan
twuan Penvelenggarasn Penataan Ruang, saleh  satunya
Pemanfaatan Ruang yang terkelanjutan.

Pemanfaatan Rusnp vang berkelanjutan dicapal dengan
mengedepankun  konsep safequarding dalam  Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhathikan:

a.aspek . ..
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a. aspek keamanan fkeselamatan/ penglrangan LIk
bencrAna;
b.  aspek ketahattan pangan nasional;
aspek kelestarian lingkungan;

d. aspek penciptaan  lapangan  kerja dan  peningkatan
e¢konomi lekal/regional fnasional,

¢, aspck kerawanan sosial' dan
[. aspek pertahanan dan keamanan.
Avat {3}
Cukup jelas.
Axat {4} |
Cukup jelas,
Avat {3)
Cukup jelas.
Ayat {&)
Culuap jelas,
Ayat {7}
Cukup jrlas,
Ayat {8}
Huruf a
cukup jelas,
Hurul b
Cukup jelas.
Humif ¢

Muatan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koelsien dasar bangunan diromuskan
apabila terdapat rencana pembanpunan gedung dalam
rencena kegratan Pemanfaatan Ruang vang dimohaon,

Humuld ...
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Huruf d

Muetan Persetujuan Kescsualan Kegiatan Pemanlaatan
Ruang terkait koefisien lantal bangunan dirumuskan
apabila ttrdapat rencane pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohon.

Hurul e
Cukup jelas.
Huruf [
Cukup jclas.
Pasal 109
Cukup j2las.
Fasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1}
Hural 2
Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapat memberikan informasi luasan dan bentuk.
Huruf b
Cukup jelas.
Huril ¢
Cukup jelas.
Huruf 4
Culmp jelas.
Buruf ¢
Cukup jelas.
Avar |2

Persetujuan Kesczuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laoat
untul  kegiatan  berusaha  harus diberikan dengan
mempertimbangkan tujuan Fenyelengearaan Penataan Ruang,
walal samanya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjatan.

Pemanfaatan . . .
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Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dicapar  dengan
mengedepankan konsep safeguarding dalam  Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek Keamanahn/ keselamatan/ pengurangan risiko
bencana;

k. aspck ketahanan pangan nasional;
aspek kelestarian linplunpan,

aspek  penciptaatl  lapangan  kerja dan  peningkatan
ckonomi lokal/ regional fnasional;

e. aspck kerawanan sosial; dan -
f. aspek pertahanan dan keazmanan.
Ayac (3
Culnp jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Avat {5
Cukup jetas.
Avat [B)
Hurul a

Feraturan perundans-undangan vang dimaksud adalah
FPeraturan Pemerititah, Peraturan Presiden, dan/atau
peraturan menteri vang diamanatkan oleh Peraturan
Pemenniah  danfatanl Peraluran Presiden  vang
menetapkan kegiatan bernia strategis nasional,

Huruf b
Culup jelas.
Ayat {7}
Cukup jelas.
Avat {B)
Cukup jelas.

Pazal 112 _ . .
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Cukup jelas
Pasal 113

Culkup jelas,
Pazat 114

Avat (1]

*
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RKeputysan Mentet, guaberniur, bupat;, atau walb kota terkait

pemberian  Persstuyjuan  Kesesualan

Kegiatan Pemanfaatan

Euvang dapat berupa keputusan untuk memberikan ataw tidek
memberikan Persetiguan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan

Ruang.
Ayat (2]

Cukup jelas.

Ayar (3]

Culoup jelas,

Ayal (4]

Cukup jelas,

Pasal 113

Cukup jelas.
Pasal 116

Culup jelas.
Pasal 117

Culcup jelas,
Paszal 118

Cukup jelas.
Pasal 119

Culop jelas.

G No P42 A
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Fasal 120
Avat (1)

Hurnud a
Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
vang dapat memberikan informesi nasan dan bentuk,

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huref d
Cukup jelas.

Huruf
Kelengkapan mengenai  “jumlbah  Jantal  bangaznan®
discrtakan jika dalam pelak$anaan rencana Pemanfaotan
Ruang akan dilakukan pembanganan gedung.

Hurufl {
Kelengkapan mengenal “luas lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanzan rencana Pepaniaatan
Ruang akan dilakokan pembangunan gedung,.

Avat [2)

Hura a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukuy- jelas.

Huoruef d
Culup jelas.

Haate . ..

SH No 19743 4



NMRESITIFM
REFUELE IHDOMESIA

- 5.

Hurul ¢
Ketentuan tata bangunan antara lain melipati koefisien
wilayah terbangun, keefisien dasar hijan, dan gens
sempadan bangunar.
Hurnif f
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jclas.
Pasal 122
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Tang dimaksud dengan “secara menetap” adalah selama 20
[tiga putuh} Har.
Fasal 123
Cukup jelas.
Pazal 124
Avat (1)
Hurula
Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk polipon
yvang dapat memberkan informari luasan dan bentuk,
Hurul b
Culap jelas.
Hurul e
Cukup jelas.
Hurul d
Culup jelas.
Hurufle
Kelengkapan mengenai “jumlash  lantx:  bangunan”

disertalzan jika dalam pelaksanzan rencana Pemanizatan
Ruang akan dilakukan pernbangunan gedung,

Huruff. ..
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Kelengkapan  mengenai “luas lantai bangunan”
disertalkan ka dalam pelakssnoaan rencana Pemanfaatan
Ruang akan dilakukan pembangunan gedung.

Huruf ¢
Cukup |clas.

Ayat (2]

Perselujuan Kesessuaian Kepgatan Pemantaatan Buang untuk
kematan nenberusaha harus diberikan dengan
memperimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang,
salah zarunya Pemanilaatan Fuang vang berkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang  berkelanjytan  dicapai  dengan
mengedepankan konsep safequarding dalam  Pemanfaatan
Ruang, antara layn memperhatikan:

a. aspel keamanan keselamatan, pengurangan risikn
Dencana,

. aspel Ketdahanan pangan nasional;
. aspek kelestarian lingkungan;

d. =aspek penciptaan lapanpan kerja dan peningkatan
ckonomi lekal/ regional nasignal;

e, Aspel kerawAnan sosial; dan

. aspek pertibanan dan keamanan.

Axat [3)

Cukup jclas.

Byat (4)

Cukup jclas.

Axal [3)

Cukup jelas,

Awat [B)

SK No UB7154 A
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Ayat |7)
cukup jelas.
Avyat (5]
Huruf a
Cukup jelas,
Hurnf b
Cukup jelas.
Huruf e

Muatan Persctuyjuen Kesesualan Kegiatan Pemanlaatan
Ruang terkait koelisien dasar bangunan dimumaskan
apabilg tercapat rencana pembanpunan pedung dalam
reticana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohan.

Hural

Muatan Persctujuan Kesssuaan Keglaltan Pemanfagtan
Ruang terkait koecfisien lantal bangunan dinmmuskan
apabila terdapat rencana pembanpgunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Buanp yang dimohen,

Huruf «
Cukup |=las.
Huruf {
Cuknap jelas.
Pazal 125
Cukup jelas.
Pazal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Avar (1}
Huruf a

Kuordinat Ilokasi digambarlkan dalsam bentuk  poligon
yvang dapal memberikan informasi lnasan dan bentuk.

Hurulb. ..
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Huruf b

Cukup jelas,
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf =

Cukup jelas.

Avart [2)

DK Mo DR374T A

Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut
untuk kegiatan nonberusaha harus  dibenkan  dengan
mempertimbangkan tujuan Penyelengearaan Penataan Ruang,
galah gatunya Pemanfgatan Fuang vang berielanjutan.

Pernanfosatan  Ruang vange  berkelangutan  dicapal dengan
mengedepankan  konsep  safeguoarding  dalam Pemmanizaatan
Euang, antara lan memperhatikan:

a. aspck keamanan fkesclamatan/pengurangan nsiko
bencana;

aspek kerahenan pangah nasional;
. aspel kelestarian inpkungan;

d. aspek penciptaan lapanpan kerja dan  peningkatan
ekonomi lokal/regional f nasional;

2. aspek kerawanan sosial, dat
. aspek pertahanan dan keamznan.
Huuf a

Bahwa penerbitan Persetujuan Kezesuaisn Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut  harmis  memperhatikan
hubungan fuogsional Perencanaan Tata Ruang di darat
dan laut dalam linglap BTE di kabupaten/ kota.

Huruf bk
Cukup jelas.

Hurufec ...
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Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurul 4
Cukun elas.
Hurui e
Culoup jelas.
Hurul f
Cukup jelas.
Hurul g
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Axyat (4]
Culkup jelas,
Ayat {3}
Cukup jelas.
Avat (9]
Huruf a

Peraturan perundang-undanpan yang dimalisud adalah
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau
peraturan menteri yang diatanatkan oleh Peraturan
Pemerintah  dan/atau  Peraturan  Presiden  yang
menetapkan kegiatan bernilai stralegis nasional.

Hurnuf b
Culkup jelas.
Avat (7)
Cukup jelas.
Avyat {8}
Cukup jelas.

Pasal 128 . . .
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Pasal 123

Cukup jelas,
Paszal 125

Cukup jelas.
Pasal 130

Avat [1)

Keputusan Menteri, gubermar, Lupati, atau wali keota terkait
pemberian  Fersetuyjuan Kesssuaian  Kegiatan Pemanflaatan
Ruang dapat berupa keputuaan untuk membenkan ataa tidak
memberikan Persetujuan Kesesunian Hegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Ayat (]
Cukup jelas.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Avat [4]
Cukup jelas.
Pasa! 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas,
Pasal 133
Ayat {1}
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk polivon
vang depat memberikan informasi luasan dan bentuk.

Hurul b
Cukup jelas.
Hurul &
Cukup jelas.
Hurufd . ..
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Huruf 4
Culup jclas.

Avat |2

Skl Mo 093750 A&

Konfirmast kesesumian ruanp laut harus dibenkan dengan
mempertitmbangkan tujuan Penyelengparaan Penataan Ruang,
sulah satunyva Pemanfzatan Euang vang Derkelanjutan.

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan dhicapa  dengan
mengedenankan konsep safeguarding dalam  Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

a. aspek leamanan | kezelamatan /| pengurangan risiko
bencana;

b, aspek Ketahanan pangan nasional;
c. aspek kelestanan hogkungan;

aspek peociptaan  lapanpan  kerja  dan  peningkatan
ekonomi lokal /regional fnasional;

e,  aspek kerawanan sosial, dan
f. aspek pertahanan dan keamanan.
Huruf a

Bahwa penerbitan konfirmasi kesesusian mang laut
harz memperhatikan hubungan fungzicnal
Perencanean Tata Fuang i darat dan lave delam
lingkup ETE di kabupaten, kula,

Hurul b

Cukup jelas.
Huruf o

Cukup jelas.
Hurmal d

Cukup jelas.
Huraf &

Cukup jelas.
Huruf {

Cukup jelas.

Hurafg . . .
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Huruf g
Cukup jelas,
Aval [3)
Cukup jelas.
Avat (4
Culup jelas.
Paszal 134
Cyulkiup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pazal 136
Cukup jelas.
Fasal 137
Culoap jelas.
[asal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Fazal 140
Avat [1)
Huruf a

Koordinat lokasi digambarkan dalam bentuk poligon
yang dapal memberikan inlormasl luasan dan bentuk.

Hurul b

Cukup jelas.
Hurul ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas,

Hurufe ...
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Hurul e

Kelengkapan mengenal “jumlah lantai  bangunan®
digertalian jika dalam pelalzsanaan rencana Pemanfaatan
Fuang akan dilakukan pembangunan gedung,

Hurui I

Kelengkapan rmengenal “luas  lantai bangunan”
disertakan jika dalam pelaksanaen rencana pemanfaatan
ruang akan dilalukan pembangunan pedung.

Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

Avat [2)

Eckomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk
kegiatan yang bersifat strategiz nasional hams dilakukan
dengan memperbimbangkan tujuan Penyelenggaraan Penataan
Fuang, salah satunya Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan,

Pemanfaatan Ruang yang berkelanjutan  dicapai dengan
mengedepankan konsep safequarding  dalam  Pemanfaatan
Ruang, antara lain memperhatikan:

. aspek keamanan/keselamatan/pengurangan risika
BEncana;

b. aspek ketahanan pangan nasional;
c. aspek kelestarian ingkungan;

azpek  penciptasn lapangan  kerja dan  peningkatan
ekatwtmi lakal )} regional f nazional;

e. aspek kerawanan sosial; dan
f. aspek perlahanan dan keamanan.

Avat (3]

Cukup jelas.

Ayat {3}

SK Mo TRRATI2 A
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Ayat (9
Cubup jelas.
Avyat (6]
Cukup jelas.
Avat [T}
Cukup jelas.
Ayat [8)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cnloap jelas.
Huruf ¢

Muatan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Fuang terkait koefisien dasar bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencana petobangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dimohan.

Hurul' d

Muatzn Rekomendasi Kesesuasian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang terkait koefisien lantai bangunan dirumuskan
apabila terdapat rencans pembangunan gedung dalam
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang dimohaon,

Huruf e
Cukup jelas.
Hurul {
Culup jelas.
Pasal 141
Aval {1)
Cukup jelas.

Ayat {32} ...
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Ayat {2)

Pasal 143

Feputusan Menten terkait pembenan Bekomendas: Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaaran Ruang dapat berupa keputusan untuk
memberikan atau tidak memberikan Eekomendasi Kescsuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Culkup jelas.

Pasal 143

Chuloap jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Fasal 146

Cukup jclas.

Pasal 147

Ayat {1]

Pengendalian Pemantfaatan FEuanp dapat dilaksanakan dengan
melibatkan kelompok Masyarakat, Forum Penataan Ruang,
asgaiasl profesi, dan lain-lain.

Palaksanean  Pengendahan  Pemanfaatan Buang dapat
ghlakitkan  denygan  mengepunakan pengembangan inowas
teknologl, yang antata lam berupa penpaduan onfiee, sistem
tcknolos informasi, dan lain- laun.

Ayat (2]

FPasal 148

Cukup jelas.

Cukup julas.

Faszal 149

Avyat {1]

SK Mo (87153 A

Hurul a

¥Yung dimaksud dengan  “kepatuhan  pelaksanaan
ketentuan Resesualan Keplatan Pemanfaatan Ruang”
adalah keparuhan rencana kepiatan Pemanfaatan Ruang
dengan  ketentuan  vang dimuat dalam Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Hurul b . - .
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Hurul &

Yang dimaksud dengan *pemenunan prosedur perolehan
Kezesualan Kepglatan Pemanfaatan Ruyang® adalah
kepatuhan terthadap tahapan perolehan Hesesuwajan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan kefepman
perattiran perindang-undangan.

Avat 2]

Cukup jelas,

Pasal 150

Ayat (1]

Culup jelas.
Avat (2]

Cukup jelas,
Ayat {3

Cukup jelas.
Ayat {4}

Kegiatan Pemanizatan Ruang dinilat tidak patuh dengan
Kesesuaian Kegiatan Pemanlaatan Ruang daiam hal terdapat
paling scdikit 1 [satu) keteniuan oalam Kesecsusian Kegiatan
Pemanlaatan Ruang vang tidak erpemihi.

Rekomendasi penyesuaian dilakukan untuk menyesuvaikan

kembali kegiatan Pemanifaaten Ruang dengan Kestsuman
. Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (3

Cukup jelas.
Avat (0]

Culiap jelas.
Avar (7]

Cukup jelas.

Pasal 151 . ..
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Pasal 151

Yang dimnaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk tekstual adalah
penvangat hasi venilaian dalam bentuk narasi dan/atan tabular.

Yang dimaksud dengan hasil penilaian dalam bentuk spasial adalah
ponvangan hasl penilaan dalam bentulk peta,

Pagal 152
Cukup jelas,
Pasal 133
Cukup jelas.
Fazal 154
Cukup jelas.
Fasal 135
Cukup jelas.
Fasal 156
Cukup jelas.
Pazal 157
Avat [1)
Cukap jelas.
Ayar |2
Cukup jelas.
avar (3)

Yang dimaksud dengan hasid pemlaian dalam bentul tekstoal
adalah pronuangan hasill pendalan dalam  bentck narasi
danfatau abular.

Yang dimaksud dengan hasil pemlaian dalaty bentuk spasial
adalah penuangan hasil penilaian dalam bentuk peta.

Paszal 158
Avat {1}
Cukup jelas.

Ayac (2] ..
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Avat {Z)

Cukup jelas.

Avat {3)

Cukup jelas.

Avat (4|

Untuk mencegah terjadinya konszntrasi kegiatan Pemenfaatan
Ruang dan/atau  deminasi kegiatan Pemantfaatan Ruang
tertentu yang terlalu tinggi, terhadap zona kendali agar
dilakukan analisa daya dukung dan daya tampung, neraca
penatagnaan tanah, eir, udara, dan sumber daya alam
lainnya; dan anahsa ckonomi wilarah.

Ayat {3}

Pa=zal 159

Untuk mencegah terjadinya konsentrasi kegatan Pemanfaatan
Ruang dan/atay dominasi kegiatan Pemanfaatan  Ruoang
beprtenty yarng sangat rendah, terhadap zona vang didorong agat
dilakukan znalisa kelayakan ekonomi danjfataun analisa risiko
dan nilal tamnbah pemanfaatan riang yang scjenis.

Perangkat Pengendalian Permanfaatan Ruang diperlukan dalam hal
RTE belum dapat menjawab dinamika pembangunan, Yang memyat

antara lam:

a.  delineasi wilayah pengendalian,

b. ketentuan Penperdalian Pemaniaatan Fuang,

¢.  ketentuan pemberian inscnbl dan disinsentl;

4 letentuan pengenaan =anksi; dan

e pepgawasan pembangunan, pembinaan, koordinasi dan kKere

Pagal 160

sarie, serta peran Masyarakat.

Avar (1)
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Avat [2)

Fenilaian perwwyudan ETE dilakukan pada 1 (satu) tahun
scbelum  peninjauan kemball ETR, dan hasilava kermudian
diintegrasikan ke dalam ETE.

Avat [3)
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas,
Pasal 152
Cukup jelas.
Pazal 163

Inzcnuf dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak
{rang =erta memperhatikan asas keadilan dan rransparansi sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 154
Avat [1}

Yang dimaksud =ebapai pelaku kepgiatan Pemanfatan Ruang
dapat termasuk Orang, Masvaralkat, atey Pamerintal Daerah.

Avat 2}

[nsentf dan disinsentf Jdapal ertuang i dalam produk RTR
maupun peraturan kepala daerah tersendin.

Pazal 165

Culiup jelas.
FPasal 1646

Cukup jelas.
Poasal 167

Cukup jelas,
Pazal 168

Avar (1)

Culoup jelas.
Aval (21, ..
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Avat |2
Cukup jelas.
Avyat |3
Huruf a
Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah Dacrah
pencrima manfaat kepada daeralh pemberi manfazt atas
manfaat yang diterima oleh dasraby penerima manfaat
berupa program dan fatag vang.
Untuk  pemberian insentif  berupa kompensasi
antardaerah yang berbentmik fiskal harms mendapatkan
persetujuan menteri yang menyelengearakan urusan
pemenntaban di bidang Kevangan.
Huruf b
CUkUp jelas.
Huruaf ¢
Cukup jelas.
Hurui 4
Cukup jelas.
Ayat (4]
Cukup jelas,
Pasal 169

Pemberian keringanan pajak, retnbusi, danfatau penenmaan negara
bukan pajak berivjuan untuk memberiltan daya tank fiskal dan
mengurang beban pajale atan retribusi pemilik danfatau pengglns
lahan dan bangunan yang memilik nilai kevrukan, nilai kerentanan,
dan/atan nilei tambah =erfa mendukung percepatan pervtindan
RTR.

Kepinganan pajals, retribusi, dan/atau penerimaan negata bubkan
pajak dapat diberikan kepada pelakbu kegiatan Pemanfaatan Ruang
vang mendulung pengembangan kawasan vang memenuhi kritera
antara laimn:

4, pengembangan - .- .
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a. peogembangsan bar;

b, dapat member dampak positif terhadap pengembangan ckonomi
wilayah atau kepentimgan Wmum;

c. dilindungl atan dilestankan; alay
d. rentan mengalami perubahan Pemanfastan Ruane.
Pasal 170

Pemberian Kampensasi  bertujuan  wuntuk  mendorong peran
Masyarakat dalam penycdiman prasarang, famhtas pobhlc tertentu,
danfalau ruang (erbuka publik vang melebihi ketentuan minimal
vang dipersvaratkan, dan mcningkatkan  kemitrast antaca
pemerintah dan Masyarakal dalam percepatan perwujudan RTE.

Pemberian  kampensasi dapat  diberikan pada pelaku kegiatan
Pecroanfaatan Euang yang mendukung pengembangan kawasan yang
memeaenaii kriteria antara lain:

2. empuanyal inteprasi anlarmoda transporeasi;
b. dillndungl atau dilestankan; dan/atau
¢, mmemplnya dava dukung dan dava tampung mencukapl.

Bentuk kompensazy dapat berupa tambaban dan/atau pengalihan
intensitas Pemanfaatan Ruaang, pemberian barang kelnarhan,
penvecliaan prasarana dan sarana, dangatau vang.

Jenizs kompensasi paling scdikit mempertimbangkan jenis keglatan
Femanfaatan  Ruang, kebufihan  penerima kompensasi,  dan
efelktivitas bentuk kompensasi.

Fasal 171

Subsidi  diberikan sebagal benluk banrouan alas dulaangan
percepatan pembanpgunan dan pervujudan keplatan Pemantaatan
Fuang proritas pade okast tectentu dan sebagen bantuan dalam
perocpatan perdjudan ruwang pasca beneana alam-

Subsidi dapar diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung
prenegermnbangan kawvasan vang memenuhi kridenia antara lain:

d, thikembangkan

SH Mo {IRTIER A
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a, dikeembangkan untuk mewujudken  program  pembangunan
Priorlas;

k.  kawasan dengan Kerentanan tertentu; dan/=atau

¢. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebapai dukungan hnansial dapat berupa wang dan/atan
Bentuk lain yeng dapat dinilai dengan dang.

Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa  program
pembangunan di dacrah.
172

Imbalan diberikan kepada pelale kegiatan Pemanizatan Ruang yang
memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu zebagai bentuk
imbal jasa lingkungan atas terfjaminnys kualitas fungsi linglungan
hidup.

Imbalan diberikan untuk memberikan daya tanik bagi kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang mendulung pervujudan fungs lindung
kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan
ketnitraan antara pemerintaly dan Masyaralat dalam persidan
dan pelestarian daya duloung dan daya tampung lingkungan hidup di
kawasan kritis lingkungan,

[mbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediasn
prasarana dan zarana pendukung pelestarian lingkungan hidugp,
uang dan/atau bentuk lain yang dapat dulitai denpan uang.

Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang

vang mendukung pengembangan kawasan yang memenithi Kriteria
antara lain:

a. diiindung atau dilestankan;

br,.  memberiken jasa lingkungan hidup; alay

£, merupakan kawasan kritis lingkungan.
Benruk imbalan paling sedikit inempertimbangkan:
a. jenis kegiatan Pemanfaatan Euang,

b. kebutuhan penernina; dan

c,  efektivitas bentuk kompensasi dalam mewupudkan rencana tata
ruang.-

Jenis | ..
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Jemis kegiatan Pemanfagtan Buang pada kawasan yang memenuhi
kritetia merapalian kegiatan Pemanfaatan RFuang yang menjaga
dan/atall mengelola linglkungsn hidup untuk tempertahanican
dan/atau meningitatikan Kualitas jasa lingkungan hidup berapa:

a. pemulihan lingkungan hidup,

L. konservasi;

. perlindungan tata air,

d.  penyerapan dan penyimpanan karbon;

o

pelestarian keindahan alam, dan
f. kegiatan lamnyz sesuai dengan pergembangan dan kebutuban
penyediaan jasa hnghungan hidup.
Pasal 173

Sewa ruang diberikan untuk mengoptimalkan pemaniaatan barang
milik negara dan/atau barang milik daeran dalam mendorong
perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya tank bagi
pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana
asttnya banyak diknasai pemerintsn,

Jenis barang milik negara dan/atau barang milk daerah dapat
berupa tanah dan/alauw banganan.

Jemis barang  nilik nepsra danjfatau barang  mihk daerah
mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset
yvang dibutubkan untuk pelaksanaan kegiztan Pemanfaatan Ruang,

Sews ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Permanfaatan
Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenull
krtera ancara lain: -

a. baru dikembangkan danfatan sulit dikembangkan dimana
asetnya banyak dimiliki pemernintah;

b.  dapat membenn dampak positil terhadap pengembanpan ekonomi
wilayah atay kepentingan urnum; dan )/ atau

c. dapat mempercepat pengembangan kowasan sesuai dengan
pricnitas pembangunan RTR.

Pazal 174 _ ..
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174

Urun saham dilakukan untok memperliust atau meningkatlcan
modal danjatau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perho
didorong perwujudannya, meningkatkan peran Masyarakat serta
menciptakan rasa memudiki Masyarakat terhadap guna  lahan
tertentu, dan mencegah alih fungsi laban pada kawasan terientu
vang discbabkan vleh keterbatasan sumber daya,

Urun saham dapat dibenkan pada pelalu lkegiatan Pemanfaatan
Ruang yang mendukung pengembanpan kawasan yang memenuli
kriteria antara lain:

a. kwurang berkembang, den/atau

b. memiliki  peluang  berkembang dan  mampu mendorong
peroyjudan kawazsan di sekitarnya.

175
Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Femanfaatan Buang

diberikan untul: Pemanfaatan Ruang bailk Pemanfaaten Ruang di
darat maupun Pemanfaatan Rusng di Laut.

Fasilitasi Persctyjuan Kesesuman Kegialan Pemenfaatan Ruoang
dilakulkan sesuai dengan kebumhan,

176

Penvedisan prasarana dan sarana dilakoksn untuk memberiian
dava tarik berupa kelengkapan praserana dan sarana  unuk
mempercepat  peraujudan  kawasan, penguatan Struktur Fuang
dalarmn mendorong perwujudan kuwasan sesual dengan BT, dan
memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan dacrah.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa

A.  si%tent jarinpAn prasarans;

b. fasilitas umum; dan/atau

c. fasibitas sosal.

Jenis nrasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:
a. jenis kegiatan;

. jenis prasarana atau sarand yang dibutohkean;

¢. keberdayagunzan . . .
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¢ kekerdayagunaan dan Keberhasilgunaan; dan
d. ketersediaan sumber daya.

Feriyediaan prasarana dan sarana dapat diberilban pada pelaku
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan
kawasan yang memenuhi kriteria:

g.  kKurang berkembanpg alibat keterbatasan prasarana dan sarana,
k.  baru dikembangkan; dan
c. menjadi prioritas pembangunan nasional atuu Gaerah.

Pazal 177
Avat |1]
FPemberian penghargaan bertujuan yniuk:
4.  memotivast Pemerintah Dacrah agar memilihi  kinerja
' Penyelengparaan  Penalaan Ruang yang baik  dan
berlcualitas;

b, memberikan bantuan fMnanscial danfatay nonbhinansial
dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja
Penyeltnggaraan Penataan Rueng; dan

¢. mendorong Masyarakat dalam prrwujudan RTR.

Penghargaan dapat  berupa  piagam  danjfatau bentuk

penghargaan lainnya,

Femberian penghargaan dapar disertai dengan pemberian

berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan dapart diberikan kepada:

a. Pemerintah Daerah yang memililu kinerja Penvelengparaan
Penataan Ruang vang Baik dan berkualitas: atau

b.  Masvarakat pelaku kepiatan Pemadnfaatan Ruang yang
memilila nilai tambah dalam paraujudan RTR.

Avat 2]
Hururl a
Cukuyp jelas,

Hurul b, ..
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Huruf b

Nilaa manfazat yang diperambangkan dalsm pembernan
penghargaan merupakan nilai manfaet cagl pemberd
penghargaan dan penerima penghargaat.

Faszal 178
Publikas atay puommos bertujuan untuk:
a. memperkenalkan atal memprormosiban suainl kawasan; dan
b, mendoiong perwiyudan kawasan dan kegiatan poontas dasrah,

Jerus kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dagat diberikan publikas:
atay promosl memenuhi kritena;

4.  memapakan program pembangunan prioritas; danfatan

b. memberikan dampak positf dalam  aspek sosial, ekonami,
dan/atau lingkungan.

Publikas: atau promosi dapat diberiken pada pelaku keglatan
Pemanfaatan Ruing yang mendukung penpemnbangan kawasan yang
memenuhl kriteria antara lain:

a. baru dikembangkan;
b.  menjadi prieritas pembangunan fasional atau daerah; atau
oo menjaga kelestarian iagkungan,
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
rasal 181
Culkup jelas.
Fasal 182
Culkup jelas,
Pasal 183
Avat (1)
Pajak dapat berupa pajax pusat danjatau pajak daerzh.
Pengenaatt - - .
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Pengenaan pajak danfatau retribusi yang tinggi bertujuan
untulk:

1. mengdrangs daya tarik dan daya  saung Regiatan
Permmanfaatan Ruang pada lokasi terrentn yang hampir
terlampaui daya dulung dan daya tampungnya;

. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan mmtensitas
kegiatan Pemaniaatan Ruang pada kawasan yang sudah
Lerlalu pacdat: dan

c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan
Permanfaatan Ruang.

Avak (2]

Fasal 134

SK No{axih A

Penpenaan pajak dar/ataa retribusi yang tingm pada kawasan
vang memiliki nilai ekonomi tinggl yang hampir atau telaly
melampaui dava dubung dan daya tampung  lingkungan
dilakukan dalsm konteks internalisasi dampak negatl yang
ragngkin ditimbulkan [eksternalitas).

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan berinjuan untuk:

B

tnengantisipasi keruosakan dan/fatau depradasi hingkungan serta
dampalk negatf lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan

mencegah  kerupian vang ditimbulkan skibat Pemanfaztan
Ruang.

Kewajlban memberi Kompensasi atau imbatan dapat dibenkarn
kepada pelakn kegiman Pemanfaatan Ruang cada kawasan yang
memenuhi kriteria antara lain;

d.

b

berpotensi  menimbulkan  kerusakan dan/atau degradasi
lingkungan serta ekaternalitas nepatif lainnya dari Pemanifaatan
Ruang terhadap kawasan i sexitarnya; danfatan

menenma Jaga ingkungan hidup.

Bentuk . ..
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Bentuk kompensasi atan imbalan dapat berupa:

A
b.

vang, dan/atau

bentuk lain yang dapat dinilai dengan vang.

Bentuk lain vang dapat dinilai dengan nang dapat berupa penyediaan
fasilitas publik.

Faszl 1835

Pembatasan penyediaan prosarana dan sarana berbujuan unbuk:

il

k.

C.

mengurang daya tarik dan daya saing kawasan tertentu,

mencegah, membatasi, dan/ataw mengurangl pooiDangunan
pada kawasan yvang dibatasi pengembangannya sesual dengan
RTR; dan

mengarahkan pembangunan.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan
kepada pelaka kegiatan Femanizatan Ruang pada kawasan yvang
memenuhi kriteria:

a-

b.

cC.

berpotensi  terlampaut  daya dukung  dan daya  tampung
hingkungan;

dilindung atau cilestarikan; atau
rentan terhadap pengembangan leematan tertentu,

Jenis kegiatan Pemanfuaten Ruang yang dapat diberikan pembatasan
penvediaan prazarana dan sarana memenuhi kriteria:

a.
b.

berpotens menggangsu kincrja kewasan;

berpolensi mengganggu karakeeristik kawasan yvang dilindungi
dan/atau dilestamikan; atan

berpotensi menimbulkan dempak negatif dam aspek somal,
elonomi dan fartau hingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berapa:

a.

b.

SK. No W3TaT A

jaringan transportasi  beserla prasarana  pendukungnya;

dan/atau
prasarana dan sarana lainnya,
Fasal 135 .. .
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186
Pernberian status tertenty hertujuan untuk:

a. mengurangi daya tark kegiatan Pecmanfaatan Ruang pada
kawasan rawan bencana;

b. mencegah, membatasi, danjatan mengurang  kegiatan
Femanfaatan Buang pada kawasan rawan bencans; dan

¢, menmgkatkan Kinega Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Femberian status tertentu dapat berupa:

a,  penelapan dan penyebarluasan  mformast Kawasan  rawan
bencana; danfatan

b, penyebarluasan nfrormasi kinega Penvelenggaran Penatean
Ruang.

Bentuk status tertente pada kawasan rawan bencasa dapat berupa
papan peringatan rawan hencats,

Pemberian  status tertentny pada kawasan  dengan  kinerja
Pemanfazatan Ruang rendabh dapat dilakukan melaha pubhkas: hasl
penilaian Kinerja Penyelenggaraan Petiataan Ruang.

187

Peraturan Menter: mengenal msentl] dan chisineentdl antara laim
memuat kriteria dan tata cara pemberian insentif yang diberikan oleh
inztansi scktoral.

188
Cukup jelas.
189
Cukup jelas.
190
Culcup jelas.

Fasz] 191 . ..
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Hurul a

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kepiatan
Pemaniaaran Fuang dapat berupa Pemanlaatan Euang yang
dilaksanalian tanpa merniliki kezesualan kematan
Pemmanlaatan Ruang baik di lokasi vang sesuai peruntukannya
maupun rifdak sesuai peruntukannya.

Hural b

Fazal 10

Femonfaatan Fuang yvang liedak mematubin ketentuan cdalam
muatan Kesesuapn Kegiaran Pemanfaatan Buang, antara Lai
FPcmenfaatan Puang vang dilakukan denegan tidak mematuh
ketentuan yang tercantum dalam muatan Kesesualan Keplatan
Pemanfaatan Ruang, sepertt:

lokesi kegintan, jenis kegiaten Pemanlpatan Ruang, koehisien
dasar Dangunan zalau koelsen wilavah lerbanpun, koelisen
lantal  bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan
pclaksanaan kegiatan  Pemantaatan  Ruang,  danfatau
ketentuan batas sempadan.

Avat (1)

Yang dimaksud  dengan  “menghalangi  akses™  adalah
terturupnya akses Masverakar untuk mencapai Rawaszan yang
dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan  selaga
ridilk urmnlr,

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagm milik
umum, antara lain pesisic pantal, sungal, danau,  sitdg,
dan/atan sumber daya alam serta prasarana publik, sumber
air, taman dan/fatau ruang terbuka hijay, lasilitas pejalan kaki,
lokast dlan/ atau Jalur evalolas: bencand, dan alau jalan wmum
fara 7o pejatmal vang bervenang.

Penutupan almes ini dapat mengakibathan proses evakuas
masvarakat dalam keadaan bencana menjadl terganggua,

Ayat (2]

SH Mo 087059 A
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Avat (3)
Cukup jelas.
Pazal 193

Dasar pengenaan sanksi administraril disimpan dan diproses dalam
bentuk besiz data dan informasi digital bidang Penataan Euang,
sehingpa menjadi suaty  darcbase  yang  dapat  dijadikan
pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas.
Hurul b

Cukup jelas
Hurul ¢

Hasil audit Tata Ruang memuat imformasi ketidaksesuaian
antara Pemanfaatan Ruany dan RTR, haik yang terjadi
setelah penetapan  peraturan  tentang RTRE fhaypun
sebelum penetapan peraturan tentang RTR

Huraf d

Pengaduan pelanpgaran  Pemanfaatan  Euang  dapat
dilaktukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Pazal 124

Cukup jelas,
Pasal 195

Avat (1]

Sanlksi administeatif dikenakan untuk memberikan efek jera
kepada pelanpggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar
rersebul mengalami suato kondisi yang mengakibatkannya tidak
akan mengulang lag perbuataniya.

Huraf 2

Cukup jelas,
Huruf b

Cukup jelas.

Huruf e . ..

SK Ho 03770 A
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Huruf ¢

Penghentian  zernentara  keplatan Peomanfaastan Ruang
tdapat dilakukan seCato paksa dengan
memperiimbangkat ketertiban armam.

Pemerintah Pusat  danfatawn Pemerintab Daerah
melakukan pengawaszan untuk memashikan agar kepiatan
vang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali
sampad dengan (erpenuhinya kewajiban  sebagaimana
tereanium  dalam sucaf pemberitahnan penghentian
kegiatan sementaca.

Hurul d

Penghentian  semenfara  pelayanan umutm  dilakukan
sccara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi
Masvarakar, sehingsa prlaksanadnnyg tidak
diperbolehkan menpakibatkan Masvarakat Ldak dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agar dapat  rerlaksana  dengan  baik, penghenban
sementars pelayvanan amum dilakukan dengan bekera
sama dengan badan penvedia layanan amum untuk
melakukan penghentian sementara pelayanan.

Fluruf e

Femerinrah  Pusat  danfatauw  Pemerintah Daerah
melakukan penutupan lokasy dengan bantuan aparat
peneriiban melakukan pernurapan lokasi secara paksa,

Pemerintah Pusat dan/altan Pemerintali Daerah
melakukan pengawasan untok memastikan lokasi yang
diturup tidak dibuke kembah sampal dengen Crang vang
melakukan peld rerRaTarn rmemenuhi kewajiban
sebapalmana tercantum  dalam  surat  pemberitahuan
penutupan lokasi

Hurul [

Pencabutan Kescsualan Heoglotan Pemanfaatan Euane
dilakukan apabila muatan Kesesualan  Kegiatan
Pemnanfaaran Ruang tidak dipennhi cleh pemecgang
Kesesyman Kegiotan Pemanfaatan Ruang.

Termasuk . . .
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Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanlaatan
Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan
sehelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja.

Pernerintah Pusat  danfatau Pemeriniah Daerah
nemberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenal
status Kesesuatan Keplalan Permmanfaatan Ruang yang
telal  dicabut  szkaligus melaksanakan  penghentian
kepiatan Pemanfzatan Ruang yang telah  dicabut
Kesesuslan Kegialan Pemanfaatan Ruangnya.

Huruf g

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan FPemanfaatan Ruang
dilakuksn spabila terbukti adanyas kesalahan prosedur
dan zadministrasi dalam perolehan Kesesuvaan Kegiaran
Pemanlaatan Buang, contnhnya data pemehon tdak benar
dan/atau lokasi yang dimchonlan berbeda,

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanizatan Eumang
adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
Undang-Undang Womor 11 Tahun 2020 ternlang Cipta
Kera.

Pemerintalh  Pusat  danj/atau Pomermtahan  Daerah
memberitahukan kepada pihak yang melanggar tmengenai
statas Kesesuaiagn Kegiatan Pemanfzatan Ruang yang
telal: dibaralkan sekaligns melaksanakan penghentian
kegiatan Pemanfaatan Ruang vang telah dibatallan
Kezesuaian Kegtatan Pemanfaatan Ruangnya,

Huruf h

Pembongkaran bhengunan  dapat dilakuksn  terhadap
keseluruhan bangunan atay sehagian bangunan,

Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
memperhatikan asprk kesslamatan banpunan,
keselamatan Masyarakat, dan Kepentingan unmum.

Petmbongkaran bangunan dapat diserial dengan relokasi.

Hurufl 1

Cukup jclas.

Avar 2] . ..
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fval [2)

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penatasm Ruang
dapat Lerupa stiker, papan, spanduk, danatau pemberitahuan
melalu media elektronik.

Sliker landa  permberitahuan pelaopgacran herizi  informasi
pelanggaran bidang Penataan BEuanpg yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanpgaran.

Papan tanda pembericahuan pelanggaran dan spanduk berisi
miermast pelanggaran bidane Penataan Ruang vaog bersidat
refap dan dipasang pada rempat vang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik,

Papan  yangp dipunakan  sebagei  tanda  pemberitahuan
pelangearan bidang Prnataan Ruang biasanya dipergunakan
pade lokasi persil atau kawasan.

Media elektronik vaneg dapat digunakan sebagai pemberitabuan
imformazi pelanggaran bidang Penataan Buang antara lain
videatron, televizl, radio, dan lain-lam.

Avat (3]

Upaya paksa olch Pemerintah Pusat dan/atau Pemermitah
Caerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
gelurubh barang preralatan dan/atau sarana kegi=lan atad
wisha, pengusongan lehan dan bangunan kegiatan ataw usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujnan untuk dengan segera
menghentikan pelangearan dem) menjags kondis Keselamatan,
keamanan, dan ketertiban wrman.

Aval [4)

Pasal 196A

Cukup jclas.

Hurul a

SH No 87001 A

Besar atau kecilnya dampak pclangsaran dipertimbangkan
anlara lam dengan memperhatikan jumlah Masyvarakat yang
terdampak danjarauw radios kawasan yang terkena dampak
pelangearan tersebuat,

Huruf b . ..
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Nilai manfasat pengenaan sanks dipertimbanekan dengen
mempethatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.

Huruf ¢

Kerugian pulilik yang ditimbglkan diperiimhangkan dengan
memperhatikan nilan ekonorm sulaty Kawasan dan pendapatan
Masyarakar schitar akibar peclanggaran terachut,

Fasal 197

Dalam hal diperlukan, pengenaan =zankst adrmunistratif juga dapat
dilakukarn pelaksanaan aeleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Permanifoaran Roang, dan evaluas] penpgenaan sanks
administrat],

Huruf «
Cukup jelas.
Hurd b

FPengumpulan dan pendalaman maten, data, dan miormasi
merupakan keglatan pengumpulan serta pendalaman
bahan bukti pendukung dan keterangan darvi pihak terkait,
vang melipoti pengumpulan doktumen  pendualiuaong, sure
lapangan, den wawanouwra denpan pihak terkait guna
meminla kelerangan.

Hurul ¢
Cukup jelas.
Huruf' d

Dalam  penetapan tmedakan sanks:,  dapat melala

pertmbangan Forum Peonataan REuang scsual dongan
Kewenangannya.

Hurf e

Penyelenggaraan  forum sosialisasi  dilakukan  dengsn
pelaksanaan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibac
dan melakukan pelangearan Bidang Penataan Ruang,

Frrutn sosialisas dilaksanakan paling sedikit 1 {satu)p kali

Fharuf . ..
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Hurmul f

Pengenaan  sanksi  administratf  diswsll dengen
penyampaian penngatan tertuls.

FPengenaan sanksi ditvangkan dalam herita acara.

Fazal 198

Ayat {1}
Yang dimaksud dengan *pejabat yang berwenang” adalah
pejabat yang diben tugas dan wowenang olech  menteri,
gubernur, atay bupatifwali Kota untuk menjalankan tugas dan
fungsi mengenakan sanksi administracf bidang Penataan
Ruang.

Ayar [2)
Cukup jelas.

Ayal (3]

Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 {tiga) kali, yang
masing-masing diterbitkan dalam rentang wakol tertentu
sesual dengan ketentuan peraturan perundarg-undangart,

Avat (4]

Pengenzan sanksi administrain! dapat dikenekan dengan cara
langsung, bertahap, dar fateu kumuolatil

Yang dimaksud dengan pengenaan sankai secara “langsung”
adalsh pengenaan sanksi vang wenunjuk salah salu atan
beberapa sanksi secara langsung serelah peringatan tertulis.

Yang diraaksnd dengan pengenaan sanksi secara “bertahap”
adalah pengenuan sanksi vang diberikan secara bertahap dar
sanksi ringan ke =anksi berat.

Yang dimnaksud dengan pengenaan sanksi “kumudlatf™ adalah
rengenaan sanksi yang diberikan dengan lebih dari satu jenis
zsanks yang dimaksudkan apar pihak pelanggar tidak
mengulang perbuatannya.

Pasal 199
Avat (1)
Culnup jelas.
Ayat (2) . ..
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Avat (2)
Cukup jelas.

Aval (3]
Denda progresil merupaktan denda vang dikenakan kepada
sctiap pelanggaran dengan menambah besaran denda sampai

pelanggar tersebut memenuhi persyaratan yang dimuat dalam
sanksi administratt.

Ayat (4]
Cukup jclas.
Fasal 200
Cukup jelas.
Pazal 201
Cukup jelas.
Pasal 202

Femulihan fungsi Ruang dilaksanakan dalam jangka wakto tertentu
untuk memastikan sgar Ruang tersebuat dapat kembali berfungsi
sesual RTR.

Pemerintah Pusat dan/atau  Pemerintah Dacrabh melalukan
pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan lungsi Ruang,

Pemulihan funesi Buang dapat melibatkan instansi sektoral terloaat,
misalnya pelibatan instansi yang membidangs sumber daya air pada
pelanpgaran Pemanfaatan Buang yang berada pada sempadan
SUNRAI.

Pasal 203
Ayat (1]

Seluruh proses atau whapen pengensan sanksi disimpan
dalam basis data dan imformas digptal bidang Penataan Ruang.

Basis data pengenaan sanksi berisi kronologrs  pengenaan
sanksi, tahapan pergenaan sanksi, benta acara pengenaan
sanksi, berita acara tindakan pelaksanaan sanks, jerus sanksi
vang dikenakan, monitoring dan evaluasy pongenasn sanksi,
penilaian efelaivitas pengenaan sanksi, dan lain-lain.

Avat 2] . ..

SKONo (03770 A
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Ayat (2}
Cukup jelas.
Pasal 204
Culoup jelas.
Pagal 205
Cukuyp jelas.
Pazal 206
Cukup jelas.
Pasal 207
Ayat {1]
Cukup jelas.
Avat |2
Cukup jelas.
Avat [3)
Cukup jelas.
Avat [4)

Mediator diharuskan bergsikap netnd dan  tidek membuat
keputusan atau kesimpulan bagi para pihak yang bersengketa.

Ayar 5]
Cukup jelas.
Avat (6)
Cukup jelas.
Pasal 205
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas.
Pasal 210
Avat |1)
Lulkup jelas.
Avar {2, ..
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Aval 2]

Pemantauan dilakukan dalam rangka mengamati  kinerjg
Pemerintah Puzat ataux  Pemerintah Dazrah dalan
Penyelenggaraan Penataan Ruang dan/atau mengidentiDkasi

permasatahlan VaIg tmbul alzibar. penvimpangan
Penyelengparaan Penataan Rugng.
Syat [3)

Evaluzsi dilnkuloan dalam rangka:

8. ménganalisiz penyebab terjadinya permasalahan Penataan
FEuang yang timbul;

b,  memperkirakan besaran dampak akibat permasalahan
vang terjadi: ' :

c. menganalisis  tindakan yang  diperlukan  unmk

nenghilangkan dan/atau mengurangl penyimpangan dan
dampak yang timbul dan akan terjadi; dan

d.  memnimuskan langkah tindak lanjut vang diperhukat.
Avat {4}
Cukup jelas.
Pazal 211
Cukup jelas,
Pasgal 212
Avat {1}
Hurf &

Kinetga  Pengaturan  Penataan  Faang  meliputi
ketersedhaan produk lepgal norma, standar, prosedur,
dan knttriza bidang Penataan Ruang Apshila produk
Jegal belum tersedia, dilakukan penilaian terhadap
proses peryusunan danfatel) legalisast norma, standar,
proscdur, dan kriteria bideng Penataan Ruang.

Kinerja  Pembinaan  Penataan Ruang meliputi
pelaksanaan  danfaiau  penyusunan  bentuk-bentuk
FPembinaan Penataan Euang.

Kmega . ..
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Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang meliputi:

&. Perencanaat Tata Fuang meliputh  proses
penyusunan sampai dengan terbilnya parsefujusn
siubatansi (keclengkapan muatan dan prosedur),

. Pemanfaatan Rueng meliputi program persujudan
pemanfaatan tanah dan raang (sesual dengan
indikcasi programy); dan

¢. Pengendalian  Femantezptan Ruoang  melipun
penyusunan  dan/atal  penerapan  ketentuan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Fuang. insentif
dan disinzentil, dan pengenaan sanksi,

Hurul b

Fungsi Penyelenggaraan Penataan  Ruang  efektif

melipub:

w.  RTR efektil apabila substansi RTR sadah tersedia,

Ly

telah dilegalkan, dan sudah dilakukan pembinaan;

Pemenfaatan Ruang cfskbi apslkla Kesesuaian
Kegiatan Pemaniaatan Ruarig dan/fatay
sinkronisasi program Pemanfzatan Ruang sudah
tergedia, telah- dilegalkan, dan sudah dilakukan
pembinazan; atan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang efektil apabila
ketentuan Pengendalian Pernanfaatan Ruang sudah
tersedia, ielah dilegalkan dan sudah dilaloakan
pembinaan,

Manfaat Penyelengparaan Penacaan Rﬁar.g dinilai efelril

dan

elisicn apabila terjadi k=turpaduan atau integrasi

antarjungsi Perencangan Tata Roafiz vang  cfelaf,
dengsn fangsi Pemandaatan Woang yvang ciektf dan

deng
elelit

Hurail ¢

#n fungsi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang
il

Cukup jelas.

Avat [2)

SK Mo (83779 A

Cukup jelas.

Pasal 213 . ..
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FPasal 213

Cukup jelas.
Pasal 214

Cukup jelas.
Fasal 215

Yang dimaksud denpan “standar teknis Penataan Huang kawasan”
grialabh stardar sekior yang dalam penergpannya mermperhatiban
aspck kawasan/ koewilayahan.

Sebapal contoh:

a. sempadan danau vang ditetapkan pada scandar sekior dengan
jarak 20 [lima puluh] meter, perla mompertimbangkan aspek
Kawasan; kewilavahan, misalnyva nkasi sempadan pada dataran
vang landal atau curam;

b, pads kawssan icedusts terdapat ketentuan sektoc indusoe,
scklor lingkungan hidup, scktor air bersih, sektor jalan, dan
sehHEgHINYH,

Fasal 216

Avat [1]

Cukup jelas.
Avat [2]

Cukup jclas.
Avat [1]

Cukup jclas.
Aval [4]

Cukup jelas.
Avat (3

Sanks: yang dikenakan terhadap Pemerintah Daerah provinsi
yeng tidak melakulkzan Pengawasan Penaraan Buang antaca lamn
berupa toguran.

Pasal 217 ...
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Pasal 217
Avet {1]

Pelaksanaan Penpawnssn Penataan Buange dapat lebab elektl
dan optimal dengan adanya inspckiur pembangunan sebagu
polupgas khusus YANZ memiliki tugas f kewenangan
melaksanakan Pengawasan Penataan Huang.

Avat [2}
Cukuyp jelas.
Avat [}
Culiug jelas.
Aval [4)
Cukup jelas,
Avat [3}
Culup jelas.
Avat [0}
Cukup jelas.
Avat [V}
Cukup jclas.
Pagal 218
Cukup jelas,
Pasal 21%
Avat [1}
Cakyp elas.
Avat [2)

Saranad penvampalan laporan danfatan pengaduan melipute
antara lam kotak pos, situs (websiel layanan pesan singkat,
surat elektronik, media sosial, dan lain-lain.

Pasa] 220 . ..

SH No 087064 A
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Avyat |1}

Kendisi khusus merupakan permaszlahat yang muncul deri
hasil penilajan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang
bersifat eksirem dari hasil rata-rata dan/ atau menjadi pricritas
untuk segera ditindaklanjui

hondisi khusus dapet beripa pirmasalahan yang berdampak

besar, menjadi perhatian publik, bersifat stratepis nasional, dan
lain-lain.

Avat [2)

Pasal 221

Culiup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Paszzl 223

Culkup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Fasel 2325

Cukup jelas,

Pasal 226

Culoap jelas,

Pasal 227

Avat (1)

SH Mo {9378 A

Koordinasi Penvelenggaraan Penataan Ruahg bertujuan untk
mewujudkan keterpaduan  bak  dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang pada semua tingkat pemenintahan maupun
antartingkat pemetintahan,

Eeterpaduan  dalatn  Penyelenggaraan  Penatzan  Ruang
meérupakan integrasi dalam pecencanaan, sinkronisasi dalam
pemrograman, tan koordinasi dalam pelaksanaan,

Ayac (2 .,
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Avat [2)

koordinasi  delam satn wilayah  administrazl  merupakan
koordinasi  antarinsiansi dalam masing-masing wilayah
administrasi.

Koordinasi  antardacrah merupakan koordinas YHTIR
dilaksanekan oleh lebih dari saru daerah provins: atau
abupaten/ kota.

Koordinasi antartingkatan pemenntahan merupakan keardinasi
antara Pemenntah Pusat dan Pemenintah Dacrah setra antara
Pcmerintah Dacrah provinst dan Pemennteh Daerah
kabupaten/ kota.

Axyat (3]

Funpgsi  koordinasi  Penyelenggaraan Penataan  Ruang
dilaksanakan untuk menvelesaikan berbagal permasalaban
Penvelenggaraan Penataan Huang antara lain konflik dalam
Peranlaaran Ruang, konflik kewenangan, dan penanganan
hepcana  skala nasional  yvang  benmplikasi pada proses
Penataan Euang.

Funpgsi  koordinasi  Penyvelenggaraan  Penataan Ruang
dilaksanakan antara lain melalul berbagai forum dan rapat
koordinasi.

Aval (4]

Cukup jelas.
Pasal 228

Aval (1)
Sosialisaslt  peraturan  perundang-undangsn  dan  pedoman
bidang Penataan Ruang  bertujuan unmok memberikan
pemahaman kepada Pemangku Kepentingan tentang substansi
pongaturan bidang Penataan REuang.

Avat (2

SK Mo DR A

Scsialisasi melalni tatap muka antara lain dialog, seminar,
lokakarva, dan/atau diskusi.

Sosialisasi . .
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Sosialisasi melalii media elekironik antara lain peoyiaran di
media radio dan/atew elevisi, rubnk tanya jawab melahu
media internet, video, atidic, mulbimedia, kenten daring, dan

scbagalinya.

Bimbingan, supervizi, dan konzultasi Pelaksanean Penatasn Ruang
anwara lain dilakukan delam ratgka proses persetujuan subsrans
tancangan peraturan daerah tentang RTE.

Paszal 230

Avat [1)

Pendidikan dan pelatihan  bertupuan untuk  meningkatkan
pengetabuan, keterampilan, dan sikap penlaka sumber daya
manusia dalam Penyelengparaan Penataan Ruang.

FPendidikan dan pelatthan dapat dilaksanakan melalul metode
E-Learming. E-Learming merupakan proses belajar mengajar
yang menggunakan teknclogi informesi dan komunikasi yang
dapat diak=es kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saa
sealal dengan kelompok targetnysa,

Ayat |2}

Hurul a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huraf d

Hasil evaluasi dimanfantesn untek meningkatkan
kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di
bidang Penataan Ruang.

Avat [3)

SK Na [FATEL A

Cukup jelas.

Pasal 231 . ..
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Pasal 231
Aval (1)
Penelitian, kajian, dau pensembangan dilaksapakan olch
lembaga penelitian dan Macyarakat.
Penelitian, kajian, dan penpembangan  bertujusn  wvntuk
menemukan  sclusi serta mengantisipasi | keburuhan
pengembangan  ilmu  pengetabuan  dan  feknologi  bidang
Fenataan BEuanz.
Feneliian, kajian, dan pengembangan dilakuken antara lain
melalun eksperimen, studi kasus, dan pengkajian teknologi
dang Penataan Ruang,
Avat (2]
Cukup jelas,
Paaa] 232
Ayart (1)
Crikup jelas.
Avat [2)
Fenyedigan basis data den informasi dilakuken melalui
pengumpulan, penyimpanan, penganalisaan, pengolahan, dan
penyagian data serts informasi bidang Penataan Ruang.
Pasal 233
Aval {1)
Penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masvarakat
merlpakan pelaksanaan dari prinsip keterbukaan informasi.
Avat (2]
LCukup jelas.
Fasal 234
Cukup jelas.
Fasal 235
Cukup jelas.
Pasal 236
Cukup jelas.

Pasal 237 .,
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Pasal 237

Culnup jelas.
Pasal 238

Cukup jelas,
Fasal 239

Cukup jelas.
Faszal 240

Cukup jelas.
Pagal 241

Cukup jelas,
Pasal 242

Ayat (1)

Pertimbangan yang disampaikean oleh Pemerintah  Daerah
kepada Meateri memuat informasi terkait jenis kegiatan usaha
yang dibatasi, lokasi kegiatan usaha  dimaksud,  serts
pertimbangan  teknis  dan  sosial  yang  menjacdi dasar
periimbatgan Pemerintah Dacrah.

Avat (2}
Hural a
Cukup jelas,
Huruf b

Eerawanan sosial dimaksud dapat berupa, wntara lain,
EANLEUEn keamanan dan  ancaman terhadap
kelangsungan kegiatan perelsonomian Jnkal.

Ayat [3)

Cukup jelas.
Ayat [4)

Culap jelas.
Avat 3]

Culoup jelas.

Pasal 243, ..
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Pasal 243

Culnip jelas.

Pasal 244

Cukup jela=.

Pasal 245

Cukup jelas.

Fazal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukup jelas.

Paszal 248

Cukp jelas.

Paszal 240

Cukup jelas.

Pasal 250

Yang dimaksud dengan kegiatan danfatau ketentuan rengendalian
Pemanifaatan Ruang vang masih dalam proses (sknis dan/fatan
proscs legalisasi antara lain pengendalian kawasan sekitar siog,
danau, embung, waduk, dan sumber air lainnys, dan kawasan
sekitar proyelt strategia nasional.

Reglatan danfatau ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
yang masith dalam proses teknis dan/atau  proses legalisasi
ditindaldanjuti scsuai ketentuan penyusunan dan penctapan RDTR.

Yang dimaksud lkegiatan danfatan  kKetentuan  penertiban
Pemanfaatan Rueng yang mash dalam proses teknis dan/atau
prases legalisasi antara lain audit Tata Rusng, penpenaan sanksi
administratil, pengawasan pengamatan  peneliian  pemenksaan
{wasmalitrik), dan penyidikan. '

Kegiatan danfarau ketentuan pencriiban Pemanfaatan Ruang vang
masih dalam proses teknis dan/atau proses legalisasi ditindaklanjuti
gesual ketenituan pengenaan sanksi.

Puxzal 231

Culip jelas.
Fasal 252" _ .
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Pasal 252

Cukup jelas.
Pasal 253

Cukup jelas.
Pagal 254

Chakup jelas.
Pasal 255

Cukup jelas
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